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ABSTRAK 

PERAN COLLABORATION GOVERNANCE DALAM DRUG PREVENTION 
DJ KABUPATEN PURWAKARTA 

Agta Bhuwana Putra 
(Alamat Email) 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran keluarga, 
masyarakat dan kepolisian dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika 
dan ditinjau berdasarkan pendekatan konsep collaborative governance. Penelitian ini 
dilakukan pada kepala keluarga di Kabupaten Purwakarta, adapun sampel dalam 
penelitian ini adalah Kecamatan Purwakarta dengan jumlah penduduk (random 
sampling) perdesa diambil 15 Kepala Keluarga .. Teknis analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi linier ganda dibantu dengan menggunakan Program Statistik SPSS 
15.0. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keluarga, masyarakat, dan kepolisian 
secara bersama-sama berperan secara signifikan terhadap upaya pencegahan 
penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta. Hal ini dibuktikan dengan 
peningkatan peranan Keluarga, peranan Masyarakat dan peranan Kepolisian akan 
diikuti dengan peningkatan nilai pencegahan narkoba. Untuk itu perlu dilakukan upaya 
untuk meningkatkan pa1iisipasi setiap pihak dalam mengurangi angka penyalahgunaan 

narkotika. 

Kata kunci: Collaborative Governance, Peran Orang Tua, Peran Masyarakat, Peran 
Kepolisian, Penyalahgunaan Narkotika 



ABSTRACTS 

ROLE OF COLLABORATION GOVERNANCE IN DRUG PREVENTION 
IN PURWAKARTA DISTRICT 

Agta Bhuwana Putra 
(Email) 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

This study aims to determine how the role of family, society and the police in 
the context of overcoming narcotics abuse and is reviewed based on the conceptual 
approach of collaborative governance. This research was conducted on the head of the 
family in Purwakarta District, while the sample in this study was Purwakarta 
Subdistrict with a population of random sampling taken by 15 heads of households. 
The technical analysis used was multiple linear regression analysis assisted by using 
the SPSS 15.0 Statistical Program. The results of this study indicate that fam ilies, 
communities, and the police together have a significant role in efforts to prevent drug 
abuse in Purwakarta d istrict. This is evidenced by the increase in the Role of the 
Family, the Role of the Community and the Role of the Police will be fo llowed by an 
increase in the value of preventing drugs. For this reason, efforts need to be made to 
increase the participation of each party in reducing the rates of narcotics abuse. 

Keywords: Collaborative Governance, Role of Parents, Role of Society, Rok of 
Police, Narcotics Abuse 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang l\'lasalah 

Saat ini pcnyalahgunaan narkoba 1ncrcsahkan 111asyarakat. Seir1ng dengan 

111eningkatnya pengguna 1naupun pcngcdar narkoba, pcnyalahngunaan narkoba dan 

psikotrapika 1ncrupakan n1asalah scrius karcna akan 111cnganca1n kea1nanan dan 

ketahanan nasionaL Hal tersehut disebahkan oleh dan1pak yang diti1nhulkan dari 

penyalahgunaan narkoba yang dapat n1crubah tingkah laku psikis pada pcn1akainya. 

Berdasarkan hasil pcnclitian Badan Nurkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes UI pada 

tahun 2017, dikctahui sekitar 1. 77°/o atau 3.3 juta penduduk Indonesia 1nenjadi 

penyalahguna narkoba dengan JL1n1lah kcrugian ekono1ni 1naupun sos1al 111cncapai Rp 

84,7 triliun. 

Data tersebut diperkuat dengan pemyataan Da\'id 1-Iutapca. Direktoran Disen1inasi 

lnforn1asi Bidang Pcncegahan Radan Narkotika Nasional (id.hcritasatu.con1, cdisi l 9 

Maret 2018) 1ncnyatakan bah\va: 

Ju1nlah prevalensi pengguna narkoba dari tahun ketahun terlihat meningkat. Pa<la 
2016 masih 0,02°/o dari total pcndu<luk Indonesia dan pada 2017 menjadi l, 77o/o. 
Adapun kerugian yang disebabkan pcnyalahgunnan narkoha sepanjang 2017 paling 
hesar pada kerugian soslal yakni sebcsar Rp 77.4 triliun <lan kerugian pribadi Rp 
7 .3 triliun. Selain kerugian 1naterial, pcnnasalahan narkoba di Indonesia juga sudah 
1ncnycbabkan korban 1ncninggal, yakni dipcrkirakan l l .07 ! orang per tahun atau 
30 orang perhari. Dari total pengguna narkoba terscbut, n1ayoritas adalah pekerja 
(59%), disusul pelajar (24°/o) dan populasi umum (17°/o). Sebanyak 2 dari 100 
orang pelajar dan 1nahasiswa 1ncnyahgunakan nark(_)ba sepanjang 2016, dan 
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kcbanyakan pria. [)cngan u111ur })engguna dari pclajar 1nayoritas hcru111ur 1)-l9 
tahun. 
Pcnyalahgunaan narkoba tid<lk hanya 111en1hahayakan dirinya sendiri natnun .iuga 

n1asyarakat sekitarnya. Pcnyalahgunaan narkoba 111erupakan anca1nan bagi kelangsungan 

gcncrasi. karena dan1pak kcrusakan yang ditin1hulkan tidak hanya pada skala kecil 

namun juga pa<la ska la hcsar. Kcrugian yang ditin1bulkan, baik itu 1nateri dan non-n1ater1 

bcgitu bcsar, schingga 1nasyarakat dan pe1nerintah tidak bisa n1engabn1kan hahaya dari 

penyalahgunaan narkuba. Da!an1 kaitan ini pc1ncrintah berpcran aktif1nensos1alisasikan 

dan tnelakukan pcrhl\vanan tcrhadap herhagai upaya penyalahgunaan narkoba di 

Indonesia. Saat ini upaya pcnccgahan sudah secara 1nenyeluruh tc11nasuk 1ncn1bcri 

huku1nan 1naks1n1al kepacla pcngcdar narkuba di Indonesia, yaitu san1pai dcngan 

hukun1an n1ati. 

Data tcrkait kasus penyalahgunaan narkoba antara lain dijelasknn oleh Badan 

Narkotika Nasional (2016) n1cnyatakan bahwa: 

Pelajar dan n1ahasis\.va 111asih n1cnjadi kelompok rentan pengguna narkoba. 
Sebanyak en1pat juta orang d1 Indonesia yang menyalahgunakan narkoba, 22 
persen di antaranya 1nerupakan anak 1nuda yang 1nasih duduk di hangku sekolah 
dan universitas. Sedangkan perkc1nbangan peredaran dan penggunaan narkoba 
secara keseluruhan dari \Vaktu kc \Vaktu cenderung meni11gkat, bcrdasarkan data 
Badan Narkotikfl Nasional (BNN) di tahun 2015, kcnaikan pcrscntase pengguna 
narkoha di Indonesia mencapai 40'YO, scbelu1nnya pada bu Ian J uni 2015 tcrcatat 
4,2 juta pengguna narkobil dnn pada November meningkat s1gnifikan hingga 
mcncap<ti 5.9 juta. 

Untuk wilayah Ja\.va Barat saat ini jun1lah pengguna penya!ahgunaan narkoba d1 

Jawa Barat terus meningkat setiap tahunnya. Dari jumlah penduduk yang ada. konclisi di 

Jawa Barat saat ini sudah 1nencapai 2,5 ~-0 pengguna narkoba dari usia pro<luktiL yakni 

di usia I 0 tahun !1ingga 59 tahun. Berdasarkan data nasional, saat ini satu dari l 7 orang 

bcrusia l 0 hingga 59 tahun pernah n1cmakai narkoba danjumlah penggunanya pun cukup 

banyak di tingkat pelajar, seperti yang dapat tcrlihat pada grafik berikut: 

2 
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Grafik l .l Pcrscntasc Pcngguna Narkoba llsia Si..:kolah di Ja\va Barat tahun 2014 

Szonbcr: ht Ip: //p11s(/u!isbang,iaharpror.go. it/ 

Berdasarkan graflk diatas yang bcrsutnber dari data nasional pa<la tahun 2014 dapat 

diketahui bah\va pada tingkat SMA, pengguna narkob,1 paling banyak yakni sebanyak 

62o/o, kc1nudian Ji tingkat SMP schanyak 24°/o, SD sebanyak J 2<Yo, dan pcrguruan tinggi 

sebanyak 2~1o. Dengan Jc1nikian kecenderungan usia rawan yang n1elakukan 

penyalahgunaan narkoha adalah yang duduk di bangku SMA utau berusia antara 15-18 

tahun. 

Pada tahun 2015, BNl\l bcrhasil n1cnga1nankan sekitar 3 ton sabu yang hcrarti 

1nenyclan1atkan hanyak generasi 1nuda. Satu gran1 sabu dapat digunakan untuk 5 orang. 

sehingga dengan 1ncnga1nankan 3 ton sabu artinya sa1na dengan herapa ribu jiwa yang 

tclah clisclan1atkan. Pcnggunaan Narkotika, psikotropika dan zat adaptif sangat 

berbahaya bag1 n1anusia, sehingga perlu adanya pencegahan 1naupun pcnanggulangan 

secara serius dan terarah yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah 

maupun Polri, Le1nbaga Sosial Masyarakat clan Keluarga, sesuai dengan Undang Un<lang 

(lJU) Nomor 35 tahun 2009 pasal 105, 106 dan 107 tentang kcikutsertaan 1nasyarakat 

dalam menanggulangi peredaran dan bahaya Narkoba. 
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Dala111 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dijelaskun b;1h\va pada dasarny<1 

1ncn1pun:'ai 2 (dua) sisi, yaitu sisi !111111anis kepada para pecandu narkot1ka. dan sisi ynng 

kcn1s dan tcgus kcpada bandnr, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi J1111nn11is itu dapat 

dilihat sehagain1ana dijelaskan pada Pasal 54 L~U No. 35 Tahun 2009 yang n1cnyJtakan: 

"PccanJu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotiku \Vajib n1cn.1alani rchabilitasi 

medis dan rehabilitasi .sosial". Scdangkan sisi kcra'> dan tegas dapat dilihat dari pasal

pasal yang tercnntun1 di dala1n Bab XV lJU No. 35 Tahun 2009 (Ketcntuan Pidana), yang 

mana pada intinya da!am bah itu dikatakan bahwa; "orang yang tanpa hak dan 1111.:la\\·an 

hukun1 1nenanan1, 1nc1nelihara, 1ne1niliki, n1cnyi1npan, 1ncnguasai, atau 111enytxliakan, 

hukun1annya adalah pidana penjara". Ila! tersebut mcmiliki n1akna yaitu undang-undang 

menja1nin huku1nan bagi pecandu/korban pcnyalahgunaan narkotika berupa hukuinan 

rehabilitasi. dan bandar, sin<likat, dan pcngcdar narkotika berupa hukun1an pidana 

penJara. 

Merujuk pada arahan Kasat Narkoba Polres Punvakarta yang n1cnjclaskan bah\va 

scdikitnya diten1ukan lima \Vi\ayah di Kab. Purwakarta n1asuk dalan1 zona n1crah 

pcrcdaran narkoba (pikiran-rakyat.con1, Edisi l 3 Maret 2017). Herdasarkan pcn1ctaaan. 

sedikitnya ter<lapat li1na titik rawan yang 111asuk zona 1nerah pcrcdaran. Kecan1atan 

Purwaka11a, Pasa\vahan, Darangdan, Plcrcd, dan Sukatani. ·rarget sasaran bukan hanya 

remaja, tapi sc1nua kalangan. Di kota (Kecamatan Punvakarta, red) ha111pir n1cnyeluruh 

(peredaran narkoba). Bukan hanya rcmaja (targctnya), tapi scmua lapisan 1nasyarakat. 

Pada tahun 2017, ratusan orang terjerat dalam kasus Narkoba di Kabupaten 

Purwakarta, jumlah tersebut tentunya sangat 1ne1nprihatinkan ha! itu tnenandakan 

kondisi Purwakarta yang dijadikan sasaran ajang bisnis hara1n oleh para bandar Narkoba. 

Para pelaku yang terjerat Narkoba kebanyakan di dominasi oleh para pria, yang 
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disayangkan rata-rata usia para pclaku 1n;1sih usia sang.at produktif 1\dapun penuturan 

Kasnt '.'Jarkobn Polrcs Pur\\'akntia Polda .lahar :\KP. Hcri Nurcahyo. SH kcpada O\vak 

n1edia di Polrcs Pur\vakarta (Dctiknc\vs.con1 Ed1si 21 Dcsc1nher 2017) inenyatakan; 

"hingga saat ini ini para pelaku yang tcr.icrat Narkobn sudnh kan1i an1ankan schnnyak 

116 tesangka yang terjadi di 75 TKP. Para pelaku sudah 1nasuk P21 scbanyak 98 Orang. 

Selan1a 2017 Polres Purwaka1ia berhasil 111engan1ankan narkoba jcnis sahu sebanyak 

720, 1938 gram. Sedangkan untukjcnis ganja scbanyak 54812,4164 gran1 dan untuk jcnis 

obat obatan sebanyak 3.680 Butir. Pihak kepolisian 1ne1ninta kepa<la inasyarakat untuk 

bckcrjasa1na dala1n 1nen1bcrikan infor111asi bcrkcnaan dengan penyalahgunaan narknba, 

karcna sekecil apapun i11fo11nasi yang bcrkaitan dcngan narkoba akan d1t1ndak lanjuti". 

Mclalui pc1naparan diatas dapat diketahui KabU})aten Purwakarta ter1nasuk dalam 

zona 1ncrah peredaran narkoba, dan pclaku yang terjerat narkoba bcrada dalan1 usia 

produktif. Sadan Pusat Statistik (BPS) 1ncndcfinisikan. "kelon1pok usia produktif adalah 

tnercka yang hcrada dala1n rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun", dala111 ha! ini usia 

remaja tennasuk dala1n usia produktif yang rentan karena usia remaja n1erupakan n1asa 

transisi dala1n rentang kehidupan manusia yang incnghubungkan 1nasa knnnk-kanak <lan 

1nasa de\vasa. Keccndcrungan anak mcnyalahgunakan narkoba tidak dapat dilepaskan 

dari peran dan tanggungjawab orang tua. 

Pada penelitian (Bro\vning & Loeber, dala1n Brank, l.ane, ·rurner. Fain. dan 

Sehgal. 2008) ada dua keloinpok bcsar faktor yang mempengaruhi kcnakalun re1naja: 

perilaku orang tua dan hubungan orang tua-anak. Salah satu perilaku orang tua adalah 

pemantauan orang tua. Pemantauan orang tua yang lebih besar, <litandai dcngan 

1ncngetahui keheradaan anak-anak 1nercka atau 1nengawasi mereka, tampaknya 

berkaitan dengan perilaku kurang nakal. Penelitian lain mcngenai hubungan orang tua-
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anak tclah n1cnunjukkan bah\va kon1unikasi y·ang lebih tcrbllka antara ren1aja Jan or<ing 

tua n1ereka bcrhubungan dengan !ebih scd1kit pcri!aku nakal (('lark & Sh1clds, dalan1 

I~rank dkk. 2008). Selanjutnya pene!itian Sigfusdottir. Fnrkas. dan Perak (dalan1 Brank 

Brank, Lane. ·rurncr. Fain, dan SchgaL 200X) n1enunjukkan bah\va knntl1k kcluarga 

111cmiliki efck tidak langsung pada kcnakalan dcngan 1ncnychahka11 ken1arahan lebih 

untuk remaja yang ketnudian 111cnycbabkan pe1ilaku nakaL Pciilaku <)rang tua dan 

hubungan orang tua-anak keduanya niemiliki pcngaruh terhadap penycsuaian diri re1naja 

<lan perilaku. Smith, Wylie-Weiher, dan \ 1an Kan11ncn (da!an1 Su\\i\an, 2006) 

1ncnc1nukan bahwa pe1nuda yang 1nclaporkan huhungan yang lcn1ah dcngan orang tua 

111crcka secara signifkan lcbih 1nungkin untuk pcnggunaan narkoh;_i. 

Keluarga diharapkan sclalu 1nc1n1liki dampak po.sitif yang baik untuk 

pcrkctnbangan 1nasa re1naja, karena 1nasa rcinaja 1nerupakan tnasa pcncarian i<lentitas 

J1ri. Rcinaja me1niliki kccenden111gan untuk mcncontoh dan ingin n1c111bcrikan kesan 

bah1.va reinaja sudah hampir dewasa. Re1naja n1endekatkan <liri pada peruhahan sikap dan 

perilaku yang <lihubungkan <lengan status dc\vasa. yaitu 1ncrokok. n1inun1- 111inuman 

keras. 1nenggunakan obat-obatan dan masuk dala1n perhuatan yang 111clangar non11a 

untuk me1nbcrikan nom1a yang diinginkan (llurlock. 1999). 

Da!a1n kaitan ini peran masyarakat din1ana keluarga tcrscht1t tinggal dan aparat 

kepo\isianjuga diduga memilki peran penting dala1n 111cncegah penyalahgunaan narkoha 

di kalangan remaja. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari basil pent::litian terdahulu 

dan studi pendahuluan. Penelitian terdahulu yang me1nbahas tcntang peran keluarga 

dalam 1nencegah penyalahgunaan narkotika juga dilakukan olch Fauziah (2015) 

dijelaskan bahwa: 

Beberapa peran yang dapat dilakukan orang tua dalam menanggulangi kenakalan 
re1naja meliputi; orangtua harus menjadi teladan sikap dan ucapan pada naknya, 
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n1utivasi anak. or<1nglua n1en1bcri arahan dcngan siapa dan di kon1unitas n1ana 
ren1a_Ja harus bcrgaul. ()rangtua bcrusaha n1cnc1ptakan kcluarg:a yang ha11nonis, 
ko1nunikatif. dan 11y;1111an bag1 rcn1aja. sct1a n1cn1hantu rcn1aja pandai n1cn1ilih 
ten1an dan lingkungan yang haik untukny1n. 

·i crdapat pula kajian knnscptual yang dilakukan tilch Hcrdayani dan Ros<Jlinda 

(201 J) yang 1nenjelaskan tentang, 

Peran orang tua dan n1asyarakat dalan1 penanggulangan pcnyalahgunaan 
narkotika dalan1 keluarga. Dijelaskan hahv,'a pcncegahan pcnyclahgunaan 
narkoba n1c1nang tidak mudah, melainkan n1cn1crlukan kc1jasan1a dari berbagai 
p1hak. Dala111 hal ini kcluarga dan 1nasyarakat pcrlu bckcrjasa1na untuk 
n1clakukan upaya pcnccgahan tcrschut. 

Bcrdasarkan kond1s1 dt atas kolahorasi antara pihak-pihak yang tcrkait dalam 

pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam ha\ ini kcikutscrtaan kc\uarga, masyarakat, 

dan kepo\isian didugn n1cn1iliki pcran yang signifikan tcrhadap pencegahan 

penyalahgunaan narkoba. Na1nun dcn1ikian 1nasih pcrlu ditcliti lcbih jauh apakah bcnar 

bah\va peran collahoratio11 gorcrnancc dala1n clrug JJrc1·cntion di Kahupatcn Purwakarta. 

Dcngan <le1nikian perlu cl1tcliti lehih .iauh. khususnya di Kabupatcn Pur\vakarta Provinsi 

Jav,1a Baral. 

B. ldcntitikasi 1\-Iasalah 

Berdasarkan latar belakang adapun identifikasi n1asalah dari pcnelitian ini adalah: 

1. Pcngguna narkoha di wilayah Ja\.va Barat tcrutama Kabupatcn Purvvakarta 

meningkat dari tahun kc tahun. 

2. Pengguna narkoba berada pada usia produktif dan cukup banyak di tingkat pelaJar 

3. Berdasarkan pc1netaaan, sedikitnya terdapat lima titik rawan di wilayah Kab. 

Purwakarta yang tern1asuk zona 1nerah pereclaran. 
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4. Konflik keluarga n1cn1ilik1 cfck tidak langsung padn kcnakalnn <lcnga11 

1nenyebabkan ken1arahan lebih untuk ren1aja yang kc111u<lian n1enyebabkan pcrilaku 

nakal. 

5. Pihak kepolisian 1nc1ninta kepada 1nasyarakat untuk bekerjasaina da!un1 

1nc1nbcrikan infonnasi bcrkcnaan dcngan pcnyalahgunaan narkoha. 

C. Pcrumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 1nasalah adapun run1usan n1asalah d<1ri penelitian ini adalah: 

I. Bagai1nana peran keluarga tcrhadap pencegahan penyalahgunaan narkoha di 

kabupaten Purwakarta? 

2. Bagaimana peran 1nasyarakat tcrhadap pcnccgahan pcnyalahgunaan narkoba di 

kabupatcn Purwakarta? 

3. Bagai1nana peran kepolisian tcrhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di 

kabupaten Purwakarta? 

4. Bagain1ana peran keluarga. n1asyarakat, <lan kcpolisian sccara bersa1na-sa1na 

terhadap penccgahan pcnyalahgunaan narkoha d1 kabupaten Pur\vakarta'? 

D. 1~ujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1nengevaluasi: 

l. Pcran keluarga terhadap penccgahan penyalahgunaan narkoba di kahupaten 

Purwakarta. 

2. Peran masyarakat terhadap penccgahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten 

Purwakarta. 
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~- reran kt:polisian tcrhadap penccgahan pl'nyalnhgunaan narkoha di kahupatl:n 

]>11r\vaknrtn. 

4. reran kt:luarga, 1nas_varakat dan kcpolis1nn sccara sin1ultan terhadap pcncegahan 

pcny<tlnhgunaan narkoha di kahupatcn Pur\\·akarta. 

E. l\.tanfaat Pcnclitian 

Pcnclitian ini diharapkan 1ne111iliki n1anfnat untuk herbagai pihak. Adapun n1anfaat 

yang dapat diperoleh dari pcnclitian in1 adalah sehngai berikut: 

1. Sccara Akade1nis 

Penelitian ini diharapkan 1nen1herikan sun1hangan dalan1 pcngc1nbangan iln1u 

Ad1ninistrasi Puhlik dala1n lingkup ( 'o/lahoration (;orernancc khususnya dalan1 

Drug Preventi"o11 sehingga dapat dijadikan scbagai bahan perti1nhangan kajian 

bagi penelitian sclanjutnya. 

2. Sccara Praktis 

Dcngan penelitian 1n1 diharapkan dapat n1cn1berikan kontribusi dan rett:rensi 

collaboration go\'ernance dalan1 tfr11g JJrcrcnlion pada pcnerapan Jhnu 

Adn1inistrnsi Publik. 
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llAB II 

TINJAL'AI\ PUSTAKA 

A. Konscp Kcbijakan 

Kchi_jakan tclah banyak n1en1hantu para pelaksana pada tingkat h1rokrasi 

pemerintah 1naupun para polills1 untuk 111c1nccahkan n1asalah-1nasalah puhlik. Adapun 

pcngcrtian <lari t-Ioogcr\verf (2009:3-4) n1c111berikan definisi tcntang kebijakan scbagai 

berikut: 

Kebijakan dapat dilukiskan sehagai suatu usaha untuk 1nencapai sasaran tc11entu 

dan dalam urutan waktu tertcntu. Kebijakan adalah sernacan1 jawaban tcrhadap 
suatu n1asalah. Kcbijakan adalah upaya untuk 1nc1necahkun, 1nengurangi, utau 
tnencegah suatu tnasalah dengan cara tertentu yaitu tindakan yang tcrarah. 

Sen1entara itu, lsla1ny dnlan1 Su\v1tri (2009: 5) herpcndapat bahv-.'a, ''kata kcbi1akan 

berasal dari kata polic.r yang pclaksanaannya mencakup pcraturan-pcraturan di dala1nnya 

dan sangat bcrkaitan dcngan proses politik". 

Secara filosofis. kcbijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi 

yang diinginkan; scbagai suatu "produk··. Keban (2008: 59) 1ncngartik<1n kebijakan 

sebagai; 

Scrangkaian kesin1pulan atau rckon1cndasi. sebagai suatu proses kcbijakan 
1nenunjuk pada cara di1nana n1elalui cara tcrsebut suatu organisasi dapat 
111cngetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam 
1nencapai produknya: dnn schagai suatu kerangka kerja, kebijakan 111erupakan 
suatu proses t<1\var 1nena\var dan negosiasi untuk 1neru1nuskan isu-isu dan 1netode. 

Dengan demikian yang din1aksud kebijakan adalah sistem nilai kebijakan dan 

kcbijaksanaan yang lahir dari aktor atau le1nbaga yang bersangkutan. Selanjutnya 

kebijakan setelah 1nclalui ana!Jsis yang 1ncndala1n diruinuskan dengan tepat 1nenjadi 

suatu produk kebijakan. Kemudian menurul Abidin (2004:31-33) 1nenyatakan bahwa 

kebijakan dapat dihedakan dalatn tiga tingkatan: 
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I. J(cbijakan un1un1, yaitu keb1.1akan yang n1cnjadi pcdon1an atau pctun_juk 
pchiksanaan baik yang bcrsif~it pnsitif at<:1upun yang bersifat negatif yang n1cliput1 
kcscluruhan \vi\ayah atau instansi yang bersangkutan. 
Kcbi.iakan pclaksanaan adalah kcbijakan yang mcnjabarkan kcbi.iakan un1un1. 
Untuk tingkat pusat peraturan pcn1crintah tentang pelaksnnaan suatu undang~ 
undang. 

3. Kcbijakan tckn1~, kcbijakan opcrasional yang bcrada di ba\vah kcbijakan 
pclaks<:1naan. 

Bcrdasarkan pengetian diatas dapat diketahui bah\va kebijakan ada!ah suatu up<:1ya 

untuk 1ncrun1uskan sasaran tertentu dan dala1n urutan waktu tertentu. Kebi_1akan adalah 

peraturan-pcraturan yang 1ncn1pakan ja\vaban terhadap suatu 1nasalah tertentu. 

l. Konsep Kebijakan Publik 

Pengertian kcbijnkan puhlik dijelaskan olch Nugroho (2004: 1-7) yaitu; 

lstilah kebijakan publik sering disebut dcngan public policy·, yaitu sun tu a tu ran yang 
1nengatur kehidupan bersan1a yang harus ditaati dan bcrlaku 1nengikat seluruh 
\varganya. Setiap pclanggaran akan dibcri sanksi scsuai dcngan bobot 
pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didcpan n1asyaraknt oleh 
le1nhaga yang 1nempunyai tugns tnenjatuhkan sanksi. 

Pendapat lain dike1nukakan olch Mustopadidja.ia (2007:5) yang 1ncnjclaskan hah\vn: 

Kehijakan publik sebagai suatu keputusan yang dimaksudkan untuk n1cngatasi 
pern1asalahan tertentu. untuk 111clakukan kcgiatan tcrtcntu, atau untuk 111cncapai 
tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berke\venangan dalan1 rangka 
penyelcnggaraan tugas pe1ncrintahan negara dan pembangunan. 

Sclanjutnya Dunn (2000: 11) 1ncnguraikan pcngcrtian analis1s kebiJakan. sehaga: 

berikut: 

Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ihnu sosial terapan yang 1nenggunakan 
berbagai 1nacan1 1netodc penelitian dan argumen untuk n1enghasilkiln dan 
memindahkan inftJnnasi yang relevnn dengan kebijakan, schingga dapat 
di1nanfaatkan di tingk.at politik dala1n rangka memecahkan 1nasalal1-n1asalah 
kebijakan. 

Dengan demikian berdasarkan pengcrtian diatas diketahui hahwa aturan atau 

peraturan tersebut secara sederhana dipaha1ni sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan 

publik ini dapat diartikansebagai suatu huku1n. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum 
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nan1un harus chpaha1ni sccara utuh dan henar. l\.ct1ka su;ltu isu yang n1cnyangkut 

kepentingan hcrsa1na dipan<lang pcrlu untuk d1atur inaka t\)rinulasi isu terschut n1cn1ad1 

kcbijakan publik yang harus dilakuknn dan d1susun scl1a discpakati oleh para pejahat 

yang ber\venung. Ketika kehijakan publik tcrscbut ditctapkan 111cn.1adi suatu kchijakan 

pubhk: apakah n1cnjacli LJndang~lJndang, apakah 1ncnjadi Pcraturan Pe1ner1ntah atau 

Peraturan Prcsi<len te1111asuk Pcraturan Dacrah n1akn kchijakan publik tersebut bcrubah 

mcnjadi hukun1 yang harus ditaati. 

Adapun tahap·tahap penyusunan kebijakan puhlik n1enurut Dunn (2000; 11) adalah 

sebagai herikut: 

a. Pcnyusunan Agenda (Agcncla .5etting) 
b. Fo1111ulasi Kcbijakan (Poli"c:v fOrn1ulati11g) 
c. Adopsi/Lcgiti1nasi Kebijakan (Policy· Ado/Jfio11) 
d. ilnplcn1cntasi Kehijakan (Policr ln1ple1nc111a1io11) 
c. Penilaian atau Evaluasi Kcbijakan (Polit:v F.ral11a1io11) 

2. ln1plemcntasi Kebijakan Publik 

Prograin kebijakan yang telah dia1nbil scbagai alternatif petnecahan 1nasalah 

harus dii1nplc1ncntasikan, yakn1 dilaksanakan oleh badan·badan adn1ln1strasi n1aupun 

agcn·agen peincrintah di ti11gkat baw·ah. Tangkilisan (2003:9) tnengutip pcngcrtian 

i1nplementas1 1nenurut Patton dan Sawicki bahwa: 

!Jnple1nentasi berkaitan dengan herbagai kegiatan yang diarahkan untuk 
1nerealisasikan progra1n, di1nana pada posis1 ini cksekutif 1nengatur cara untuk 
1nengorgan1s1r, 111enginterpretasikan dan 1nenerapkan kcbijakan yang telah 
diseleksi. 

Berdasarkan pengcrtian di atas, imple1nentasi herkaitan dcngan berbaga1 kegiatan 

yang diarahkan untuk 1ncrealisasikan program, dnnana pada posisi ini eksckutif 

mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif ma1npu 1ncngatur secara efektif 

dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan 
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progran1, scrta n1elakukan interpretasi terhadap pcrcncanaan yang tclnh dihunL dan 

pctun.iuk yang dapat diikuti dengan tnudah bag1 rcl!sasi progran1 ynng dilaksanHkan. 

Dunn (2001: 1.12) 111engistilahkan in1plc1ncntasi dcngan lchih khustL'-. dcngan 

111enyebutny'a; "i1nplcn1cntasi kcbijakan (fJu/ic:1 i111p/e111ta!iun) adahih pl'!aksanaan 

pcngendalian aksi-aksi kebijakan di dalan1 kurun \Vaktu te11entu". Dengan dcn1ik1an 

dapat disin1pulkan bahwa implen1cntasi kebijakan n1crupakan pclaksanaLJn dari 

pengendalian aksi kebijakan dalam kurun \\.'aktu tertentu. 

Pendnpat lain 1nenjelaskan bah\va in1plcn1entasi kebijnkan pada pr1nsipnya 

adalah cara agar sebuah kebijakan dap<it 1nencapai tujuannya. Tidak lcbih Jun tidak 

kurang. Nugroho (20()4: 158) menjelaskan yaitu: 

Untuk n1cngimplc1nntasikan kebijakan publik. 111aka ada dua p11ihan langkah yang 
ada, ynitu Jangsung 1nengimple1nentasikan dalan1 hentuk progran1-progra1n atau 
1nclalui fo11nulasi kebijakan deri1'ate atau turunan <lari kcbijakan publik tersebut. 

ln1plc1ncntasi kcbijakan menurut pen<lapat di atas. tidak lain bcrkaitan dcngan 

cara agar kcbiJakan dapat 1ncncapai tujuan. Kcbijakan publik terschut di1111ple1ncntasikan 

1nelalui bentuk pro grain-program serta melalui turunan. Turunan yang di1naksud adalah 

dcngan 111elalu1 proyek intervensi dan kcgiatan intervensi. Menurut DaJ\.\'Ill dalan1 

Widodo (200I:194) ter<lapat bcbcrapa hal yang pcrlu dipcrhatikan dalan1 pcrsiapan 

proses i1nplc1ncntasi, 

Etnpat ha! pe11ting dalam proses in1ple1ncntasi kebijakan, yaitu pendayagunaan 
su111ber, pelibatan orang atau sekel<)n1pok orang dalam i1nple1nentasi, intcrpretasi, 
111anaje1nen progra1n, dan peny'ediaan Jayanan <lan 1nanfaat pada publik. 

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat 

mewuju<lkan tujuan yang diinginkan harus 1nendayagunakan sumber yang ada, 

melibatkan orang atau sekelompok orang dala1n i1nplementasi, 1nenginterprestasikan 

kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan 1nanajemen yang 
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baik, dan n1enycdiakan lay<.1na11 dan n1ani'aat pada 111asvilrakat. 8crkaitan dcn~an tUktor . -
.Yang n1c1npengaruhi 1111plen1cntas1 kcb1.1akan su<!tu progra1n. Suharsonn n1cngutip 

pendapat Ci. Shabb1r C'hccn1a dun Dennis A. Rond1nell1 (Dalan1 Subarsono. 2005:101) 

n1cngcn1ukakan bah\va: 

·rerdapat bcbcrapa faktor yang 1ncn1pengaruh1 in1plen1cntasi kebijakan progra1n
program pe1nerintah yang hcrsifat dcscntralistis. faktor-faktor tcrschut Jdalah: 

a. Kon<lisi lingkungan. Lingkun~an sangat n1c111pengaruhi i1nplen1entasi 
kebijakan, lingkungan terscbut n1encakup lingkungan sosio cultural serta 
keterlihatan penerin1a progra1n. 

h. Hubungan antar organisasi. ln1plen1entasi scbuah program pcrlu dukungan dan 
koordinasi dengan instansi lain. lJntuk itu diperlukan koordi11asi dan 
kerjasa1na antar instansi bagi kcherhasilan suatu progra1n. 

c. Sumberdaya organisasi untuk in1plc1ncntas1 program. lmplementasi kehijakan 
pcrlu disukung sumbcrdaya, baik su1nbcrdaya 111anusia (hun1an resources) 
1naupun su1nberdaya 11011-manusia (non human rcso11rccs). 

d. Karakteristik dan ken1an1puan agen pclaksana. Maksudnya adalah n1encakup 
struktur birokrasi, nonna-non11a dan pola-pola hubungan yang tcrja<li dalam 
birokrasi din1ana sc1nua itu akan 1nempcngaruhi i1nple1nentasi suatu progran1. 

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar org<Jnisasi. 

su1nberdaya organisasi untuk n1cngi1nplcn1cntasi progran1, karakteristik dan ken1an1puan 

a.gen pclaksana 111crupakan hal pcnting dala1n 1nen1pengaruh1 suatu 1111plcn1entas1 

progra1n. Sehingga faktor-faktor tcrschut n1cnghasilkan kincrja dan da1npak d<Jri suatu 

progrnn1 yaitu sejauh 1nana progran1 tcrscbut dapat tnencapai sasaran atau tujuan yang 

tclah ditetapkan. 

3. Evaluasi Kcbijakan Publik 

Evaluasi 1nerupakan salah satu tingkatan d1 dala1n proses kebijakan publik. 

evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu 

berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi men1pu11yai Jetinisi yang beraga1n, William N. 

Dunn (2003:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: 
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Sccara u1nun1 istilah evaluasi dapat disa111aknn dcngnn pcnaks1rnn (111111rais11!). 
pen1bcrian angka (rating) dan penilaian (asscss111cnt). kata-kata yang 111enyatakan 
usaha untuk 1nenganalisis has1] kcbijakan dalan1 arti satuan ni1'.1inya. Dala1n a11i 
yang lebih spesitik, cvaluas1 berkcnaan dcngan produksi infonnasi 1ncngcnai 
nilai atau 1nanfaat hasil kebijakan. 

Penge11ian di atas mcnjclaskan bah\va cva\uasi kebi_jakan nH.:rupakan hasil 

kebijakan din1ana pada kenyataannya n1cn1punyai nilai dari basil tujuan atau sasaran 

kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakun ada!ah cva\uasi kcbijakan. Mcnurut 

(,ester dan Ste'W·art yang dikutip oleh Leo Agustino (2006: 186) dalan1 bukunya yang 

berjudul Dasar-Dasar Kcb(jakan l'ub/ik bah\\"a "c\"aluasi d1IUJUknn untuk 1nelihat 

sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk 1nengetahui ap<:1kah kebijakan 

tclah dirutnuskan dan dilaksanakan dapat n1cnghasilkan dan1pak yang diinginkan". Jadi. 

eva!uasi dilakukan karena tidak scmua progran1 kcbi_jakan publik dnpat n1era1h hasil yang 

diinginkan. 

Adapun 1nenurut Taliziduhu Ndraha ( 1989:20 ! ) dalan1 buku KonscjJ 

Ad1nini.5lrasi tian Administrasi tli fn(/oncsia bcrpcndapat bah\va "cvaluasi 1nen1pakan 

proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kcsi1npulannya 

adalah pcrbandingan antara tujuan yang hcndak dicapai dalam pcnyelesaian 1nasalah 

dcngan kejadian yang sebenamya. sehingga dapat d1sin1pulkan dengan analis2 akhir 

apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. 

adalah: 

Sudarwan Danim (2000: 14) n1cngcn1ukakan definisi penilaian (c1·a/11ating) 

Proses pengukuran dan pcrbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya 
dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa ha! yang penting 
diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu: 

a. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karcna pelaksanaan fungsi 
tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi. 

b. Bahwa penilaiaan itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah 
kcgiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen 
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c. Bah\\ a pcnila1a11 n1cnun.1ukkan_lurang pcn11sah antara hasil pclaksanaan yang 
scsungguhnya dcngan hasil yang scharusnya dicapai. 

Pcndapat di utas dap;1t dipcrolch gan1haran bah\va cvaluas1 adalah suatu kcgiatan 

yang dilakukan untuk n1engukur serta n1en1bandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan 

yang tclah dicapai dcngan hasil yang scharusnya n1cnurut rcnc:1na. Sehingga diperoleh 

infonnasi mengcnai ni\ai atau n1anfaat hasil kehijakan. serta dapat dilakukan perbaikan 

bila tcrjadi peny11npangan di dalan1nya. Adapun 111cnurut Muchsin (2002: l 10), "evaluasi 

kebijakan pe1nerintah adalah sebagai hakin1yang111cncntukan kcbijakan yang ada telah 

sukses atau gaga\ 1ncncapai tujuan dan dan1pak-dan1paknya". 

Bcrdasarkan pcngc11ian diatas dapat d1kctahui hah\va evaluasi kebijakan 

pe1nerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kcbijakan yang ada layak untuk 

dilan_)utkan, direvisi atau bahkan dihentikan sa1na sekali. 

4. Konsep Governance 

Kaufman, Kraay, dan Mastruzzi dalan1 Svafri (2012: l 80) 1nendeti::nisikan 

governance sebaga1 

"Governance is the relationship bctn·ccn goi'crnn1c11ts an(/ citizen rhat enable 
11ublic policies and progran1 to be./Ormulatelf, imp!en1enfe(/, and e\·aluated. In the 
broarder kontcxt, it rc/Crs to the rules, institutions. ancl netv.·orks that determine 
huH' a counll:v or an organization.f1111ctio11" (governance adalah hubungan timbal 
balik antara pe1nerintah dan warganya yang n1c1nungkinkan berhagai kebijakan 
publik dan program dirumuskan, dilaksanakan. dan dievaluasi) 

Pergescran government ke governance di1naksudkan untuk mende1nokratisasi 

administrasi puhlik. c;overnment menunjuk kcpada institusi pemerintah teruta1na dalam 

kaitannya dengan pe1nbuatan kebijakan. Sementara ilu, governance menunjuk kepada 

keterlibatan Non Governmental Organization (NGO), kelon1pok-kelompok kepe11tingan, 
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dan 1nasyarakat. disan1ping institusi pen1erinlah dulan1 pcngclulaan kcpcnt1ngun un1un1. 

tcrutan1a dalan1 pcrun1usan dan pelaksanaan kch1.1akan puhlik. Bcrhagai kchi.iakan clan 

progra1n diarahkan untuk mcmenuhi kepent1ngan \Varga 1nasyarakat dan dilakukan 

melalui tindakan kolcktif dan proses kolaboratif. 

Dalan1 konsep gorernancc pcn1crintah hanya 1ncnjadi salah satu aktor da!an1 

kebijakan publik 1naupun dalam hal pelay·anan 11uhlik. Dalan1 hal ini J)e1nerintah tidak 

menjadi pelaksana tunggal birokras1 yang baik 1u.1n1un ada stekholdcr lainnya yaitu scktor 

swasta dan juga n1asyarakat. Menurut L),viyanto (2005: 79) go1·cr11a11cc mcnunjuk 

padapcngertian bah\va kekuasaan tidak lag1 scn1ata-n1ata din1iliki atau 1nenjadiurusa11 

pe1nerintah. (;overnancc 111cnckankan padu pclaksanaan fungsi governing secara 

bersama-sa1na oleh pe1nerintah dan institusi-institusi Jainyakni LSM. perusahaan S\vasta 

maupun warga negara. Meskipun pcrspektif _go1·crnancc 1nengi1nplikasikan tcrjadinya 

pengurangan pcran pe1nerintah,pc1ncrintah :.cbagai institusi tidak bisa ditinggalkan 

begitu saja. 

Andre\v dalan1 Syatfi (2012: 180) 111cndcfenisikan gorernancc sebagai cara 

dimana pcn1crintah bekcrja san1a dengan pcn1angku kcpcntingan lnin dalan1 111asyarakat 

menerapkan kewenangan dan 111cn1pengaruhi dalan1 1nengusahakan kcscjahtcraan 

masyarakat dan tujuan jangkan panjang suatu hangsa. Sehuhungan dengan tujuan yang 

ingin dicapai oleh pcmcrintah adalah he1jangka panjang 1naka dari itu upaya 

kcscjahteraan masyarakat pada negara dcn1okratis pcrlu untuk n1clibatkan semua 

pema11gku kepentingan yaitu pe1nerintah, sv,:asta, dan masyarakat. 

Terkait dengan pamahan1an tcrsebut Boon dan Geraldine dalam Syafri (2012: 

181) 1nen1aknai governance sebagai pcnentuan bcrhagai kebijakan, institusi, dan struktur 

yang dipilih, yang sccara bersa1na 1nendorong untuk 1ne1nudahkan interaksi kc arah 
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ke1na_iuan ekononu dan kehidupan sosial yang lcbih baik lagi. Dengan pe1nahan1an 

.!f.orernuncc tcrschut konscp oprrisional .ff:o1·cr11a11cc (r<lta kelola) adalah cara yang 

diten1puh pemerintah suatu negara dala1n 111enajalankan roda pc1ncrintahan bagi 

rcncapa1an tujuan ncgara. 

:\da beberapa di1nensi penting .'sovern11nce 1ncnurut Bank Dunia yaitu: (I) 

kebcbnsan dan akuntabilitas, perluasan pt·ran se1ia n1asyarakat dala1n n1e1nilih 

penyelcnggara pcn1crintahan, kcbcbasan bercksprcsi, kcbebasan berorganisasi, dan 

kcbehasan pers; (2) stabilitas politik dan tidak ada lagi kekerasan. tidak ada lagi 

pcrgantian pe1ner1ntahan le\vat kckerasan secara tidak konstitusional atau 1nelalui 

teroris1ne; (3) pc1nerintahan yang cfcktif, pclayanan publik yang herkualitas oleh 

aparatur pe1nerintahan untuk 1ne1nbuat kcbijakan dan 1nelaksanakan kcbijakan yang 

berkualitas; (4) aturan perundang-undangan yang herkualitas, kemampuan pemerintah 

untuk 111ernbuat dan mengiinplementasikan kchijakan yang 1nendorong peran swasta 

dala1n pe111bangunan: (5) pcnegakan huku1n. 1neyakinkan berbagai pihak hah\.va aturan 

hukun1 akan dipatuhi, tcruta1na kontrak-kontrak yang telah disepakati, de1nikian juga 

pohs1,jaksa dapat 1nenegakkan hukumsccara adtl: (6) pengendalian atau penghapusan 

korupsi. 

Istilah public governance mcnunjuk pnda sallng interaksi antara para stakeho/(/er 

dengan tujuan me1npcngaruhi hasil kehijakan publik (B:..ivaird & Loffler dala1n Syafri 

2012: 198). Stakeholder yang din1aksud adalah 111asyarakat, organisasi 1nasyarakat, 

lembaga politik, media massa, politisi, organisasi nirlaba, kelompok kepentingan, dan 

sebagainya (Syafri 2012: 198) 

Menurut Osborne (Syafri 2012: 198) public go,·ernance berisi lima untaian 

sebagai berikut: 
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a. S'ocio-1Jo/itical ,iso1·cr11a11cc: n1cnvan•rkut - ~ hubungan antar in.'>11lusi dalan1 

n1asyilrakat. Hubungan tunhal bahk antar institus1 li<ilan1 111a~yarakat pcrlu 

dipahan1i secara total1tas cla!an1 pcn1buatan ataupun i111plen1entas1 kcbi1akan 

publik. Daln1n konsep den1ik1an, pen1erintah t1dak lagi n1cn_iadi don1inan daan1 

pen1huatan kchijakan publik, tctapi bcrgantung kcpada keseluruhan elcn1en 

n1asyaraka1. 

b. Public JJolic_i; .isovcrna11cc: hcrkaitan dcngan bagai1nana elite 1nen1huat kebijakan 

beserta _Jaringannya bcrintcraksi <lala1n proses pembuatan dan pelaksanaan 

kebijakan publik. 

c. l'ltimi11istrasti1·e go1·cr11ancc: 1nenyangkut ctCktivitas penerapan adn1inistrasi 

publik dan rcposis1nya untuk 111enangani 1nasalah-n1asalah petnerintah 

d. ('011rracr gorcrnancc: kontrak perjanjian dalan1 penyelenggaraan pclayanan 

pubhk (perjan_J1an antara pcnyedia pclayanan publik <lengan pihak pener1ma 

pelayanan). Organisasi puhlik pada negara-negara 1nodern n1cn1iliki tanggung 

ja\vah untuk 111enyediakan ~istcin pclayanan publik yang baik. 

e. !v'ctH·ork _gorcrnancr:: n1crupakan jaringan kerja sa1na n1an<liri antar organisasi 

pe1nerintah atau tanpa organisasi pe1nerintah dala1n penycdia pclayanan publik. 

5. Collaborative Gover11a11c£' 

lstilah col/aboratirc ,~01·er1u111cc zncrupakan cara pengelolaan pcmerintahan yang 

1nelibatkan secara langsung stekholder di luar negara. herorientasi konsensus, dan 

1nusyawarah dalam proses penga1nbilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk 

n1e1nbuat atau melaksanakan kebijakan publik scrta progra1n-progran1 publik (Ansell & 

Gash, 2007, dalam Sctyoko 2011: 15) 
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Fukus dari pada collabora1i1·c ,lf:o1·crnancc ada pada kcbtjakan dan rnasalah puhlik. 

lnstitusi publik 1ncn1ang n1en1tlik1 oricntas1 bcsar dala1n pen1buatan kcbijakan. tujuan dan 

proses kolaborasi adalah nu:ncapai derajat konscnsus diantara para srakckholdcr. 

('o//aborari1·e ,go1·er11ancc n1enghendaki ter\vujudnya keadilan sosial dala111 111c1ncnuhi 

kepcntingan puhlik (Sctyoko 2011: 16) 

Menurut O'Leary dan Bingha1n dalan1 Sudanno (2015: 195) "kolal)oras1 

merupakan konsep :yang n1enggambarkan proses fasilitasi dan pelaksanaan yang 

melibatkan 1nulti organisasi untuk 1nc1necahkan n1asalah yang tidak bisa atau ti<lak 

dcngan 1nudah dipecahkan olch scbuah org,anisasi secar.i scndirian". Pcndapat ini 

didukung oleh Rardach dala111 Sudanno (2015: 195) yang mcndefenisikan "collaboration 

sebagai bcntuk aktivitas bcrsan1a oleh dua institusi a tau lcbih yang bekerjasama ditujukan 

untuk meningkatkan JJuhlic value ketin1bang bckerja sendiri-sendiri". 

Dcfinisi ('ollaboratii:c governance n1enurut Ansell and Gash (2007) 

dalan1Subarsono (2016: l 75) 1nenyatakan : 

/I gorcrnin,g 11rrangi:'n1ent u·herc one or more public agencies dircct(vcngage 11011-
statc stakcho/(/crs in a coilcctivc decisio11-111aki11g [Jroccssthat is fOrnial, 
consi:'11s11.s-orientccl. and deliberative and thar ai111s tomake or irnp/e1ncnt public 
JJolici: or manaRe public progran1s orasscts.(Collaboratil'C gol'crnancc adalah 
serangkaian pengaturan d1mana satu atau lebih lembaga publik yang 1nelihatkan 
sccara langsung stakeholders non state di dalam proses pembuatan kebijakan yang 
bcrsifat fo1111al, bcroricntasi konsensus dan deliberatif yangbertujuan untuk 
men1buat atau 111cngi1nplen1entasikan kcbijakan publik atau 1nengatur progra1n 
pubhk atau asset). 

Defenisi tersebut dapat diru1nuska11 1nenjadi bebcrapa kata kunci yang 

menckankan pada ena1n karakteristik, yaitu: 

a. Foru1n tcrscbut diinisias1 atau dilaksanakan oleh lembaga publik 1naupun aktor-

aktor dala1n lembaga publik. 

b. Peserta di dala1n forum tersebut juga termasuk aktor non-publik 
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c. Pcscrta tcrlihat sccara langsung dala111 pc111hu:ll;1n dan pcngan1hilan keputusan 

dan keputusan tidak harus n1crujuk kcpada aktor-aktor puhlik. 

d. Forurn tcrorganisir secara t()n11al dan pcrtcn1u<1n dtadakan :.ccara bcrsa1na-san1a. 

c. fnrun1 he11uju<1n untuk 1ncn1buat keputusan atas kesepakatan bcrsan1a, dcngan 

kata lain forun1 ini herorientasi pa<la konscnsus. 

f. Kolahorasi bcrfokus pada kebijakan puhlik tnaupun n1anajen1en publik. 

Ed\\·ard DeSevc (2007) <lalam Sudanno (2011) n1cndefcnisikan ('o/laboratil·c 

c;oi·erna11cc a<lalah sehagai berikut: 

"/111 111/ci;:rtcd s_Jste1n og relationships lhat is n1ant(gccl across./Or1nal anll ir!fOr111t1! 
orga111::ational houndarics 11·ith reconginczcd or.~u11izatio11al principles and clear 
(}eft>11itio11 <?/.success" (Sebuah sistem yang terintegrasi dcngan hubungan yang 
dikelola n1elintasi batas-batas organisasi fonna! <lan inf()nnal dengan pr1ns1p
pr1nsip organisasi yang direkonscpsi dan dcfenisi kcsukscsan yangjelas). 

Scjalan O'flynn dan Wanna (2008), "co/laborutc is better, it is crcatirc, 

tran.yfhr1natio11al anll in\·o/1'cs beneficial outcon1cs". Berkolaborasi Jebih baik. kreatit~ 

transforn1asional dan 1nendatangkan hasil yang hennanfaat. 

Selanjutnya Agra\val dan l.c111os dalnn1 Subarsono (20 I 6: 176) menclefcnisikan 

C'o/lahoratii•c ;.?;01·crna11cc tidak hanya bcrbatas pa<la steholder yang terdiri dar1 
pe1ncrintah dan non pen1erintah tetapi juga tcrbcntuk alas adanya multipartner 
govcn1ance yang meliputi sektor privat/s\vasta, n1<isyarakat dan komunitas sipil 
dan tcrbangun atas sinergi peran stekholder dan penyusunan rencana yang hersifat 
h:vbrid seperti halnya kerjasan1a publik-privat-sosial. 

Sejalan <lengc:n itu Balogh dkk dalam Subarsono (2016: 176) mendefenisikan 

col/aboratire gorernancc sebagai: 

"The processes an(/ strukt11res o.f'public polic:v (fecision 111aking and mangement 
that engage peo11le constr11cti1·ely across the houdaries o.f'public agencies, lere!s 
t?f.go1•crnment, and/or the public,privat and civic spheres in the order to carr:v out 
a public purposethet could not otherwoise be accomplished"(Sebuah proses dan 
struktur dalam 1nanajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang 
melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik 
<lala1n tatanan petnerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan 
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111a:.yarakat sipil dalan1 rangka nlcncapai !UJUllll puhlik yang tid;:ik d;:ipat dic11pai 
8pabila ddaksanakan oleh satu pihak saja). 

Robertson dan Choi (2010: 10) 1nendctCnisikan. 

(-'olluhora1i1·e .t;overnance sebagni proses kulcktif Jan egalitarian d11nana setiap 
partisipan didalamnya memiliki otoritas dalan1 pcngan1hi!an kcputusan dan sctiap 
stckholdcr n1e1niliki kesempatan yang san1a untuk mcrctleksikan aspirasinya 
dnlan1 proses tcrsebut. 

Sementara Bovaird dalam O\viyanto (2()! I: 152) 111endetenisikan 

Kc1nrtraan antara pcn1crintah dan s\vasta sccarn sederhana sebagai pcngaturan 
pekerjaan herdasarkan komitmen ti1nhal balik, 1nelehihi dan diatas yang diatur 
dalan1 sctiap kontrak, antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi d1 
luar sektor publik. 

Dari defenisi yang dike1nukakan oleh Bovaird tersebut secara je\as 111engatakan 

bah\va ken11traan 1nelibatkan bentuk kerjasa1na yang lebih dari sekedar kontrak ke1:ja 

sa1na. Kcrjasa1na yang dijclaskan dalam konscp kcn1itraan antara scktnr publik dan 

S\\'asta adalah kerja sa1na masing-masing pihak 1nc1niliki kcpcdulian 1neleb1hi apa yang 

tertulis dalnn1 kontrak. 

Ken1itraan antara pc1nerintah dcngan swasta berhcda dcngan bcntuk kc1jasan1a 

lainnya, seper11 kontrak kerja. swastanisasi, dan ourso11rci11,is. Ti pc ke1j<1 san1a sepe11i itu 

lcbih n1erupakan kc1:1asa1na antar pemerintah dan swasta untuk 1nenyelesaikan 1nasalah 

da1i satu pihak. bukan bekerjasama untuk mcnyccsaikan n1asalah bcrsa1na dari kedua 

pihak (D\viyanto 2011: 255). 

('ol!aborati1·c governance dimaknai scbagai bersatunya institusi publik dan pihak 

tcrkait (stakeholders) nonpcmerintah dalam proses pengambilan keputusan melalui 

konscnsus dan partisipas1 yang hasilnya ditanggung bersa1na dalam pelaksanaan 

kebijakan atau progra1n. Model governance ini dicirikan, antara lain adanya kesetaraan 

di antara stakeholders, sifat partisipatif dan menghindari tekanan politis dan ad1ninistratif 
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(kon~ensus), kendnti struktur fOn11<1\. tetap lentur dan cendcrun12: scderhana, dan tOkus 

tcrh:idap pcnyelesaian kehijakan dan progran1 ~ccara lcbih el"ektif 

6. Karaktcristik Kcmitraan 

llntuk n1en1pcrjclas pcrbe<laan antara ke<lua tipc kc1jasan1a tcrscbut, bcrikut 

diJclaskan karakteristik dari ke1nitraan pcn1crintah dan s\vasta uleh Leinhard Jalan1 

Dv.nyanto (2011: 255). 

<L Kerjasa1na 1nelihatkan setidak-tidaknya satu lcn1haga pen1erintah clan satu lcn1baga 
swasta; 

h. Kerjasa1na dilakukan untuk n1encapai tujuan bcrsan1a atau secara ti1nbal balik 
kompatibel <lan saling n1elengkapi; 

c. Bersifat kompleks dan 1ne1nbutuhkan koor<linasi yang intensif: 
d. Kerjasa1na dilakukan dalan1 rangka 1nelakukan proc11rcn1c111 atau pelaksanaan 

tugas tertentu; 
c. Mc1niliki oricntasi ja11gka panjang; 
f. Penyatuan, pcn1anfaatan, dan sinergi dari sun1bcrdaya pen1erintah dan s\vasta: 
g. Berbagi resiko; dan 
h. Perolehan dala1n efisicnsi dan efektivitas. 

Selanjutnya karakteristik ke1nitraan serupa diken1ukakan olch ()azley dan 

Brudncy dalam D\viyanto (2012: 255-256) dcngan 111cnycbutkan ~ctidaknya ada lin1a 

karakteristik utama yang biasanya 1nelekat pa<la ken11traan antara pen1erintahan dan 

swasta. yaitu: 

a. Kc1nitraan sctidak11ya 1nclibatkan dua atau Jebih scktor, <lau paling ti<lak salah 
sarunya adalah institusi pen1erintah; 

h. Mas1ng-masing sektor dapat melakukan tavvar-;nena\var clan negosiasi atas 
namanya sendiri; 

c. Ke1nitraan melibatkan kc~jasama jangka panjang dan 1ncmbutuhkan daya tahan 
yang tinggi; 

d. Masing-masing sektor me1niliki kontribusi terhadap kemitraan, baik bcrsifat 
1neterial, seperti su1nberdaya maupun simbiolik misalnya berbagi kewenangan; 
dan 

e. Semua aktor bcrtanggungjawab atas hasilnya. 
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Lcbih rinci Bovaird dalatn Dv,'iyanto (20 I l: 263-2(i4) 111cnjclaskan 

Kcrjasaina a111ara pe1nerintah dan S\vastn dapat d1kc1nbangkan apabdn kontrak 
dilakuknn tidak herbasis pada transaksi jual heli. tetapi n1clalui huhungan 
ke1jasan1a (relational) yang berhasis pada trusr. lnstitusi 1)c111crintah bcrusaha 
1ne1naksi1nalkan rci1cn11c dan 1ncn1in1n1alkan biaya dcngan 1ncnycrahkan 
pckcrjaannya dengan s\vasta. Scn1cntara scktor s\vnsta hcrusaha untuk 
1ncn1aksi1nalkan profit dari keterlibatannya dala1n penyelenggaraan layanan 
publik. 

Dala1n situasi hubungan yang dcn1ikian. kcrjasan1a antara pen1erintah dan s\vasta bcrsifat 

transaksional dapat 1neni1nbulkan kcrugian bagi tnasyarakat pengguna pclayanan publik. 

er c aan antara p b d K en11traan an 
Tabcl2.I 

d K cr1asan1a N K on- e1n1traan 

Ciri-ciri ·ripe Kerjasan1a Pc1ncrintah dan S\vasta 

Ke111itraan Non-Ken1itraan 

Sifat kcrjasa1na Kolaborat1f Swastanisasi. 

011tscarc11 in:~ 

lntensitas Tinggi Rend ah 

Jan!!ka Waktu ----~!lnjang Pcndek 
--- ' --

,1anraat dihitung sebagai 

Mant3.at dan resiko 
Saling berbagi n1anfaat ko1npens;:isi atas prestasi. 

dan rcsiko rcsiko ditanggung 

-··· t~~~~i"~~~!lasing pihak 

Kcdudukan para pihak Setara dan utonon1 
Tidak sctara, terikat 

dengan kontrak 
Su1nberdaya untuk Penggabungan 

'ridak ada penggabungan 
nelaksanaan kegiatan sumberdava 

Su1nber: 0\\11yanto (2011: 256) 

Sink dala1n Dwiyanto (2011: 253) 1nenjelaskan kcr:1asa1na kolaboratif sebagai 

sebuah proses dimana organisasi~organisasi yang memiliki suatu kepentingan tcrhadap 

suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan sccara bersn1na dala1n 

rangka mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri. 
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rosier daln111 [)\\'Jyanto (2011 :254) 111cn.1claskan konsep kolaborasi dengan 

111cngatakan bah\\·a kerjasa1na yang bcrs1tat kolahnrat1f n1clibutkan kcrjusan1a yang 

intcnsif. ternl<lSuk adanya upaya secara sadar u111uk 111clakukan aliR11ment atau 

pcnycsuaian dalan1 tu1u;in, stratcg1, agenda, su111herdaya dan aktiv1tas. Kcdua institusi 

yang pada dasarnya 111c1ni!ik1 tujuan yang berbcda 1ncn1hangun visi hcrsan1a (sharcll 

rision) dan bcrusaha nle\vujudknn secara bcrsa1na-san1a. llntuk itu anggota organisasi 

1nenyatukan atau sctic!.1knya n1clakukan aliansi secara vertika! niulai dari sasaran, strategi 

sa111pai dengan aktivitas dulan1rangka111cncapai tujuan bersan1a . .S'harcc! 1·ision n1cnjadi 

dasar bagi 1nasing-n1asing pihak dalam 1nerumuskan tujuan, stratcgi, alokasi su1nber 

daya, dan aktivitas 111sing-1nusing sehingga kescn1uanya 111c1niliki kontrihusi terhadap 

tenvujudnya share(/ 1·isio11 tersebut. 

7. Arena Kemitraan 

Ke1nitraan yang dilakukan oleh pen1crintuh dengan institusi diluar pemerintah 

dapat dihedakan 111enjadi bcbcrapa arena kemitraan ( D\viyanto 1011: 284-29 l ), yaitu: 

1) Kolaborasi anta1·a institusi pcnterintah dengan institusi bisnis 

Banyak literatur yang n1engatakan bah\va ke1nitraan antara institusi pe1nerintah 

dengan bisnis lcbih dulu dikembangkan sebelu1n ketnitrnan antara institusi pe1nerintah 

dan institusi 1nasyarakat. institusi bisnis sering dipersepsikan memiliki tradisi dan 

nilai-nilai cfisicns1 clan inovasi yang lebih baik dibandingkan dengan institusi 

pe1nerintah. 

Positive image yang dimiliki bisnis itu sering kali disebut menjadi pe1ti1nbangan 

pe1nerintah untuk bcrkolaborasi dengan institusi bisnis. Disamping 1nenjadi instnunen 

kebijakan untuk memperbaiki efisiensi dan responsivitas pemerintah, kemitraan 
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antara keduanya juga sering n1enjad1 sin1hol po\i1ik untuk 1nenun_1ukkan kcpcdulian 

pcn1crintah tcrhadap upaya n1e1npcrbniki cfis1cns1 pcnyclcnggaraan pclay<ln<lll pllbl1k. 

Melalui ken1itraan tcrscbut 1nereka bcrharap akan dinilai positif olch \Varga. 1nisalnya 

dianggap n1cnlllik1 upaya scrius untuk 111Cl1Jad1 lcb1h cfis1cn. tanggap. da11 1nan1pu 

me1nberikan pelayanan publik yang baik. Disisi lain, 111otivasi uta1na institusi bisnis 

1nalakukan ke111itraan pada un1u111nya ada!ah untuk 1nengakses sun1herdayn 

petnerintah. Mela\ui kemitraan n1en1ungkinkan n1crcka untuk 1ncngakscs sun1bcrdaya 

yang tcrscdia di institus1 pc1ncrintah yang dapat digunakan untuk 111cngatasi seju1nlah 

pennasalahan publik yang sering tcrjadi disckitarnya. 

2) Kolaborasi antara pemerintah dan institusi masyarakat sipil 

Pcngalainan dibebcrapa ncgara n1enunjukkan bah\VU pc1nerintah seringkali 

metnfasilitasi 111unculnya institusi n1asyarakat sipil karcna pcrtin1bangan tertentu. 

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk 1ncnycbut institusi 1nasyarakat sipil atau 

plat merah adalah "111a111!fact11recl ci1·il socict_r". "shado11· sratc". atau "the thir(f par(v 

o_j govcrnn1c111", yang sen1uanya 111cnun_juk pada institusi 1nasyarakat sipil yang 

inisiatif pcndiriannya dan pen1biayaannya setidaknya pada a\valnya berasal dari 

pemerintah (Selsky & Parker dalan1 Dwiyanto 2011: 287). 

Ken1itraan antara pcmerintah <lengan institusi masyarakat sipil dapat n1encakup 

kcdua jcnis institusi dalan1 111asyarakat haik yang in<lepe<len ataupun yang menjadi 

binaan pemerintah. Perbcdaan sifat dar1 kcdua Jenis institusi dan 111asingn1asing dari 

keduanyajuga memiliki perbedaan dala1n beberapa ha!, seperti 1notifkerjasa1na, sifat 

kerjasama, bidang kcrjasama, dan sebagainya. Kemitraan antara pemerintah dcngan 

institusi 1nasyarakat sipil ya11g pcndiriannya disponsori oleh pernerintah ccndcrung 

lebih banyak bergerak pada kegiatanMkegiatan yang menjadi kepedulian pemrintah. 
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Adany<1 kulaborast antara institusi 111asayarakat sipil Jengan pcn1erintah diharapkan 

dapat 111e111bcrdayakan inst1tusi tersebut dan 111enjad1kannya scbagai pcrpanjangan 

tangan pcn1crintah dalan1 n1erespon isu tcrtcntu utau <lala1n tncnyebarluaskan nila1-

nilai dan kepcntingan pcn1crintah. Sclan3utnya ker1asan1a 1n1 didorong oleh kcyakinan 

untuk lllC\VUjudkan pcnyelenggaraan layanan publik dan kegiatan pe1ncrintahan yang 

partisipatip. 

3) Ken1itraan tiga scktor 

Kc111itraan tiga scktor pa<la umu1nnya didorong. oleh penca1npura11 antara motif 

sel/~intcrcsl dcngan keinginan untuk n1e\VUJudkan kchaikan bersan1a (Sclsky & Parker 

dala1n Dwiyanto 2011: 289). Kctiga sektor yang di1naksu<l adalah pe1nerintah, swasta 

dan institusi n1asyarakat. Kc1jasama <liantara tiga pihak tersebut dilatarbelakangi oleh 

dorongan untuk 1nenja\vab bcrbagai 1nasalah sosial yang semakin ko1npleks dan tidak 

1ne1nungkinkan untuk diselesaikan oleh n1asing-n1asing 1nstitusi ataupun o\ch kerja 

sa1na antara ])CJncr1ntah dengan salah satu sektor lainnya. 

Perbcdaan budaya organisasi, cara berkotnunikasi. dan 1nekanisn1e akuntabilitas 

yang berlaku dalan1 1nasing-n1asing institusi scringkali 1nenjadi hambatan dalan1 

mewujudkan keberhasilan kemitraan tiga scktor ini. Untuk itu diperlukan kapasitas 

untuk 1nclakukan negosiasi dan 1nenjen1batani kepentingan-kcpcnlingan yang 

berbeda, termasuk cara mengkompensasi para pcn1angku kepentingan yang keren3. 

perti1nbangan tertentu kepentingannya tidak dapat diakomodasi dalan1 kemitraan. 

Sebagaimana dala1n ken1itraan diarena lainnya, trust selalu menjadi kata kunci dari 

keberhasila11 dalam mengelola kemitraan tiga scktor ini. Trust antar pihak dapat 

menjadi modal penting untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang tidak dapat 
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dihindari dalan1 pcngcn1bangan kc1nitraan yang 111clihatkan 111stitu..:.1 yang berbe<la 

budaya <lan tradisi. 

8. i\lanfaat dan l\Jotivasi ('o/laboruti11e Governance 

l{asionalitas dari 11cnggunaan ke1nitraan antara pcn1crintah dengan s\vasta <lalan1 

penyelenggaraan tugas-tugas pcn1erintah mcnurut Slcsky dan Parker dala1n I)\viyanto 

(2011: 270-284) dihagi ke<lala1n tiga pla(/Orm, yaitu ketergantungan pa<la su1nbcrdaya, 

isu sosial. dan pengotakan sektor. Pada <lasarnya ha! y:1ng 1ncndnrnng 1nstitusi 

me1nutusknn 1nelakukan kolaboras1 adalah ketcrbatasan akscs su1nbcrdaya yang 

1ne1nada1 untuk menja\vab pennasalah publik. Dcngan 1nengcmbangkan kcn1itraan, 

institus1 pe1ncrintah akan n1cndapatkan dukungan su1nbcraya dari sektor bisnis ataupun 

masyarakat sipil yang rncnJadi tnitranya untuk 1nemenuhi kebutuhan dan kepcntingan 

publik. 

flf(l(/(Jr111 kcdua yang n1cndorong 1nunculnya kcmitraan ndalah kepedulian 1nereka 

terhadnp isu-isu sosial yang 1ncnjadi perhatian n1ereka bersama. Munculnya isu~isu 

tertenlu, scpcrt1 ke111iskinan, kerusakan lingkungan, dan kontlik sosiaL yang dirasakan 

tncngganggu kcpentingan n1creka bcrsa1na dapat mendorong mereka untuk berkolaborasi 

dala1n incngatas1nya. Menguatnya lradisi corporate social responsihilit_v (('SR) dalam 

banyak ko111orasi rncndorong n1crekn untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan 

masyarakat sipil dalam rangka mengalasi 1nasalah dan isu sosial yang ccndrung se1nakin 

kompleks. 

Pla{/Or1n ketiga, disebut sebagai social sector pla({orn1, 1nenjelaska11 bahwa 

kecendrungan semakin kabumya ciri-ciri institusi pe1nerintah, 1nasyarakat sipil, dan 

korporasi me1nbuat perbedaan diantara kctiganya rnenjadi semakin tidak jelas. Hal ini 
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tcrjadi karcna apa yang schc!un1nya 1ncrupakan pcran sehuah institusi tcrtcntu te111y:11a 

sekarang juga sering d1n1ai11kan o[eh 1nst1tusi di sektor lainnya. Ketika pcn1erintah 

1nengontrakkan salah satu fungsinya dalan1 n1e1nberikan pelayanan publtk kcpada sektor 

swasta atau n1asyarakat sipil n1aka pcrbcdaan pcran antar ketiganya akan sen1akin kahur. 

Disatnping pcndapat Slesky Jan Parker. (Jazlcy dan Brudney dalan1 D\viyanlo 

(2011: 275-28 ! ) 111enjelaskan ten tang 1nanfaat kolahorasi yaitu para cksekuti f pe1nerintah 

dapat rnclakukan pcnghc1natan biaya penyelenggaraan dalan1 pelayanan publik, 

mengurangi ko1npctisi n1en1perebutkan su1nhcrdaya, dan meningkatkan akscs terhadap 

rela\van dan su1nhcrdaya lainnya. Selanjutnya te1nuan Gazley dan Brudncy adalah 65 

pcrsen cksckutif dari kelo1npok masyarakat sipil mengatakan babwa 1nelalu1 ke1nitraan 

1ncreka dapat 1nenghe1nat pengeluaran dala1n penyelenggaraan layanan. Kcn111raan juga 

dapat 111enigkatkan kcpcrcayaan diantara institusi yang berrnitra. Para eksckutifdi sektor 

publik yang terlihat da\an1 kcmitraan pada u1nu1nnya 1nerasa bahwa kcpercayaan 

tcrhadap tnitranya dart 1n<lsyarakat sipi! 1nenjadi se1nakin tinggi sctclah 1nercka 

bcrkolaborasi. Nilai-nilai dun kepercayaan bersan1a dapat menjadi sun1hcr 111otivasi 

1nercka untuk 1ncnyelenggarakan barang dan jasa. Selanjutnya ke1nitraan juga dapat 

1nengubah sikap para aktor dan personel dari institusi yang bennitraa untuk 1ncnjadi lebih 

terbuka dan bersahahat. Kerjasama juga akan 1nendorong adanya pertukaran nilai, tradisi, 

dan keahlian antara blrokrasi pemerintah dan le1nbaga 11011-pemerintah. 

Terdapat seju1n!ah literatur yang 1nenjelaskan apa yang mendorong inovasi untuk 

dilakukan. McGuire dalan1 Sudanno (2015: 205) 1nengatakan alasan dilakukannya 

kolaborasi ad al ah ( 1) perubahan dala1n ha! ketersediaannya sumber infonnasi 

mendorong perlunya struktur-struktur yang lebih adaptif dan 1nengalir schingga 

1nemungkinkan orang-orang untuk lebih mudah bekerja melalui lintas batas organisasi, 
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(2) sifat n1asalah yang kon1plcks seperti ltngkungan. ken11skinan. pera\\·atan kesehatan. 

bencana alan1 yang tidak hisa ditangani secara c!Cktif nH:lalu1 b1rokrasi tradisional. (3) 

harapan \Vargu ncgara untuk n1cn1diki banyak pilthan tcrscdia. 

Selanjutnya Eppel dalan1 Suda11no (2015: 205) n1cn.1claskan basil pcnelitiannya 

tentang alasan dilakukannya kolaborasi, din1ana ada c1npat a!asan, yaitu: (I) kcbutuhan 

untuk n1elihatkan ko1nunitas dala111 keputusan-kcputusan yang bcrd,1mpak kcpada 

mereka, (2) kcbutuhan un1uk n1e1nperoleh legitin1asi dan nilai etCktivitas, (3) secara 

sosial sifat n1asalah yang dipecahkan sangat ko1npleks, clan ( 4) keterbatasan-keterhatasan 

intOnnasi dan su1nbcr daya yang diperlukan dari 1nasing-n1asing organisasi. 

9. Kcndala Collaborative gover11ance 

Lofllcr dalan1 0\\1iyanto (2011: 282) mengidentitikasi beberapa rcsiko dan 

kcndala dari kemitraan pe1nerintah dan swasta. diantaranya yaitu kecendrungan 

kcmitraan n1enciptakan fragmentasi struktur dan prose pclayanan publik yang dapat 

berpotensi n1enimbulkan 1nasalah akuntabilitas. Ketika kcmitraan dilaksanakan n1aka 

institusi pcn1cr1ntah akan 1ncnyerahkan scbagian otoritasnya kepada 1nitranya dari 

masyarakat sipil atau korporasi, bcgitu juga dengan yang dilakukan olch institusi 1nitra 

lainnya. Pc11anyaan yang kemudian muncul ada!ah s1apa yang harus 

1nempcrtanggungja\\1abkan penyelenggaraan pelayanan kctika kegiatan-kegiatan 

pcnyclenggaraan tersebut dibagi kedala1n berbagai tnstitusi yang otono1n. Ketidakjelasan 

dala1n hat pertanggungja\vaban akan 1nenimbulkan masalah baru dalam governanvc. 

Selanjutnya kendala yang mungkin terjadi ketika mcngenalkan kemitraan adalah 

tnunculnya kekhawatiran dari pada politisi dan elite yang merasa akan kehilangan 

kekuasaan untuk mengontrol pengambilan kebijakan dan manajemen pelayanan 

30 



(BoYaird dah1n1 O\viyanto 201 l: 283). Di sisi lain. tcpatnya kalangan \\'<ll"!,!i.I scbagai 

pengguna peleyanan tentang ken1ungkina11 ken1itraan 111en1huat pelayanan puhik lehih 

banyak d1dorong olch ctos n1cncari kcuntungan dari pada ctos pclayanan. Kctika institusi 

pen1er111tah herkolahorasi dengan institusi non-pen1erintah dalan1 penyelenggarann 

layanan, tcrutan1a dcngan dengan korporasi, n1aka kekha\vatiran adanya oergeseran 

orientasi pelaynnnn puhlik menjadi ]Jrojit oriented tidak terhindarkun. Kendal a lainnyu 

dapat n1uncul dari n11skonsepsi yang sering tcrjadi dalan1 huhungan antara pen1erintah 

dcngan masyarakat sipil. 

Salah satu studi di Kanada tahun 2008 dala1n Sudanno (2011: 117) terha1nbatnya 

jalannya suatu kolaborasi (dan juga pa1iisipsai) adalah juga dischahkan oleh banyak 

faktor, terutatna faktor budaya, faktor institusi, <lan faktor politik. Tcrkait dcngan faktor 

budaya bahwa kolaborasi bisa gaga] karena adanya kecendrungan budaya 

ketergantungan pa<la proscdurdan tidak bcrani 1nangan1bil tcrobosan dan rcsiko. lJntuk 

tcrciptanya kolaborasi yang efektif mensyaratkan para pclayan publik untuk n1cn1diki 

skills dan kcscdiaan untuk 1nasuk kc mitraan secara pragmatik. yakni bcrnricntasi pa<la 

hasil. Dengan kata lain, ketergantungan pada proscdur dan tidak beran11ncnga1nhil resiko 

1nerupakan salah satu hambatan bagi terelenggaranya etektivitas kolaborasi. 

Terkait dengan faktor institusi, kolaborasi bisa gagal karena danya kcccndrungan 

institus1-1nstitus1 yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi (terutan1a dari pihak 

petnetintah) cendrung mcnerapkan struktur yang hirarkis terhadap institusi-instilusi lain 

yang ikut terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi terscbut. lnstitusi yang n1asih terlalu 

ketat mengadopsi struktur vertikal, yang dengan detnikian akuntabilitas institusi dan arah 

kebijakan juga vertikal, tidak cocok dengan kolaborasi karena kolaborasi 1nensyaratkan 

cara-cara kerja atau pengorganisasian secara horizontal antara pemerintah dengan non 
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pcn1rintah. Bahlan bctapapun pcn1cnntah 111engadopsi sistcn1 pcn1cr1ntaha11 d!.!n1okrasi 

yang hiasanya bcrsifat rcrJJ·c.1·('1//uti1·c tlt'n1ocrac:1· belun1 tentu cocok bagi kolaborasi 

karcna dcn1okrasi scpcrt1 ini incnsyaratkan tingkat proses Jan tingkat f(.)rn1al1sn1c yang 

hcgitu hesar dibnndingknn dengan ke111itraan horizontal. 

Sclanjutnya pada sisi polit1k, kolaborasi bisa gaga! karcna kurangnya inovasi 

pen1in1pin dalam mcncapai tujuan-tujuan polit1k yang kon1pleks d<ln kontradiktif 

Kcpc1nin1pinan yang inovat1f (/hr11·ard-lookinf;) adalah pe1n11np1n yang bisa 

1ncmperkenalkan bcrbagai n1acu1n nilai- nilai dan tujuan politis yang hisa n1cnjadikan 

scbagai inti pemerintahan ynng kolaboratit: dan 1ncn1bcrikan inspirasi terhadap agenda 

yang ditcntukan tetapi bisa 1nengarahkan pada pencapaian hasil-hasil yang positif 

n1elalui kemitraan (Govennent of Canada 2008 dalan1 Sudanno 2011: 120). 

a. Prinsip l'ollaborative G'overnance 

Memulai sebuah kerjasa1na dalam bcntuk kc1nitraan dibutuhkan panduan dan 

landasan berupa prinsip agar se\uruh pihak memahan1i tanggung ja\v<1b dan pcran11ya 

1nasing-masing. Adapun prinsip kolaborasi atau kcn1itraan Suharyantn dalan1 Subarsono 

(2016: 185-186) yaitu: 

I) Keserasian dan ketcrpaduan antara kebijkaan fiskal dan moneter 

Keserasian dapat mendorong penigkatan efisien, produktifitas, stahilita:;:, 

pemerataan alokasi, dan pe1nanfaatan sumberdaya ekonomi. Dengan kebijkan tlskal dan 

inoneter yang tepat maka dapat mensukscskan agenda pe1nberdayaan, pemerataan, dan 

pertumbuhan ihnu penhetahuan dan teknologi, tennasuk sistem manaje1nen modem 

seiring dcngan peningkatan su1nberdaya manusia dan kesejahteraan 1nasyarakat, 

pengentasan kemiskinan serta untukmengatasi kesenjangan dalam berbagai aspek. 
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Dala1n setiap aspck dan pcrken1hangannya pcrlu adanya C\'a!uasi dan pcn1hcla.p1ran yang 

bisa <liken1bangka11. 

2) l,emberdayaan 

Kc\01npok n1asyarakat tidak scdikit yang n1en1ilik1 potcnsi ala~ ken1a1npuan yang 

dimiliki. Na1nun tcrhalang pada kctcrbatasan n1odal, pcn1asaran, dan tcknologi. 

Kclc1nal1an tersebut harus diakui clan diubah dengan adanya progran1 pc1nhcrdayaan olel1 

pemerintah da pihak swasta, schingga n1asyarakat dapat bcrpcran dan herkontrihusi 

secara luas dalam proses perencanaan. pclaksanaan, dan pcnga\.vasan pcn1hangunan. 

Dala1n kegiatan pemberdayaan inasyarakat, pemerintah dapar berpcran n1clalui·. 

a) Pcngurangan hamhatan <lan kcndala pertisipasi 1nasyarakat: 

b) Menyusun prograin yang lebth 111e1nbcri kcscn1patan kepada n1asyarakat 

untuk belajar dan berperan aktif dalan1 pen1anfaatkan dan 

c) Mendayagunakan su1nberdaya produktif yang tcrse<l1a g:una nicn1enuhi 

kebutuhan. 

b. Ukuran Kebcrhasilan Kolaborasi 

DeSeve (2007:50) dalan1 Sudar1no (2011: 110-1 l 6) menycbutkanbah1,va terdapat 

1te1n pcnting yang bisa dija<likan untuk 111engukurkeberhasilan sebuah net\vork atau 

kolaborasi dala1n governance, yang 111eliputi: 

1) Netirorketl str11c11turc T,~pc (ienis struktur jaringan) 1nenjelaska11 tcntang 

deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satudengan 

e\e1nen yang lain yang mcnyatu secara bersama-sama 

yang1nencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Ada 

banyak bentuk netv.'orked structure, seperti hub dan spokes, bintang,dan 
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clu.'il1'r (ku111pulan terangkai dan terhuhung) yang bisa digunakan. 

l\1Il\\'ard dan Provan (2007) da!an1 Suda1n10 (2011: 111) 

n1cngkatcgnrikan hentuk struktur jaringan kc dalatn tiga hentuk: self' 

.~01·cr11d11cc, lca1/ vr«.;ani::.alion dan ,,\'c/\\'ork ,11/n1inislrati1·e or,~ani::ation 

(NAO). 

Dari kcdua n1acan1 pengkategorian, 111odcl huh dan spoke hisa disa1nakan 

dengan /cacl organiscaion; bentuk lintang b1sa disamakan dengan self' 

goi·ernance: scdangkan 1nodel clusterlebih dekat kc 1nodel 11ct1vork 

administratirc organi::ation karcna yang sebenarnya 1nodel ini n1erupakan 

campuran antara sc(f gorcrnancc dan lea<! or.._~ani::alion. Model sclfg;o1•ernence 

ditandai dcngan struktur din1ana tidak terdapat entitas administratif namun 

demikian masing-1nasingstakcholder berpa1iisipasi dala1n nern1ork, dan 

manaJcn1c11 dilakukan oleh se1nua anggota (stakclio/(/er yang tcrlibat). Ke!ebihan 

dari n1odcl se/f-goi}crnance adalah bah\va sen1ua stakeholder yang terlibat dalam 

netH·ork ikut bcrpartisipasi aktit: dan 1nc1niliki kon1itn1en dalam 111e1nbentuk 

Jar1ngan tersebut. Na1nun, kelen1ahan dari 1nodel ini adalah tidak efisien 

mengingat biasanya terlalu seringnya 1ncngadakan pertemuan sedangkan 

pembuatan kcputusan sangat terdesentralisasi sch1ngga sulit mencapai konsensus. 

Juga disyaratkan agar bisa efektif, para stakeholder yang terlibat scbaiknya 

sedikit saja sehingga 1nemudahkan saling ko1nunikasi dan saling 1ne1nantau 

masing-masing secara intensif (Milward dan Provan, 2007 dalamSudanno , 

2011: 111 ). Hal ini berarti bahwa ju1nlah anggota yang relatif kecil atau terbatas 

sangat berpengaruh terhadap efektivitas sebuah kolaborasi atau jaringan yang 

mengambil bentuk se(f-governance. Model lead organization ditandai dengan 
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adanya cntitasa d1111111stratif (dan juga 111anajcr yang n1clakuka11 _iarinµan) 

scbagnianggota nct11·orkiatau penycd1a pclayanan. Model ini sitlllnya lebih 

terpusat dibnndingkan dengan n1odcl sc(f .~01·cna11cc. Kelebihanya, n1ndcl i111 hisa 

ctisien dan arah jar1ngannya jelas. \Jan1un n1asalah yang. diha<lapi dala111 1nodel 

ini adalah adanya don11nas1 ok::h lea(/ organization, dan kurang a<lanya ko1111tn1e11 

<lari para anggota (stakeholder) yang tergabung dalan1 ne111·ork. 

Disarankan juga agar 11et11·ork lebih optin1al, para anggota dalan1 ncr11·ork 

sebaiknya cukup banyak (MiJv..-ard and Provan, 2007 dala1n Sudan110. 2011: 111 ). 

Hal ini bisa dipahan1i 1nengapa anggota yang banyak dipandang cfcktif karcna 

1nodcl ini 1nengandalkan juga dukungan dari stakeho/(fcr atau anggota la1nnya 

dala1n 1nenjalankan aktivitasnya. sehingga scmakin banyak dukungan sen1akin 

efektif sebuah kolaboras1 yang n1negadopsi 1nodcl lead vr,r;anization. Namun 

demikianjaringan tidak bolch n1cn1bc11tuk hirarki karcnajustru tidak akan efektit~ 

dan struktur jaringan harus bersifat organisasi dengan st1uktur organisasi jaringan 

yang tidak ada hirarki kekuasaan, don1inasi dan 1nonopoli; se1nuanya setara baik 

dala1n hal hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas dan kesemp<ltanuntuk 

aksesibilitas dalam pencapaian tujuan bcrsama (Jones:2004 dalarn Sudarn10. 

2011: 112). Model nett1·ork ad1ni11istratit·e organization ditandai dengan adanya 

entitas administrati1•c secara tcgas. yang dihentuk untuk rnengclola 11ct11·ork, 

bukan sebagai "service JJro1·icfcr'' (penyedia layanan) dan n1anajemya digaji. 

Model ini merupakan ca1npuran model self-governance dan model lead 

organization. 

2) Commitment to a common pu111osc (ko1nitinen terhadap tujuan) tnengacu pada 

alasan mengapa sebuahjaringan ha1us ada. Alasan mengapa sebuahnetivork harus 
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ada adalah karena pcrhatian dan kon1itn1en untuk n1encapa1 tujuan-tu.1ua11 positif. 

J'ujuan-tujuan llli biasanya dirUlllUSkan pada 111isi Ullllllll SU<ltU org<inisasi 

pen1erintah. 

3) Ji·ust t1n1011_g; !he /Jt1rtici1){1111s (adanya saling percaya diantara parapelaku/pescrta 

yang terangkai dalan1 jaringan. !"'rust tunong the particitJants didasarkan pada 

hubungan professional atau sosial;keyakinan bahwa para partisipan 

1ne1npercayakan pada inforn1as1-info1111asiatau usaha-usaha dari stakeholder 

lainnya dalan1 suatujaringan untuk 1nencapai tujuan bcrsa1na. Bagi le1nbaga

Jc1nbaga pcn1crintah, unsur ini sangat esensial karcna harus yakin bah\va mcrcka 

1nemenuhi 1nandat lcgislatif atau reguhitori terhadap partner-partner (rekan ketja 

dalam Jaringan)lainnya yang ada di dala111 scbuah pe1ncrintahan (bagian-bagian, 

dinas-dinas, kantor-kantor. badan-badan da\a1n satu pemerintahan daerah, 

1nisalnya) dan partner-partner di luar pe1nerintah untuk menjalankan aktitas

aktivitas yang telah disetujuai bersa1na. 

4) Adanya kcpastian got·crnancc atau kejelasan dalam tata kclola tcrmasuk (a) 

boundai:v da11 c.rlusi\'it_•·. yang 1ncncgaskan s1apa yang tennasuk anggota dan 

siapa yang bukan ter1nasuk anggota~ ini berarti bahwa jika scbuah kolaborasi 

dilakukan, harus ada kcjclasan siapa saja yang tennasuk dalamjaringan dan siapa 

yang diluar jaringan (b)rulcs (aturan-aturan) yang menegaskan sejumlah 

pembatasan-pe1nbatasan pcrilaku anggota komunitas dengan ancaman 

bahwa1nereka akan dikeluarkan jika pcrilaku mereka menyimpang (tidak sesuai 

atau bertentangan dengan kescpakatan yang telah disetujui bersama); dengan 

demikian ada at11ran 1nain yangjelas tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa 

yang seharusnya tidak dilakukan, ada ketegasan apa yang dinilai menyimpang 
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dan apa yang dipandang 111Jsih dalan1 batas-batas kc'>cpakatan: 1111 111enegaskan 

bahwa dala1n kolahorasi ada aturan 1na111 yang discpakati hcr:.an1a oleh scluruh 

Sf(lkcholdcr yang n1enjad1 anggota dari jaringan tcrschut: hal-hal apa saJa yang 

harus dilakukan clan hnl-hal apa saja yang scharusnya 1idakdilakukan scsua1 

aturan 1nain yang disepakati (..:) self. dercrmination.ynkni kehehasan untuk 

111cncntukan bagain1ana nct11·ork akan dijalankan dan s1apa s;_~ja yang clilj1nkan 

untuk tnenjalankannya; ini bera1ii bahwa 1nodel kolaborasi yang dihentuk aka11 

n1enentukanhagn1111ana cara kolaborasi in1 be1:jalan. Dengan kata lain cara 

kerjasebuah kolaborasi ikut ditcntukan oleh model kolaborasi yang diadopsi; dan 

(d) netH·ork mana.e:e111ent yakni berkenaan dcnganresolusi penolakan/tantangan 

alokasi sun1bcrdaya. kontrol kualitas,dan pc1ncliharaan organisasi. lni untuk 

n1enegaskan bah\va ciri sebuah kolahorasi yang efektif adalah j1ka kolaborasi itu 

didukung sepenuhnya oleh sc1nua anggota jaringan tanpa kontlik dan 

pertentangan dalan1 pcncapaian tujuan. keterscdiaan sumber daya1nanusia yang 

1nen1ilik1 kompetensi yang n1e1nenuh1 persyaratan yungdipcrlukan dan 

kctcrsediaan su1nber kcuang:an/kondisi finansia! secara 1nc1nadai <lan 

herkesinan1bungan. tcrdapat pcn1laian kinerja terhadap1nasing-n1asing anggota 

yang berkolaboras1, dan tetap 1nc1npertahankan eksistensi masing-1nasing 

anggota organisasi untuktetap adaptif dan berjalan secara berkesinambungan 

sesuai dcngan visi dan 1nisinya 1nasing-masing tanpa 1nengganggu kolaborasi itu 

sendiri. 

5) Access to authority (akses terhadap kekuasaan) yakni tersedianya standar

standar (ukuran-ukura11) kete11tuan prosedur-proscdur yang jelas yang diterima 

secara luas. 
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6) Distrih11ti1'e 11ccu1111tabilitr rcsponsihili(v (pe1nbagian nkuntabilitas 

responsibilitas) yaitu berbagi governance (penataan,pengclolaan, 1nana1en1cn 

sc<.:ara bersan1a-san1a dcngan stakeholder lainnya) berbagi scjun1lah pe1nhuatan 

kcputusan kcpada seluruh anggota jaringan; <lan dengan dcn1ikian bcrbagi 

tanggung ja\vah untuk1ncncapai has ii yang diinginkan. J ika para anggota tidak 

terlibat dalarnn1cncntukan tujuan net\vork dan tidak berkcinginan n1embawa 

sumberdaya dan otoritas ke dalan1 netirork, n1aka ke1nungkinan nctH·ork ituakan 

gaga! 1nencapai tujuan. 

7) 11?/0rmation sharin,r: (berbagi infonnasi) yakni kcmudahan aksesbagi para 

anggota, perlindungan pri1·acy· (kerahasiaan identitas pribadiseseorang), dan 

kcterbatasan akses bagi yang bukan anggotasepanjang bisa diterin1a oleh se1nua 

pihak. Kemu<lahan akses ini bisamencakup sistem, sofnvare dan prosedur yang 

mudah dan an1an untuk mcngakses lnfonnasi. 

8) Access to resources (akses terha<lap sumberdaya) yakni ketersediaan su1nber 

keuangan, teknis, n1anusia dan sumberdayalainnya yang dipcrlukan untuk 

n1encapai tujuan 11et11·ork. 

10. Pengertian NAPZA 

NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktiflain) adalah bahan/zat/obatjika 

masuk kedalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf 

pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya 

karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap 

NAPZA (BNP Jabar, 2010). 
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NAPZA adalah zat yang n1en1engar11h1 struktur atau fungsi heherapa hagian tubuh 

orang yang n1cngnnsu1nsinya. Manfaat 1naupun risiko pcnggunaan '.'JAPZA hergantung 

pada seberapa ban_vak. scbcrapa sering. cnra 1ncnggunakannya. dan hersa1naan dcngan 

obat atau NAPZA lain yang dikonsumsi (Ke1ncnkcs l{L 2010). 

Mcnurut PartodiharJO (2008), NAPZA d1bagi dalan1 3 jenis, yaitu narkotika. 

psikotropika, dan bahan adiktif \ainnya. Tiap jcnis dibt1gi-bag1 lagi ke dala1n beberapa 

kelompok yaitu: 

a. Narkotika 

Narkotika adalah zat atau obat yang bcrasal dari tanan1an atau bukan tana1nan. 

baik sintctis maupun bukan sintetis, yang dapat menycbahkan penurunan atau perubahan 

kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat 1nengurangi sa1npai 1nenghilangkan rasa 

nycri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika n1c1niliki daya adiksi 

(ketagihan) yang sangat berat. Narkotikajuga memiliki daya tolcran (pcnycsuaian) dan 

daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang 

menyebabkan pe1nakai narkotika tidak dapal lepas dari narkotika. 

b. Psikotropika 

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, haik alamiah 1naupun sintetis. 

yang 1ne1niliki khasiat psikoaktif mclalui pengaruh selektif pad a susunan saraf pusat yang 

mcnyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah 

obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguanjiwa (psyche). 
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c. Bahan .A.diktif L,ainnya 

Golongan a<liktif lainnya adalah zat~?at selain narkotika dan psikotropika yang 

dapat 111cnin1bulkan kctcrgantungan. Contohnya: rokok, kclo1npok alkohol dan 1ninu1nan 

lain yang n1cmabukkan dan 1nenin1hulkan ketagihan Jan thinner dan zat-?at lain. seperti 

lc1n kayu, penghapus cair, aseton, cat, bcnsin, yang hila dihisap, dihirup, dan diciun1, 

dapat me1nabukkan. JaLli, alkohol, rokok, serta zat-zat lain yang 1nen1abukkan dan 

1neni1nbulkan ketagihan juga tcrgolong NAPZA. 

11. Penyalahgunaan NAPZA 

Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA yang bcrsifat patologis. 

paling sedikit tclah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan 

dala1n pekerjaan dan fungsi sosial. Sebetulnya NAPZA banyak dipakai untuk 

kcpcntingan pengobatan, misalnya 111enenangkan klien atau 1ncngurangi rasa sakit. 

Tctapi karcna cfcknya "enak" bagi pemakai, 1naka NAPZA kcmu<lian <lipakai secara 

salah, yaitu bukan untuk pengobatan tetapi untuk 1nendapatkan rasa nikmat. 

Penya\ahgunaan NAPZA secara tetap 1n1 1nenyebabkan pcngguna n1erasa 

ketergantungan pada obat tersebut sehingga 1nenyebabkan kerusakan tisik (Su1niati. 

2009). 

Kctcrgantungan terhadap NAPZA dibagi 1nenjadi 2, yaitu (Su1niati. 2009): 

a. Ketergantungan fisik adalah keadaan bi\a sescorang mengurangi atau 

menghentikan penggunaan NAPZA tertentu yang biasa ia gunakan, ia akan 

1ncngalami gejala putus zat. Selain ditandai dengan gejala putus zat, 

ketergantungan fisik juga dapat ditandai dengan adanya tolcransi. 
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b. Kctergantungan p~1kolngis adalah suatu kcadaan hila herhenti 111cnggunakan 

NAPZ.A tcrtentu. scscorang akan 1ncngalan1i kcrinduan yang sangat kuat untuk 

1ncnggunakan NAPZA tcrscbut \valaupun ia tidak 1ncngala1ni gejala tisik. 

Ada beberapa tahapan pcn1akaian NAPZA 111cnurut Harlina (2008), ya1tu sebagai 

berikut: 

a. ·rahap pen1akaian coha-coha ( ekspcrimcntal) 

Karena pengaruh kelo111pok scbaya sangat hcsar, rc1naja ingin tahu atau coba

coba. Biasanya n1encoha n1engisap rokok, ganja, at<Ju n1inun1-1ninu1nan 

bcralkohol. Jarang yang l<Jngsung mencoha rnc1nakai pula\v atau 1ninu1n pi! 

ekstasi. 

b. Tahap pcmakaian sosial 

Tahap pc1nakaian NAPZA untuk pergaulan (saat berkumpul atau pada acara 

tertentu), ingin diakui/diterin1a kelon1poknya. Mula- 111ula NAPZA diperoleh 

secara gratis atau diheli dengan murah. la bclu1n sccara aktifn1encari NAPZA. 

c. Tahap pe1nakaian situasional 

Tahap pemakaian karena situasi tcrtcntu. 1nisalnya kesepian atau stres. 

Pcmakaian NAPZA scbagai cara mengatasi masalah. Pada tahap ini pemakai 

berusaha memperoleh NAPZA secara aktif. 

d. Tahap habituasi (kebiasaan) 

Tahap ini untuk yang telah 1nencapai tahap pemakaian teratur (sering), disebut 

juga penyalahgunaan NAPZA, terjadi perubahan pada faal tubuh dan gaya hidup. 

Teman lama berganti dengan teman pecandu. Ia menjadi sensitif, mudah 

tersinggung, pemarah, dan sulit tidur atau berkonsentrasi, sebab narkoba mulai 
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111enjadi bagian dari kehidupannya. Minat dan cita-citanya scn1ula hilang. la 

sering 1nen1bolos dan prestasi sckolahnya 1ncrosot. la lcbih suka 111cnyendiri 

daripada bcrkumpul bcrsa1na kcluarga. 

e. Tahap ketergantungan 

la berusaha agar selalu rnc1npcrolch NAPZA dengan herl)agai cara. Berbol1ong, 

n1enipu, atau rnencuri 1ncnjadi kebiasaannya. la sudah tidak dapat inengendalikan 

penggunaannya. NAPZA tclah 1nenjadi pusat kehidupannya. Hubungan dcngan 

kcluarga dan te1nan- le1na11 rusak. Pada kctcrgantungan, tubuh 1ne1nerlukan 

scjumlah takaran zat yang dipakaL agar ia dapat bcrfungsi nonnal. Sela1na 

pasokan NAPZA cukup, ia ta1npak sehat, n1eskipun sebenamya sakit. Akan 

tctapi, jika pemakaiannya dikurang1 atau dihcntikan, ti1nhul gejala sakit. Hal ini 

disebut gejala putus zat (saka\V). Gejalanya bcrgantung pada jenis zat yang 

digunakan. 

Orang pun rnencoba menca1npur bcrbagai jen1s NAPZA agar dapat merasakan 

pengaruh zat yang diinginkan, dengan risiko 1ncningkatnya kcrusakan organ-organ 

tubuh. Gcjala lain kctcrgantungan adalah toleransi. suatu kea<laan di 1nana ju1nlah 

NAPZA yang dikonsu1nsi tidak lagi cukup untuk mcnghasilkan pengaruh yang sa1na 

seperti yang dialami sebelumnya. Oleh karena itu, ju1nlah yang diperlukan meningkat. 

J ika jumlah NAPZA yang dipakai berlebihan (overdosis). dapat terjadi kcmatian. 

12. Pencegahan Terhadap Narkoba 

Pencegahan penyalahgunaan narkoba sebenarnya adalah bagaimana 1nembantu 

masyarakat, khususnya generasi muda, untuk beradaptasi serta menyesuaikan perilaku 

dan kapasitasnya dalam menghadapi pengaruh yang inultipel dalam kehidupannya, 
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seperti hagain1ana 111enghadapi tckanan dan kond1s1 sos1al. bagai1nana berinteraksi 

dengan rckan scbaya. dan baga11nana 111cnycsuaiknn d1ri dcngan c1ri kcpribndiannya 

1nasing-1nasing. Kegiatan pcncegahan yang 1ncn1perhatikan ha! ini bertujuan untuk 

1ncngurangi pcrilaku bcrcsiko. tcnnasuk di dalan1nya pcrilaku n1enggunakan narkoba. 

Ironisnya kcgiatan yang de1nikian ti<lak ban yak dilakukan sehingga ban yak 1nasyarakat 

yang tidak n1engcrti. 

L'11ropc1111 ,l/onitoring ('entre /Or /)r11.'•!) anti f)ru.~ .4tllliction (E!vl('DDA), 

mcngklasifikasikan tipe-tipe pencegahan yang saling n1elengkapi satu sama lain. Dan 

yang paling pcnting dari setnuanya adalah baga11nana 1nengenali level kcrentanan untuk 

rnengalami penyalahgunaan narkoba. bukan untuk 1ncngctahui sebcrapa banyak orang 

mengbJUllakan narkoba atau benarkah seseorang 111enggunakan narkoba. Secara singkat 

tipc-tipc pcnccgahan 1nenurut EMC'DDA, yait11 : 

a. Pencegahan Universal (Unii·crsal Prevention). Pencegahan universal ditujukan 
untuk populasi un1un1 yang besar, target dar1 tipe ini adalah 1nembangun 
keteran1pilan dan nilai-nilai, persepsi terhadap norma-norma, dan bagai1nana 
berinteraksi dengan rekan sebaya Jan kehi<lupan sosial pada umurnnya. 

b. Pencegahan Selektif (Se/ectii·e Prevention). Pencegahan selektif ditujukan pada 
kclo1npok rentan di 1nana narkoba sering digunakan. Fokusnya pada peningkatan 
kese1npatan dan ke1na1npuan 1ncrcka dala1n menghadapi situasi kehidupan sosial 
yang sulit. 

c. Penccgahan scsuai indikasi (Indicated Prci·enrion). Model pencegahan ini 
ditujukan untuk individu yang rentan, dan hcrtujuan untuk membantu menangani 
dan rnengatasi ciri kepribadian yang ada pada dirinya yang 1ne1nbuat 1nereka 
lebih rentan untuk mcnggunakan narkoba. 

d. Pcncegahan lingkungan (f.,'nvironmental Pre1·ention). Pencegahan di tingkat 
lingkungan bertujuan untuk 1nengenali dan 1ne1noditikasi lingkungan sosial dan 
norma sosialnya, termasuk di dala1nnya 1ne1nbuat aturan yang membatasi 
peredaran narkoba. 

Dari tipe-t1pe pencegahan di atas, dapat dipaha1ni bahwa aspek pencegahan 

meliputi aspek individu maupun lingkungan. Kedua ha! ini mesti herjalan secara simultan 

dan berkesinambungan agar program pencegahan berjalan efektif. 
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Upaya perbaikan din1ula1 dengan eva\u<Jsi seberapa efckt1fkegiatan yang sch1n1a 

ini dilakukan, apakah sudah 111cn1bckali para pcscrta kcg1atan dengan keteran1pilan yang 

dapat 111en1hentengi tnereka dart penyalahgunaan narkoha. ataukah 1nasih hcrkisar pndn 

aspek pengetahuan saja. Hal bcr1kutnya <idalah upaya n1cndctcksi tingkat kcrcntanan <lan 

kebutuhan kclotnpok target progra1n pencegahan. Yang ketiga adalah 111e1nhuat kegiatan 

yang bcroricntasi pada kctcra111pilan dalan1 berintcraksi pada kchidupan sosial scrta 

pemaha1nan terhadap ciri kepribadian individu, faktor risiko, se1ia nilai dan nonna sosial 

yang ada. 

13. Disfungsional FamilJ' dan Narkoba 

Keluarga menurut Murdock (dalun1 Lcstari, 2012) n1erupakan kelompok sosial 

yang 1ne1niliki karaktcristik tinggal hersan1a, ter<lapat kerja sa1na ekonomi, dan tcrjadi 

proses reproduksi. pola keluarga a<lal<ih n1odel atau corak yang tetap dalam suatu 

kelon1pok sosial yang metniliki ikatan <larah, perkawinan yang terstruktur. saling 

berkomunikasi dan herinteraksi (sosialisasi) yang 1nenimbulkan peranan-peranan sosial 

bagi suami- istri, ayah-ibu, anak. ncnek-kakek, saudara laki-laki, dan saudara pcrempuan 

yang tinggal bersama. I !al-ha] dasar pol a kcluarga 1nenurut Silallahi & Meinan10 (20 I 0) 

meliputi bcntuk keluarga, fungsi keluarga, po la asuh orang tua, peran orang tua, nilai dan 

Pendidikan keluarga, konfik kcluarga, <lan komunikasi keluarga. 

Tcrdapat keluarga yang n1engala111i keberfungsiannya terganggu karena beraga1n 

Jen1s tekanan. Pada keluarga yang 1nengala1ni kc-kurang-bcrfungsian dengan baik 

(d.vsfi1ngsion(tf ./Omi~v), biasanya 1nasalah cukup berat dan keinginan anak tidak 

tcrpenuhi. Bcberapa orangtua kurang ma1npu berfungsi dengan baik sehingga 

membiarkan anaknya menghadapi masalah sendiri. Sementara itu terdapat pula orangtua 

yang berfungsi secara berlebihan dengan tidak membiarkan anaknya berkembang dan 

menjadi dirinya sendiri. Beberapa orangtua lain juga tampak tidak konsisten atau juga 

terdapat orangtua yang 1nelakukan kekerasan dengan perilaku yang tidak tepat (Benton, 

1993). Selanjutnya, Benton (1993) juga 1nenjelaskan secara terperinci, beragam jenis 

keluarga yang mempengaruhi perilaku anak menjadi kurang tepat yaitu: 
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a. Orangtua yang tidak sc1npurna, dapat bcrupa bcrbagai jcnis n1isalnya sakit iisik, 

sakit 1nental n1aupun ketiadaan. Pada keadaan ini, anak mcnggantiknn pcran 

orangtua untuk hertanggungja\vah terhadap heherapa tugas orangtua di usia dini: 

b. Orangtua yang 1ncn1cgang eontrul berlcbih, di1nana orangtua tidak n1an1pu 

111e1nherikan kcscn1patan kepada anaknya untuk n1cn1egang tanggungja\vah yang 

tcpat pada usianya. Biasanya orangtua dcngan jenis ini mcmiliki ketakutan yang 

hcrlchih akan tcrjadinya sesuatu )'ang tidak diinginkan dari anak 1ncrcka. Anak 

kemudian mcngemhangkan perasaan marah. tidak mampu dan tidak 1nemilik1 

kekuatan; 

c. Orangtua pengguna alkohol a tau adiksi. kcluarga dcngan jenis ini lebih ru1nit dan 

tidak dapat diprcdiksi. Aturan yang bcrlaku cenderung berubah-ubah, janji tidak 

ditepati, ekspektasi yang bcrubah-ubah. dan sikap orangtua yang berbeda dan 

berubah. Hal ini juga dise11ai dengan kecilnya kemungkinan anak untuk 

mengekspresikan en1osi, schingga anak dibiarkan merasa tidak a1nan, frustasi dan 

marah; 

d. Oranbrtua yang 1nelakukan penyalahgunaan secara verbal. fisik 1naupun 

seksual. Kcluarga dcngan jcnis orangtua ini me1nbutuhkan bantuan dari luar 

lingkungan keluarga untuk n1endukung anak tetap berada pada keadaan yang 

sehat dan tidak meniru sikap ncgatif orangtuanya. 

Pe1nbcrian intervensi psikologis tentu disesuaikan dengan akar pennasalahan 

yang <lialami pengguna narkoba. Apabila hasil ases1nen tnenunjukkan bahwa keluarga 

kurang berfungsi dcngan baik, maka yang harus menjalani proses terapi bukan hanya 

pengguna narkoha (residen), tapi han1s n1elibatkan seluruh anggota keluarga. Dala1n 

psikologi dikenal dengan istilah .fan1iZv rhcrapJ'. Dalam jumal yang dikeluarkan oleh 

Center for Substance Abuse Treat111ent, .fan1il_v !hcrap:y dapat diterapkan pada semua 

pengguna narkoba (narkoba jenis apapun), tcnnasuk pengguna dengan dually· 

diagnosed (diagnosa ganda), penyalahguna obat bius serta klien HIV yang discrtai 

dengan penyalagunaa11 narkoba (Adhesatya & Khabibah). 
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B. Penelitian Terdahulu 

a. Pcran Dan Tanggung Ja\vah Pe1nerintah Daerah L)alan1 rv1cnanggulangi f3ahaya 

Narkotika Di Kabupatcn 'J'cgal olch Alfiurdi, l'r1as (20 I 5). llasil penclitian yang di 

pcrolch adalah sa1npai saat in1 peran dan tanggung .J<l\vab Pcn1crintah daerah dalan1 

1nenanggulangi bahaya narkotika di Kabupaten Tega! hanya sebatas pencegahan 

saja. Penanganan rehabilitas1 di lakukan oleh BNNP provinsi dan Pcnindakan di 

lakukan oleh Polres Tega!. Ha1nbatan yang di hadapi Pemerintah Oaerah dalan1 

1nenanggulangi bahaya narkotika di Kahupatcn Tega! 1nengenai rendahnya su1nber 

daya n1anusia 111cngctahui narkotika, kurangnya anggaran Pc1ncrintah daerah hingga 

sarana dan pra sarana rchabilitasi yang bclum mema<lai. Solusi untuk menanggulangi 

bahaya narkotika di Kahupaten Tega\ Pen1erintah Daerah telah n1elakukan upaya 

prefentif, tindakan huku1n serta rchahilitasi. Berdasarkan permasalahan yang 

diken1ukakan, 1naka ditarik kcsi1npulan bah\Va peran dan tanggung ja\vab 

Pemerintah Daerah dala1n n1enanggulangi bahaya narkotika di Kabupaten Tega! 

sangat penting dan stratcgis kama Pen1erintah Daerah 1nempunyai kewenangan 

untuk n1cngayo1ni 111asyaraknt Kabupatcn Tegal agar terbebas dari bahaya narkotika. 

Sehingga bisa 111enciptakan 1nasyarakat yang adil, 1nak1nur dan sehat sentosa de1ni 

1neningkatkan kcsejahteraan dan pembangunan atas peran dan tanggung Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tega! dalam menanggulangi bahaya narkotika di Kabupaten 

Tegal. 

b. Upaya Pemerintah Dalam Penanggu\angan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba 

(Studi Pada Gerakan Sadar Anti Narkoba (Gesank) Di Kelurahan Bunulrejo 

Kecamatan Bli1nbing Malang) Oleh Sulistyo, Bambang (2007). Dala1n upaya 

tindakan yang tcgas bagi para pengedar dan penyalahgunaan narkoba pemerintah 
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khususnya Kota Malang harus 1nenekan lajunya peredaran dan pcnyalahgunaan 

narkoba dengan 1ncnccgahnya pcrcdaran di tingkat lokal. Pctncrintah Kota l\t1alnng 

sendiri 111cn1punya1 Badan Narkotikn di tingkat kota yaitu BNK. Merupaknn badan 

yang 1nenggani kasus narkoba di Kota Malang. Pc111er1ntah Kota l\.1alang dengan 

n1elakuknn berbagai progra1n untuk 1nemberantas pcredaran dan penyalahgunaan 

narkoba di Kota Malang. Salah satu progra1n yang sedang disosialisasikan adalah 

pendirian Posko Gesank yang 1nenjadi ujung tombak progran1 pcn1erintah itu k1ni 

telah tcrscbar <l1 seluruh Kelurahan di Kota Malang. Fungsi Posko Gcsank yang 

pertama adalah mc1nbcrikan pcnyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, dan 

kedua sebagai pendeteksi dini atau infonnan adanya perdaran gelap narkoba kcpada 

aparat kepolisian terdekat. 

c. Peran Keluarga Dalam Upaya Pe11cegahan Pcnyalahgunaan Narkotika Di 

Pedukuhan Papringan, Caturtunggal, Depok, Sle1nan, Yogyakarta Oleh Emun 

Novia11i (2009). Penclitian ini merupakan penilitian lapangan (field research). 

dengan n1en1ilih lokasi penelitian di Padukuhan Papringan, ('atur 'f"unggal, Depok. 

Sleman 'logyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dimana data dia1nbil 

dengan metode doku1nentasi, obscrvasi dan wawancara (interview) dengnn tokoh 

masyarkat, tokoh aga1na, pemuda dan pejabat sete1npat. Dalam 1ncnganalisis skripsi 

penyusun 1nenganalisis secara induktif dengan menggunakan pendekatan nonnatif

sosiologis yaitu dengan menggunakan nilai-nilai nonna 1nasyarakat yang ada 

kaitannya dengan masalah yang dibahas dengan melihat dan memperhatikan 

feno1nena yang terjadi di masyarakat Metode ini digunakan untuk memaha1ni 

fenomena-fenomena tentang Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkotika di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, 
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Slcn1a11, 'i'ngyakarta, kcn1udian digcncralisasikan pada kcsin1pu!an un1un1 untuk 

n1emperoleh pengertian yang utuh tentang pe1nbahasan topik yang diteliti. 

Bcrdasarkan basil analisis 1naka dapat disin1pu!kan bahwa apa yang sudah <lilakukan 

oleh 1nasyarakat Padukuhan Papringan dalan1 111cncegah pcnyalahgunuan narkotika 

sudah sesuai dengan proscdur apa yang diinstruksikan pcn1erintah dan Badan 

Narkotika Nasioanal (BNN) scbaga1 badan yang 111cnaungi 1nasalah narkotika. 

Tcrlehih pcran kcluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkotika 1nenen1patkan 

posisi orangtua scbagai quot;central control quot; re1naja untuk berpartisipasi aktif 

1ne1nbi1nbing, n1endidik, mcngawasi dan me1nherikan motivasi langsung kepada 

anak re1naja agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. 

d. Peran Kcpolisian Scrta Upaya Masyarakat Dala.111 Menanggulangi Peredaran Gelap 

Narkotika di Daerah Instimewa Yogyakarta oleh Fram Raditya Yunanda (2014). 

Berdasarkan uruian dan analisis dapat diperoleh upaya yang dilakukan oleh Polda 

DIY adalah upaya prc-e1ntif dengan pen1binaan dan penyuluhan, upaya prcventif 

dengan 1nelakukan patrol dari kepolisian serta upaya represif dengan penangkapan 

dan penggeledahan dala1n rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana 

penyalanggunaan dan pcrcdaran gelap narkotika. Adapun upaya yang dilakukan 

1nasyarakat adalah pembinaan dan penyuluhan serta pendidikan dili11gkungan 

keluarga, melakukan mcncarian, me1nperoleh dan n1embcrikan infor1nasi kepada 

penegak huku1n, dan me1nbangun kerjasa1na dengan kepolisian serta BNN. 

e. Strategi Pencegahan Pcnyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi tentang 

Partisipasi Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo) oleh Ahmad Anhari (2012). 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab 

penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah faktor intern yaitu kejiawaan 
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yang n1as1h labih dan kurangnya pen1ahlltnan tentang agan1a dan k"urangnyll 

kcsadaran hukum, adapun faktor ekstcm adalah kcadaan kcluarga yang tidak 

han11onis dan lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Strntegi yang hisa di tcrapkan 

olch BNN kabupaten Sukoharjo adalah progran1 pcnyuluhan, dan kan1panyc anti 

narkoba. 

f Nick Stinnet dan John DeFrain (dala1n Hidayat, 2013), telah n1clakukan studi dan 

pcnclitian yang bcrjudul "The National Study on Fa1nily Strengths". Dari hasil 

pcnelitiannya terhadap kcluarga-keluarga Amerika. kedua sarjana tcrsebut 

1ncndapatkan rumusan untuk menjadi syarat suatu kclunrga yang discbut kcluarga 

bahagia dan sehat (happy and healthy family), yaitu paling sedikit harus tcrpenuhi 

heberapa kriteria, yaitu: I. Mempunyai Landasan Agan1a Kchidupan beragatna 

(pcnghayatan dan pengamalannya) dalam rumah ta11gga sangat dianjurkan. Karena 

hanya dala1n aga1nalah terkandung nilai-nilai 1noral yang sifatnya abadi. 2. Sclalu 

Bersa1na Keluarga Dalam masyarakat modem, ikatan keluarga sering n1udah 

longgar. Karena kesibukan, jarang mempunyai waktu untuk bcrsan1a, sehingga 

n1e1upakan faktor yang mcndukung ter.iadinya kesenjangan, antara orangtua dan 

anak. Oleh karena itu sesibuk-sibuk apapun, tetap luangkan waktu untuk kcluarga. 

3. Mempunyai Pola Komunikasi yang Baik Kotnunikasi yang tcrjadi sering kali satu 

arah dan instruktif sifatnya. Bila demikian halnya, 1naka kondisi detnikian itu 

1nerupakan f3.ktor yang 1ncndukung bagi terjadinya disfungsi/dishar1noni keluarga. 

Maka komunikasi yang bersifat dua arah, demokratis dan e1nosional (dengan 

perasaan) yang hangat antara orangtua dan anak-anak, rnenyebabkan bila terjadi 

suatu masalah, cepat dapat ditanggapi dan diselesaikan. 4. Saling Menghargai Saling 

menghargai antara suamiisteri, demikian juga pada anak-anak, amatlah dianjurkan 
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bagi hubungan yang haik antara sesan1a anggota keluarga. Pcn1bcr1an pcrhatian 

ataupun pcnghargaan Jan suppo11 agar yang akan datang dapat lch1h haik. 5. Adanya 

lkatan Kekeluargaan Keluarga harus 1nerupakan suatu ikatan d1na1nis yang 

1ne1nungkinkan para anggota kcluarga itu berkcn1bang dan tun1huh. ()lch karena itu 

kcluarga scbagai suatu kelo1npok . 

.\1engacu kcpada pcnelitian terdahulu diatas, 1naka tcrdapat perhedaan secara 

substansi dengan penehtian yang akan dilakukan pcnulis adalah pcnulis 1ncnguraikan 

sccara parsial dari peranan-pcranan kcluarga, 1nasyarakat dan peran kepolisian secara 

simultan dari ketiga peranan-peranan tcrscbut sccara si1nultan tcrhadap pcnyalahgunaan 

narkoba di Kabupaten Purwakarta. 

C. Kerangka Berpikir 

Adapun kerangka pcmikiran dalan1 penelitian ini adalah sebagai herikut: 

--- ---

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Pada bagan diatas diketahui bahwa diperlukan adanya Collaborative 

Governance, yang melibatkan multi organisasi yaitu peranan keluarga, peranan 
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1nasyarakat dan peranan kcpolis1an untuk n1encapa1 lujuan bersa1na yaitu pcnccgahan 

penyalahgunaan narkoba sebagai pennasa!ahan yang t1dak dcngan n1udah Jipccahkan 

apabila suatu organisasi bcrdiri scndiri. 

Adapun operasionalisasi variabel penelitian ini adalah scbagai berikut: 

Tabel 2.2 OJlerasionalisasi \lariahel Pcnclitian 

.. . ··~ 
--- -

Variabel Din1ensi Indikator -- . -·-- - -

Collaboration Multipartner l. mencari, 1ne1nperoleh, dan 
Governance governance dengan 1nemberikan infonnasi 
Lemosdalam Keluarga (x I) I 2. n1c1npcrolch pelayanan 
Subarsono ! dala1n 1nencari, 
(2016: 176) 

I 
n1e1nperoleh, dan infOnnasi 

' 111enya1npaikan saran dan -'· 
pend a pat 

4. 1nemperoleh tanggapan. 
5. 111en1pcrolch pcrlindungan 

huku1n 
6. 1nelanorkan. 

---- .. 
Multi partner I. Mengadakan Sosialisasi dan 
governance Pen)ruluhan. 

I 
(Pemerintah dacrah 2. Menyelcnggaraan Pusat 
dengan Pemcrintah Rehabilitas. 
Pusat) (x2) 3. Me1nberikan penghargaan 

kepada penegak hukum dan 

.. 
1nasyarakat. 

Multipartner I. Pembinaan dan penyuluhan. 
governance 2. Melakukan patroli 
(Kepolisian) x3 3. Penangkapan dan 

---- I -- ·-
penoneledahan. -------

Drug Prevention I. Penccgahan 11. Pencegahan melalui program 
(menurut F.11ro11ca11 L'niversal penyuluhan 
Afo11itoring C cntre 0 Pencegahan 1 2. Pencegahan melalui pcran "· 
.fOr Drugs an(f Selektif keluarga I 

Dru,f!; Addiction) 3. Pencegahan 3. Peningkatan kewaspadaan 
sesua1 4. Kebutul1an fasilitator 
indikasi 5. Pencegahan melalui 

4. Pencegahan optimalisasi hubungan 
lino-icungan instansi dan masvarakat 

Variabel dalam penelitian ini terbagi me11jadi dua, yaitu Collaboration 

Governance menurut Lemos dalam Subarsono (2016: 176) dan Drug Prevention (tnenurut 

European Monitoring Centre JOr Drugs and Drug Addiction). Variabel Collaboration 
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Governance n1e1niliki tiga din1ensi. yaitu Tv1ultipartncr governance dengan keluarga (x I), 

Multiparlner governance dengan masyarakat (x2) dan Multi})artner governance dengan 

Kepolisi.:111 (xJ). 

Multi partner governance dcngan kc!uarga terhagi dalan1 bcberapan indikator 

yaitu. 

I. 1ncncari, 1nemperoleh. dan 111c111bcrikan infi)n11asi 
2. n1e1nperoleh pelayanan dalam 111encari, n1cn1pcroleh, dan informasi 
3. n1cnyampaikan saran dan pendapat 
4. n1emperoleh tanggapan. 
5. n1cn1perolch perlindungan hukun1 
6. 1nelaporkan. 

Multipartner governance dcngan n1asyarakat tcrbagi dala1n beberapan indikator 
yaitu. 

l. Mcngadakan Sosialisasi dan Pcnyuluhan. 
2. Menye\enggaraan Pusat Rehabilitas. 
3. Me1nberikan penghargaa11 k1..-"'))ada pencgak hukutn dan tnasyarakat. 

Multipartncr governance dengan Kepolisian terbagi dalam bcberapan indikator 
yaitu, 

I. Pe1nbinaan dan penyuluhan. 
2. Melakukan patroli 
3. Pcnangkapan dan penggeledahan 

Adapun variabel Y da\an1 penc!itian ini <idalah Drug Prevention (1nenurut 
European 1\4onitoring Centre ./Or Drugs and l)r11g Addiction). Adapun dimensi dalam 
variabel Y adalah 

l. Pcncegahan Universal 
2. Pencegahan Selektif 
3. Pencegahan sesuai lndikasi 
4. Pencegahan lingkungan 

lndikator dalam variabel Y adalah, 

a. Pencegahan melalui program penyuluhan 
b. Pencegahan melalui peran keluarga 
c. Peningkatan kewaspadaan 
d. Kebutuhan fasilitator 
e. Pencegahan melalui optimalisasi hubungan instansi dan masyarakat 
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D. Hiphotcsis Penelitian 

I. Keluarga berperan sccara signifikan tcrhadap pcnccgahan pcnyalahgunaan 

narkoba di kabupaten Purwakarta. 

2. Masyarakat berpcran sccarn signifiknn tcrhadap pcnccgahan penyal<lhgunaan 

narkoba di kabupatcn Pur\.vakurta. 

3. Kepolisian berperan secara signifikan terhadap pencegahan pcnyalahgunaan 

narkoba di kabupaten Purv.'akarta. 

4. Keluarga, Masyarakat. Dan Kepolisian berperan secara signifikan sccara 

bersama-san1a terhadap pcnccgahan penyalahgunaan narkoba di kabu1latcn 

Punvaka11a 
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A. Dcsain Pcnclitian 

BAB 111 

METODE PENELITIAN 

A<lapun <lesain dalan1 pcnclit1an ini adalah 111cnggunakan pendekatan tnctode 

kuuntitatif. Mcnurut Sugiyono (2013:13) yang <li1naksud mctodc kuantitatif adalah 

1net<lde penelitian kuantitatif dapat din1iikan sebagai 1netode pcnelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisn1e. <ligunakan untuk meneliti pada populasi atau 

san1pel tcrtcntu, teknik penga111bilan sa111pel pada u1numnya dilakukan secara randon1, 

pengumpulan data incnggunakan instru1nen pcnclitian, analisis data bersif~1t 

kuantitatif/.statistik dengan tujuan untuk n1enguji hiputcsis yang tclah ditetapkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat dcskripsi atau ga1nbaran sccara 

siste1natis, faktual dan akurat n1cngcnai fakta, sifat, serta hubungan antara fcnomcna 

yang diselidiki. lnstru1nent y<ing digunakan dala1n penelitian ini yaitu angket 1netode 

tcrtutup.Indikator-indikator untuk kctiga variabel tcrscbut kcmudian dijabarkan oleh 

penulis 1nenja<li seju1nlah pcrtanyan-pertanyaan sehingga diperoleh data pri1ncr. Data ini 

akan dianalisis dengan menggunakan uji statistika yang relevan untuk 1nenguji hipotcsis. 

B. Populasi Dan Sampel Pcnelitian 

Menurut Sugiyono (2008: 115), "populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesi1npulannya. Anggota dalam populasi 

dapat berupa manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun benda lainnya. Jadi, populasi adalah 

54 



kescluruhan dari kon1poncn dalan1 kclon1pok yang 111cn11lik1 satu atau lchih karakteristik 

tcrtcntu yang satna dari san1pel yang dia111hil dan kesi1npulan <lar1 hasil. 

Populasi Jalan1 pcnclitian ini adalah seluruh n1as.yarakat yang ada d1 Kahupatcn 

Pun.vakarta dengan jun1\ah San1pling Kcca111atan Pur\vakarta dengan 9 Kclurahan dan 

satu Dcsa dcngan jun1!ah pcnJuduk 154.208 yaitu pcrdcsa dia1nhil 15 kepala keluarga 

(15 KK X 10 = 150 Kcpala Kcluarga). Sedangkan sampel dala111 pcnclitian ini adalah 

Kcca1natan Pur\Vakarta dcngan ju1nlah penduduk (ra11do111 sanipling) perdesa dia1nhil 15 

Kepala Keluarga. 

Pada penelitian ini penulis n1enggunakan salah satu teknik nonrando1n sa1npling 

(nonprobabili(v sa1111)/inl~). yaitu sensus. Mcnurut Sugiyono (2015: 126), teknik sensus 

adalah teknik pencntuan sampel bila scn1ua ai1ggota populasi dijad1kan sebagai 

sampel/respondcn. Maka, sa1npel pada penelitian ini adalah masyarakat Kabupatcn 

Purwakarta. 

C. lnstrumcn Penelitian 

lnstun1en dalan1 pcnclitian ini adalah 1nenggunakan angket. Angket/kucsioner 

1nerupakan alat ukur dala1n penelitian biasanya dinamakan instrun1en pene\itian 

(Sugiyono, 2008). Riduan (2008:71) 1nengatakan bahwa instru1nen penelitian 

menjclaskan semua al at pcngambilan data yang digunakan, proses pcngumpulan data dan 

tekr.ik pe11entuan kuahtas instrun1cn (validitas dan reliabilitasnya). Kuesioncr penelitian 

terdiri atas tiga bagian yang berhubungan dengan variabel penelitian. Kuesioner ini 

menggunakan skala Likertjenjang 5: 
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Sangat sctuju sckali: skor 5 
Sangat Setuju: skor 4 
Setuju: skor 3 
Tidak sctuju: skor 2 
Sangat ti<lak sctuju: sknr I 

Adapun instru1nen pcnclitian adalah scbagai berikut, 

Tahel 3.1 lnstrumen Penelitian 

- ------ -----

Instrumen Kuesioner SSS 
. 

Pe ran Masyarakat dalam Pencegahan 
Penvahounaan Narkoba 
I. Masyarakat 1nemiliki peran untuk 

mencari, tnemperoleh, dan memberikan 
infonnasi terhadap penccgahan 
pcnyalahgunaan narkoba 

2. Masyarakat berhak mernperoleh 
pelayanan <lalam mencari, memperoleh, 
dan informasi terhadap pencegahan ' ! 
pcnyalahgunaan narkoba 

4. Masyarakat herhak menyampaikan saran 
dan pcndapat terhadap penccgahan 
penyalahgunaan narkoba 

5. Masyarakat berhak memperoleh tanggapan 
terha<lap infonnasi pencegahan 
penyalahgunaan narkoha. 

6. Masyarakat berhak mempcroleh 
perlindungan 11ukum jika memiliki 
inforrnasi terhadap pencegahan 
penyalahgunaan narkoba. 

7. Masyarakat rnemiliki peran melaporkan 
inforrnasi terhadap pencegahan 

1 
nenvalahvunaan narkoba. -

Peran Pemerintah dalam Pencegahan 
PenvahPunaan Narkoba 

I. Pemerintah memiliki peran dalam 
pengadaaan Sosialisasi dan 
Penyuluhan. 

2. Pemerintah memiliki peran dalam 
1nenvelen""araan Pusat Rehabilitas. 

-----

SS s TS STS 

--
' I 

I 
I 

I 
' ! 
! 

I 

; 

' 
' I 

I 
I 

I 

I 
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' I 

Instrun1en Kuesioncr 

----------

3. Pcn1er1ntah 1nc1niliki peran dala111 
1nc1nherikan pcnghargaan kepad·1 ' 

~ SSS ,_ss--+-S--TS 

I 

I pe11~gak huku1n d.<.t.~~._1!1.a_s_yarakat. -------r- --

Pcran Kcpolisian dalam Penccgahan 
Pcnvah2unaan Narkoba 

·- -

I. Keplliisian mcmiliki pcran dalan1 
pe1nbinaan dan pcnyuluhan terhadap 

i I 

penyalahgunaan narkoba. 
2. Kepolisian memiliki pcran dalan1 

melakukan patrol terhadap 
penyalahgunaan narkoba. 

3. Kepolisian 1nemiliki peran dalan1 
penangkapan dan penggeledahan 
tcrhadap pcni:alahgunaan narkoha_._ 

Pencegahan Narkoba 

I. Adanya penyuluhan yang intcnsif dari 
organisasi kc1nasyarakatan saat ini i 

tingkat pcncegahan narkoba semakin 
haik. 

' 
2. Adanya pcran keluarga tingkat 

kesadaran tentang bahaya narkoba ' I 
scmakin baik 

0 Adanya pcnyuluhan yang intcnsifdari -'-
kcpolisian, saat ini tingkat pcncegahan 
narkoba semakin baik. 

4. Adanya kepedulian yang tinggi dari 
tnasyarakat, saat ini upaya pencegahan 
narkoba semakin berhasil 

5. Dalam upaya pencegahan 
penyalahgunaan narkoba dari berbagai 
pihak, menurut pengamatan saya saat 
ini masyarakat semakin waspada 
terhadap bahaya penyalahgunaan 
narkoba. 

6. Penyuluhan tentang hidup schat dari 
aparat pemerintah sudah berhasil I 
rr1encegah terjadinya penyalahgunaan 
narkoba. 

7. Dalam upaya pencegahan 
penyalahgunaan narkoba, rnenurut 
pengamatan saya diperlukan peran 
fasi1itator. 

8. Da1am upaya pencegahan 
penyalahgunaan narkoba diperlukan 
oeran koordinator dari masvarakat 

--

--

i 
' 

' 
' 

' 

STS I 
__ j 

- -- I 

--

~ 
i 
' 

' 

I 

I 
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lnstrun1en Kuesioncr 

9. [)alan1 upaya pencegahan 
pcnyalahgunaan narkoha diperlukan 
peran koordinator dari pcn1crintah 

l O. lJali.1n1 upaya pencegahan 
pcnyalahgunaan narkoha diperlukan 
pcran koordinator dari kepolisian 

11.Dalan1 upaya penccgahan 
pcnyalahgunaan narkoba diperlukan 
terbina ko11disi yang baik antara 
instansi terkait dcngan 1nasyarakat 
akan bahaya narkoba. 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

SSS SS 

Adapun prosedur pengumpulan data dalan1 penclitian ini adalah: 

a. Penyebaran Angket/kuesioner 

b. Pengumpulan Data 

c. Pengujian lnstrumen Penelitian 

I. UJi Validitas Instru1nen 

---· 

s TS STS 

Data dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner marnpu rnengungkapkan 

sesuatu yang diukur oleh kuesioner terscbut. Butir-butir pertanyaan yang ada dala1n 

kuesioner diuji terhadap faktor tcrkait. Uji va\iditas di1naksud untuk 1ncngctahui 

seberapa cerrnat suatu test atau pengujian melakukan fungsi ukurannya. Suatu instrument 

pengukur dikatakan valid apabila instrument tersebut niengukur apa yang seharusnya 

diukur atau dapat 1nernberikan basil sesuai dengan yang diharapkan peneliti. 

Validitas adalah suatu derajat ketepatan/kelayakan instrumen yang digunakan 

untuk rnengukur apa yang akan diukur (Sekaran, 2012). Menurut Sukardi (2013) validitas 

adalah derajat yang rnenunjukkan dirnana suatu tesmengukur apa yang hendak diukur. 

Sedangkan rnenurut Azwar (2014) bahwa validitas mengacu sejauh mana akurasi suatu 
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tcs atau ska!a dalan1 1ncnjalankan fungsi pcngukurannya. ·ringgi rcndah vahditas suatu 

angkct a tau kuesioner di hi tung dengan 1nenggunakan 1netode Pearson"s Product \.1nn1ent 

('on·ciation (Sugiyono, 2002: 148). 

Hasil perhitungan ini akan dibandingkan dengan critical 1·a!uc pada tabel 1ni nilai 

r dcngan taraf signitikasi So/o dan ju1nlah sa1npcl yang ada. Apahila hasil perhitungan 

korelasi proc!ucr nioment lebih besar dari critical 1·alue, maka instru1nen ini dinyatakan 

valid. Sebaliknya apabila skor itcn1 kurang dari critical value, n1aka instrun1en ini 

<linyatakan ticlak valid. 

2. Uji Reliabilitas Instru1nen 

Reliabilitas a<lalah sesuatu instrumen cukup dapat dipcrcaya untuk digunakan 

sebagai alat pengu1npul data karena instnunen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002: 154). 

Rcliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pcngukuran dapat dipercaya, n1aksudnya 

apabila dalam beberapa pelaksanaan pcngukuran terhadap kclon1pok yang sa1na 

diperoleh hasil yang relatif sama (Syaifuddin Azv.·ar. 2000: 3). Dalam penelitian ini, uji 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan tckhnik Fonnula Alpha Cronbach dan 

dengan 1nenggunakan program SPSS 15.0 tOr windows. 

E. Mctode .<\..nalisis Data 

Pc1nilihan teknik analisis data dala1n suatu penelitian berorientasi kcpada bcntuk 

hipotesis dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Teknik analisis 

regresi linier ganda yaitu cara atau teknik khusus untuk 1nencari atau mengetahui 

seberapa besar hubungan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Sebelum melangkah ke analisis regresi ganda, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 
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analisis untuk 1ncngetahui apakah data tersehut !ayak untuk d1uji dcngan n1cnggunakan 

uji analisis regres1 ganda. ·rcknik analisis 1ni dihantu dcngan 111enggunakan Progra111 

Statistik SPSS.15.0. 

Analisis regresi din1aksudkan untuk n1enge1ahu1 apakah data yang dipero!ch 

memcnuhi persyaratan untuk <lianalisis 111enggunakan tcknik yang direncanakan. Scsua1 

dcngan tujuan pcnelitian, yaitu: 1ncngetahui tingkat pcngaruh dan signitikansi antara 

beberapa variabel hebas terhudap variabel tcrikat secara sendiri-sendiri 1naup1111 sccara 

bcrsama-sama, 111aka digunakan analisis sta11stik korelasi dan regrcsi ganda. 

Dalam incnguji hipotcsis penclitian ini digunakan beberapa rancangan tcknik 

statistik konfirmasi (hasil hitung dengan tahel). variabel digunakan teknik rcgrcsi linear 

berganda. Sedangkan untuk n1engctahui pcngaruh dan bcsarnya sumbangan sctiap 

variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi ganda, dengan kriteria 

F hitung > F tabcl, dcngan taraf signitikansi 0.05, dengan fonnula pcrsan1aan gar1s 

regresi. Analisisnya mcnggunakan bantuan kon1putcr progran1 SPSS 15.0. 
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BAB!\ 

HASIL DAN PEMBAllASAN 

A. Deskripsi Objek Pe11elitian 

Gn111baran u1nun1 rcsponden terdir1 clari jcnis pckc1~jaan rcspondcn, rcntang usia 

responden, latar belakang pendidikan respondcn, rata-rata penghasilan responden per 

buhin, ju1nlah anggota kc\uarga, jun1lah anak dalan1 kcluarga, dan rentang usia anak. 

Adapun jenis pekerjaan responden terbagi ke dalain bcber<ipa jenis <liantaranya, PNS, 

Pega\\'al S\vasta, Wiras\vasta. Pelajar, M<lhasis\va, Petani, Senin1an, Pedagang dan 

lainnya. Bcrikut ini adalah ga1nbaran jen1s pckc1:jaan respondcn: 

60.0 

,_-, iJ OJI'" tr.fr' 

2 3 

Ga1nbar 4.1 Gan1baran Pekerjaan Responden 

Berdasarkan pada ga1nbar 4.1 diketahui hah\va, 

! . responden yang memiliki pekerjaan scbagai PNS berju111\ah 53 Orang atau 

2. responden yang memiliki pekcrjaan sebagai Pegawai Swasta berjumlah l orang 

responden atau 0, 7%. 

3. responden yang memiliki pekerjaan scbagai Wiraswasta berju1nlah 13 orang atau 
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4. rcspondcn yang n1cn1iliki pekerjaan scbagai Pctani berjun1lah 2 orang atau 1,4~~). 

·ridak terdapat responden yang bekerja sebagai Pclajar, Mahasis\va, Scni1nan 

1naupun Pcdagang. 

5. rcspondcn yang n1en1iliki pckerjaan Lainnya hcrjun1lah 73 orang atau 50,Jo/o. 

6. Dan tcrdapat 3 orang atau 2, I% rcspondcn yang tldak mengisi kolom pekcrjaan. 

Sehingga diketahui bahwa ju1nlah rcspondcn terbanyak dala1n penelitian ini 

mcmiliki peke1jaan lainnya sebanyak 73 orang. 

Rentang Usia responden tcrbagi kc dalan1 bcbcrapa hagian yaitu, dibawah 20 

Tahun, antara 20 hingga 25 Tahun, antara 26 hingga 30 Tahun, antara 31 hingga 35 

Tahun , antara 36 hingga 40 ·rahun, antara 41 hingga 45 Tahun, dntara 46 hingga 50 

Tahun, dan diatas 50 Tahun. Berikut ini adalah ga1nbaran rcntang usia responden: 

,. ' 
_,_,,, 

l 'i 

i5 .. 

l· l' 

Gambar 4.2 Gambaran Usia Responden 

Berdasarkan pada gamhar 4.2 diketahui bahwa, 

1. responden yang memiliki usia dibawah 20 tahun berjumlah 3 orang atau 2, l 0/o. 

2. responden yang memiliki usia 20-25 tahun berjumlah 1 orang responden atau 

0, 7o/o. 

62 



3. respond en yang n1cn1iliki usia 26-30 tahun berjun1lah 13 ornng a tau 9,0~/o. 

4. rcsponden yang 1ne1niliki usin 31-35 tahun bcrju1nlah 18 orang atau 12.41};), 

5. rcsponden yang 1ncn1iliki usia 36-40 tahun be1jun1lah 19 orang atau 13, 1 ~·!1. 

6. respondcn yang men1iliki usia 41-45 tahun be1jun1lah 24 or<1ng atau 16.6~~1. 

7. rcsponden yang 1ncn111iki usia 46-50 tahun berjumlah 29 orang atau 20°/o. 

8. responden yang 1nemiliki usia lehih dari 50 tahun bcrjun1lah 37 orang atau 

25,5°/o., dan 

9. tcrdapat I orang atau 0,7o/o yang tidak rnengisi kolo1n usia. 

Diketahui bahwa responden terhanyak dala1n pcne\itian ini berusia lcbih dari 50 

tahun. 

I .a tar belakang pendidikan rcspondcn tcrbagi kc dala1n bcberapa jcnjang 

pcndidikan diantaranya SD, SMP SMA/SMK, Diploma, Sarjana, S2 dan SJ. Berikut ini 

adalah lntnr belakang pendidikan respondcn: 

-10 c 

30 c 

') 8 

' ' i 

3 

Garnbar 4.3 Ga1nbaran Latar Pendidikan Responden 
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Berdasarkan pada ga1nhar 4.3 diketahu1 hah\va. 

I. respond en yang mcn1il1ki pcndidikan tcrakhir S [) bcrjun1lah 4 orang utau 2.8 11/0. 

2. responden yang 1ne1niliki pendidikan terakhir Sl\..1P herjumlah 9 orang responden 

3. responden yang 1ne1niliki pendidikan terakhir SMA/SMK herju1nlah 95 orang 

atau 65,So/o. 

4. responden yang n1cmiliki pendidikan tcrakhir Diplotna berjuinlah 3 orang atau 

2,1%. 

5. responden yang 1ne1niliki pcndidikan tcrakh1r S<1rjana berju1nlah 32 or<1ng ntau 

22, I 0/o. 

6. tidak tcrdapat responden yang n1e1nilik1 pendidikan terakhir S2 1naupun SJ. 

7. terdapat 2 orang atau 1,4% yang tidak n1cngisi kolotn pcndidikan. 

Diketahui bahwa responden terbanyak dalan1 pcnchtian ini memiliki pendidikan 

terakhir SMA/SMK dan tidak tcrdapat rcsponden dengan pcndidikan terakhir S2 dan SJ. 

Rata-rata penghasilan per bul<111 responden terbag1 dalam beberapa no1ninal yaitu 

dibawah H.P. I 000.000, diantara Rp. l .000.000 hingga 2.500.00, diantara Rp. 2.600.()00 

hingga 3.500.000, <liantara Rp. 3.600.000 hingga 5.000.000, dan diatas Rp. 5.000.000. 

Berikut ini Rata-rata penghasilan per bulan responden: 
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'---· 

Gan1bar 4.4 Ga1nbaran Penghasilnn Responden 

Bcrdasarkan pada gambar 4.4 diketahui bah\va, 

l. responden yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 1.000.000 bcrju1nlah 27 

orang atnu l 8,6~1o. 

2. rcsponden yang 1nemiiiki penghasilan antara J{p 1.000.000 sa1npai dengan Rp 

2.500.000 herjumlah 40 orang respondcn atau 27,6o/o. 

3. responden yang 1ncmiliki pcnghasilan antara Rp 2.600.000 sampai dengan Rp 

3.500.000 berju1nlah 24 orang atau !6,6<;1~. 

4. rcsponden yang 1nemiliki penghasilan antara Rp 3.600.000 sampai dengan Rp 

5.000.000 berjumlah 43 orang atau 29,7°/o. 

5. responden yang memiliki penghasilan lcbih dnri Rp 5.000.000 be1ju1nlah 7 orang 

6. tcrdapat 4 orang atau 2,8% yang tidak mengisi kolom penghasilan. 

Diketahui bahwa responden terbanyak dalam pcnelitian ini memiliki penghasilan 

antara Rp 3.600.000 sampai dengan Rp 5.000.000. 

Ju1nlah anggota keluarga responden terdiri <lari berjumlah kurang dari lima orang, 

berju1nlah enam sa1npai sepuluh orang, dan berjumlah lebih dari sepuluh orang. Adapun 

gambaran jumlah anggota keluarga responden sebagai berikut: 
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Gan1bar 4.5 Ga1nbaran Ju1nlah 1\nggota Keluarga Responden 

Berdasarkan pada gan1bar 4.5 diketahui bahv.,1a, 

1. rcsponden yang 1nc1niliki anggota kcluarga kurang dari 5 orang bci:jumlah 121 

orang atau 83,4%. 

2. responden yang me1niliki anggota keluarga antara 6 sa1npai rlengan 10 orang 

bcrju1n!ah 20 orang rcspondcn atau l 3,8{Yo. 

3. tidak tcrdapat rcspondcn yang memiliki anggota keluarga lebih dari I 0 orang. 

4. terdapat 4 orang atau 2,8o/o yang tidak n1cngisi kolon1 anggota keluarga. 

Diketahui bahwa ju1nlah rcspondcn paling banyak 1ne1niliki anggota keluarga 

kurang dari 5 orang, dan tidak terdapat keluarga dengan anggota keluarga lebih dari 10. 

Jumlah anak dala1n kcluarga rcsponden terdiri dari berju1nlah kurang dari lima 

orang, berjurnlah enam sampai sepuluh orang, dan berju1nlah lebih <lari sepuluh orang. 

Adapun gambaran jumlah anak dalarn keluarga respondcn sebagai berikut: 
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93.1 

Ga1nbar 4.6 Ga1nbaran Jun1lah Anak Rcsponden 

Berdasarkan pada gambar 4.6 diketahui bah\va 

I. respondcn yang 1ncmiliki jumlah anak kurang dari S orang be1jun1lah 135 orang 

atau 93,l!}U. 

2. responden yang memiliki jumlah anak antara 6 sampai dengan I 0 orang 

berJuinlah 5 orang responden atau 3,4%. 

3. tidak terdapat responden yang metniliki jun1lah anak lcbih dari 10 orang. 

4. tcrdapat 5 orang atau 3.4% yang tidak n1engisi ko\0111 jumlah anak. 

Dikctahui bah\va rcsponden terbanyak dalan1 penelitian ini 1ncn1iliki ju1nlah anak 

kurang dari 5 orang anak. 

Rentang Us1a Anak dalam keluarga responden terbagi ke dalam beberapa bagian 

yaitu ,diba\vah I 0 Tahun, antara 1 O hingga 15 Tahun, antara 16 hingga 20 Tahun, antara 

21 hingga 25 Tahun , antara 26 hingga 30 Tahun. antara 31 hingga 35 Tahun, antara 36 

hingga 40 Tahun, dan diatas 40 ·rahun. Berikut ini adalah gambaran rentang usia anak 

dalam keluarga responden: 
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Garn bar 4.7 Ga1nbaran Rcntang LJ:.1a Anak Rcsponden 

Berdasarkan pada gan1bar 4.7 diketahui hah\va, 

I. responden yang mc1niliki anak dengan rentang usia dibawah 10 tahun bcrju1nlah 

58 orang atau 40,0o/i). 

2. responden yang tnemiliki anak dcngan rcntang usia dari 10 sampai dengan 15 

tahun bcrjun1lah 26 orang rcsponden atau 17,91YO. 

3. responden yang me1niliki anak dengan rcntang usia 16 sa1npai denga11 20 tahun 

berjumlah 33 orang atau 22,8o/o. 

4. responden yang 1nemiliki anak dengan usia 21 sampai dengan 25 tahun berjumlah 

11 orang a tau 7 ,6o/o. 

5. responden yang memiliki anak dcngan usia 26 satnpai dcngan 30 tahun berjumlah 

7 orang atau 4,8o/o. 

6. responden yang memiliki anak dengan usia 31 sa1npai dcngan 35 tahun berjurnlah 

1 orang atau 0,7%. 

7. Tidak terdapat responden yang me1niliki anak dengan rentang usia 36-40 tahun. 

68 



8. rcspondcn yang n1emiliki anak dcngan rcntang usia lchih dari 40 tahun bcrju1nlah 

I orang atnu 0,7°/0. 

9. tcrdapat 8 orang atau 5.5°/ii ynng tidak n1cngis1 kolon1 rcntang usia anak. 

Dikctahui bah\va responden tcrbanyak n1c1niliki anak dengan rcntang usia 

<libawah 10 tahun. 

B. Hasil Uji \'aliditas dan Rcalibilitas 

lJji validitas adalah suatu pcngukuran untuk 111encntukan kcvalidan atau 

kcsahihan suatu inslru1nen. Validitas bertujuan untuk 1nclihat sejauh 111ana suatu 

instrurr1en <lapat menjalankan fungsinya. Uji validitas berkaitan dengan kctepatan atau 

kesesuaian alat ukur terhadap konscp yang diukur. sehingga alat ukur bcnar-bcnar <lapat 

1nengukur apa yang perlu diukur. Uji reliabilitas adalah uji untuk 1nenunjukkan sejauh 

mana tingkat konsisten pcngukuran dari suatu rcsponden atau sejauh1nana pe1ianyaan 

dapat dipahan1i sehingga tidak 1nenyebabkan beda interprcstrasi dala111 pc1nahaman 

pertanyaan tersebut. 

Kuesioncr tcrdiri dari empat bagian. yaitu Peranan Keluarga, Peranan Masyarakat 

dan Peranan Kcpolisian serta Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupatcn 

Purwakarta. Adapun hasil Uji Validitas dan Realiabilitas tcrdapat Pcranan Keluarga, 

Peranan Masyarakat dan Pcranan Kepolisian serta Upaya Pcncegahan Penyalahgunaan 

Narkoba di Kabupaten Purwakarta adalah sehagai berikut: 
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Kuesioner 1\ (Pcranan Kcluarga) 

1. U.i1 Valid1tas 

Tabcl 4.1 ltcn1-'I'otal Statistics Uji \'aliditas fleranan Keluarga 

Scale R Keputusan 
l\.1ean if Scale ('orrected C'ronhach's Tabel 

ltctn Variance if Itc1n-Total Alpha if Item 
Deleted ltc1n Deleted Correlation Deleted 

ITEM 1 100.53 72.947 .178 .734 .361 Tidak 

Valid 

ITEM 2 100.30 69.321 . 760 .713 .361 Valid 

ITEM 3 100.20 70.855 .532 .721 .361 Valid -

ITEM 4 I 01. I 0 81.748 -.442 .773 .361 Tidak 

valid 

ITEM 5 100.40 69.834 .657 .716 .361 Valid 

ITEM 6 100.37 70.861 .512 .721 .36 I Valid 

ITEM 7 100.33 71.8 I 6 .454 .725 .361 Valid 

ITEM 8 100.27 69.995 .(156 .716 .36I Valid 

ITEM 9 I 00.30 69.666 .715 . 7I 5 .361 Valid 

ITEM 10 100.30 69. I 83 .602 .7I4 .36I valid 

ITEM 1 I 100.37 71.275 .545 .722 .361 Valid 
-

ITEM I2 I00.47 71.430 .63 I .722 .361 Valid 

ITEM 13 I 00.27 69.582 .618 .715 .36 I Valid 

ITEM 14 I 00.50 70. I 2 I .730 .716 .361 Valid 

ITEM 15 I 00.27 70.133 .639 .7I7 .36I Valid 
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Tabel 4.1 Item-Total Statistics UJi \raliditas Peranan Keluarga 

Scale R Keputusa11 
Mean if Scale Corrected C'ronbach's Tabel 

ltc1n \Tariancc if ltc1n-Total Alpha if ltc1n 
Deleted Item Deleted Correlation Deleted 

ITEM 16 100.30 69.390 .751 .713 .361 Valid 
-

Untuk mcmbandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected ilctn > r label , r 

tabelnya dilihat dari n= JO yaitu 0, 361 1naka item valid dari data di atas variable XI 

(peranan keluarga) yaitu 14 item valid dan 2 item tidak valid. 

2. UJi Rcliabilitas 

Tabel 4.2 Reliability Statistics Peranan Keluarga 

Cronbach's Alpha N of Items 

.736 16 

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach's alpha dcngan r tabel = 

0,736 > 0,361 1naka variabel xi (peranan keluarga) datanya reliable. 
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Kuesioner B (Pera11an l\1asyarakat) 

I. Uji \/aliditas 

Tabel 4.3 ltern-Total Statistics Uji \"alidita'i Peranan 
l\las)-'ara ka t 

Scale Mean Scale Corrected lten1· C'ronhach's R Tabcl Keputusnn 
if lte1n Variance if Total Alpha if lte1n 
Deleted Item Deleted Correlntion Deleted 

ITEM I 55.10 29.S96 .S89 .722 .361 Valid 

ITEM 2 SS. I 0 30 02S .483 .728 .361 Valid 

ITEM 3 S5.00 29.8S7 .43 l .728 .361 Valid 

ITEM 4 S4.97 28.749 .641 .713 .361 Valid 
-

ITEMS S4.90 28.239 .710 .707 .361 Valid 

ITEM 6 S4.86 29.552 .441 .726 .361 Valid 

ITEM 7 54.93 28.067 . 76'2 .704 .361 Valid 

ITEM 8 55.48 27.830 .35'2 .727 .361 Tidak 

Valid 

ITEM 9 55.00 28.429 .S44 .714 .361 Valid 
-

·-

Untuk 1ne1nbandingkan valid a tau tidak valid yaitu apabila corrected item:::., r tabel, r tabelnya 

dilihat dari n= 30 yaitu 0, 361 maka ite1n valid dari data di atas variable X2 (pcranan 

1nasyarakat) yaitu 8 item valid dan I item tidak valid. 
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2. Llji Re\iahihtas 

Tabel 4.4 Reliability Statistics l'cranan l\1asyarakat 

( 'ronb{lch 's Al11ha N of lte1n~ 

.741 

lJntuk 1nclihat rcliabilitas bisa disandingkan antara cronhach's alpha dengan r tabel =-

0,741 > 0,361 n1aka variabcl X2 (pcranan 1nasyarakat) datanya rcliabcl 

Kuesioncr C (Peranan Kepolisian) 

1. Uji Va\iditas 

Tabcl 4.5 Item-Total Statistic Uji V'aliditas Pcranan Kepolisian 

Scale Mean Scale Corrected lte1n- Cronbach's R Keputusan 
if Item \ 1ariancc if Total Alpha if ltctn Tahel 

Deleted ltc111 Deleted ("orrelation Deleted 

ITEM 1 46.10 26.093 .759 .758 .361 Valid 
-

ITEM 2 46.00 25.793 .713 .757 .361 Valid 

ITEM 3 45.93 26.202 .746 .760 .361 Valid 

ITEM 4 45.87 26.533 .707 .764 .36! Valid 

ITEM 5 45.97 26.516 .672 .765 .361 Valid 

ITEM 6 46.00 25.862 .802 .755 .361 Valid 

ITEM 7 46.10 26.369 .702 .763 .361 Valid 
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Untuk n1e1nb;1ndingka11 \·alid atau tidak \'alid yaitu apahila corrcc/e(/ itl'111 :> r tabel, r 

tabclnya dilihat dari n 30 yaitu 0, 361 n1aka iten1 valid dari data di atas variable X3 

(peranan kepolisian) yaitu 7 iten1 valid dan 0 itc1n tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Tabel 4.6 Reliability Statistics Pcranan Kepolisian 

Cronbach's Alpha N of Items 

.788 7 

Untuk 1nelihat re\iabilitas bisa disandingkan antara cronbach's al1Jha dengan r tabel = 

0,788 > 0,361 n1aka variabel X3 (peranan kepolisian) datanya reliable. 

Kuesioner D (Pencegahan Penyalahgunaan Narkoha) 

I. Uji Validitas 

Tabel 4.7 Item-Total Statistics Uji \'aliditas Pencegahan 
Pcnvalahgunaan Narkoha . 

Scale Mean Scale Co1Tected ('ronbach's R Keputusan 
iflte1n Variance if Ite1n-Total Alpha if Ite1n Tabel 
Deleted Item Deleted Correlation Deleted 

ITEM I 70.40 63.490 .479 .753 .361 Valid 

ITEM 2 70.27 64.340 .514 .755 .361 Valid 

ITEM 3 70.27 61.995 .645 .745 .361 Valid 

ITEM 4 70.27 62.685 .739 .746 .361 Valid 

ITEM 5 70.17 62.626 .707 .746 .361 Valid 

ITEM 6 70.23 64.323 .504 .755 .361 Valid 
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·rabel 4.7 Item-Total Statistics Uji Validitas Pencegahan 
Pcnvalahgunaan Narkoha 

Scale rY1cnn Scale Corrected Cronbach's R Keputusan 
if lte1n Variance if Item-Total Alpha if Iten1 Tabcl 
Deleted Iten1 Deleted Correlation Deleted 

ITEM 7 70.30 62.424 .610 .747 .361 Valid -

ITEM 8 70.33 60.43 7 .772 .736 .361 \/al id 
-

ITEM 9 70.27 61.237 .817 .739 .361 Valid 

ITEM IO 70.23 62.116 .798 .743 .361 Valid 
-

ITEM 11 70.07 62.823 .677 .748 .361 Valid 
-

L----- ---

Untuk 1nc1nbandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected item _.,, r tabel , r 

tabelnya dilihat dari n-= 30 yaitu 0, 361 maka item valid dari data di atas variable Y 

(pencegahan penyalahguna<1n narkoba) yaitu 11 iten1 valid dan 0 ite1n tidak \'al id. 

2. Uji Reliahilitas 

Tabel 4. 8 Reliability Statistics Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

Cronbaeh's Alpha N of Ite111s 

.766 11 

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach's alpha dengan r tabel = 

0,766 > 0,361 mak.a variabel (pencegahan penyalahgunaan narkoba) datanya reliable. 
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-------

Peran co!!ahoration ,i;ovcrnancc dalan1 (/r11,g JJrc,·t•ntion di Kabupaten Pur\vaka1ia 

adalah sebagai herikut: 

I. Peran Keluarga 

Peranan kcluarga tcrhadap pcncegahan peny<.Jlahgunaan narkoha di Kabupatcn 

Pur\vaka1ia adalah sebagai berikut: 

I ."! l 7 1 _' G 

Ga1nbar 4.8 Gambaran 11asil Kuesioncr Mengcnai Peran Keluarga 

Berdasarkan hasil penclitian dalam bentuk kues1oncr 1nengenai Peran Kcluarga 

rncnunjukan bahwa 

a. Terdapat 81,55°/o responden sctuju dcngan pemyataan bahwa keluarga 

merupakan te1npat perta1na dalam tnendapatkan pendidikan te11tang bahaya 

nark ob a. 

b. Terdapat 8 l ,90o/o responden yang setuju dengan pemyataan bahwa keluarga 

merupakan tempat pertama yang sangat berpcran dala1n mencegah anggota 

keluarga terlibat dalam kasus narkoba. 

c Tcrdapat 82,59o/o respondcn yang setuju dengan pcrnyataan bahwa sebagai kepala 

keluarga, responden mengctahui mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. 

d. Terdapat 50,69% responden yang setuju dengan pemyataan bahwa sebagai kepala 

keluarga, responden mengetahui cara penyebaran narkoba. 
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e. Hasil penclitian dari kucsioner ini juga n1cnun_jukan hah\va tcrdapat 80.J711to 

respondcn yang sctu.iu dcngan pernyataan bah\\'a scharusny<1 kc\uarga dapal 

111cn1bcrikan inforn1asi a\val tentang bahaya penggunaan narkoba sejuk a\val. 

f. Tcrdapat 77,930;;, responden yang sctuju dcngan pcrnyataan hah\Va kcpala 

keluarga atau orang tua dapat n1enya1npaikan brthaya pcny<llahgunaan narkoba. 

g. Tcrdapat 79.3 l 0/0 respondcn yang setuju dengan pernyataan bah\va rcsponden 

1nenjelaskan tcntang bahaya penyalahgunaan narkoha kcpada anggota 

kcluarganya. 

h. Terdapat 84,14°10 rcsponden yang sctuju dengrtn pcrnyataan bahv.'a kasih sayang 

dala1n kcluarga (1nelindungi, 1ncn.1aga dan 1ncra\vat) 1nerupakan hal yang sangat 

pcnting dalan1 1ncnccgah terjadinya penyalahgunaan narkoba dala1n keluarga. 

1. T erdapat 81. 72°10 responden yang sctuju dcngan pernyataan hah\va rasa saling 

1nengho1111at1 di dala1n keluarga (patuh kepada orang tua, menghargai anggota 

kc\uarga yang lain) 1ncrupakan ha! yang pcnting. 

J. "ferdapat 801;1o rcsponden yang setuju dengan pernyataan bahwa adanya peraturan 

yang ketat dalan1 kcluarga merupakan ha! yang penting dalan1 1nencegah 

tcrjadinya pcnyalahgunaan narkoba. 

k. Terdapar 80.34~10 responden yang sctuju dengan pe111yataan hnhwa terdapat 

kesamaan pendapat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam keluarga 

1ncrupaknn hnl yang pcnting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan 

narkoba. 

I. Tcrdapat 78,45% responden yang setuju dengan pen1yataan bahwa 

penyalahgunaan narkoba dapat dicegah apabila ada rasa sating percaya diantara 

anggota keluarga. 

1n. 'ferdapat 86,03°/o responden yang setuju dcngan pernyataan hahwa penanaman 

ajaran aga1na dala1n keluarga dengan keteladanan 1nerupakan ha! yang sangat 

penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. 

n. Terdapat 78,79% responden yangsetuju dengan pernyataan bahwa sebagai kepala 

keluarga, respondcn 1nengetahui tentang cara mendampingi atau memberi 

informasi, rnengawasi pergaulan anak dalam upaya mencegah penyalahgunaan 

narkoba. 
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o. 'lcrdapat N 1.90(~,-11 responden yang sctu.1u dcngan pernyatailn bah\va pcngavvasan 

orang tua yang baik (1ncn1antau perken1hangan anak, n1c1nantau pergaulan anak) 

1ncrupakan hal yang harus dilakukan jika 1ngin llH.:ncegah terjadinya 

penynlahgunaan narkoha. 

p. cfcrdapat 81,62~--0 respondcn yang setUJU dcngan pcrnyat<.1an bah\VU penana1nan 

disiplin yang kuat tentang 1hadal1, 1nenjalankan tugas-tugas pcndi<likan dan 

111enjaga nilai scrtu no1ma kesopanun n1crupakan ha] yang harus dilakukan olch 

keluarga dala1n 1ncncegah pcnyalahgunaan narkoha. 

Ber<lasarkan hasil penclitian <lari kuesioner Pcranan kcluarga terhadap 

pencegahan penyalal1gunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta <liketahui aspek tertinggi 

atau aspek yang n1endapatkan pcrsetujuan tcrbanyak dari respon<lcn adalah penanaman 

ajaran aga1na dalatn keluarga dcngan keteladanan 1ncrupakan hal yang sangat penting 

dala1n 1ncncegah terjadinya penyalahgunaan narkoba; kasih sayang dalam keluarga 

(melindungi, 1nenjaga dan 1nera\vat) merupakan hal yang sangat penting dalam 

mencegah tcrjadinya penyalahgunaan narkoba dala1n keluarga; dan penanan1an disiplin 

yang kuat tentang ibadah. 1nenjalankan tugas-tugas pen<lidikan dan n1enjaga nilai serta 

nonna kesopanan 1ncrupakan ha! yang harus dilakukan oleh keluarga dalarn mcncegah 

penyalahgunaan narkoba. 

Berdasarkan hasil penclitian dari kuesioner Peranan keluarga terhadap 

penccgahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta dikctahui aspek terendah 

atau aspek yang memiliki persetujuan dcngan persentasi paling sedikit yaitu sebagai 

kepala keluarga, responden mengetahui cara penyebaran narkoba; dalam upaya 

pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut pendapat responden kepala kcluarga atau 

orang tua dapat menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba; dan sebagai kepala 

78 



keluarga. rcspondcn 1nenjclaskan tent;ing bahaya pcnyalahgunaan narkoha kepada 

anggota kcluarga. 

2. Pcran l\.lasyarakat 

Peran 1nasyarakat terhadap pencegahan pcnyalahgunaan narkoba di Kabupaten 

Punvakarta adalah sebagai bcr1kut: 

~12 C~' 

so cc, 

73.C: 

7(, c::: 

7.J.G·: 

7:' r;:: 

/U.U·~ 

68.0G 

66 8( 

80.00 
82.41 

78.10 

3 

83.10 
81.12 

78.62 78.45 

72.41 

Ga1nbar 4.9 Ga1nbaran Hasil Kuesioner Mcngcnai Pcran Masyarakat 

75.00 

Bcrdasarkan has ii penclitian dalan1 bentuk kuesioner tnengenai Peran Masyarakat 

terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, yaitu 

a. Terdapat 80°/o respondcn yang setuju dengan pe111yataan bahwa tingkah laku 

pemuka 1nasyarakat turut mempcngaruhi upaya pencegahan penyalahgunaan 

narkoba. 

b. Terdapat 78, I Oo/o responden yang setuju dengan pemyataan bahwa ad an ya 

organisasi kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal merupakan sarana yang 

penting untuk 1nencegah penyalahgunaan narkoba. 
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c. Terdapat 82,4lo/O responden yang setuju dengan pe111yataan bahVv·a adanya 

kegiatan positif pada organisasi kepc1nudaan sangat pcnting untuk n1cncegah 

Jlenyalahgunaan narkoba. 

d. Terdapat 78,62o/n respondcn yang sctuju dcngan pcrnyataan bahwa tcn1an sehaya 

dalain lingkungan tc1npat tinggal 111crupakan kelon1pok yang sangat berpcngaruh 

dala1n tcrjadinya penyalahgunaan 11arkob<1. 

e. Terdapat 83,IOo/O rcsponden yang setuju <lengan pc111yataan bahwa seharusnya 

1nasyarakat <liberikan kcsc1npatan untuk turut serta dalatn 1nenccgah 

pcnyalahgunaan narkoba n1elalui berhagai kcgiatan sosiahsasi. 

f. Terdapat 81, 72% respond en yang setuju dengan pcmyataan bah\va dalan1 upaya 

pencegahan penyalahgunaan narkoba 111asyarakat n1en1erlukan nonna aturan 

yang kuat. 

g. Terdapat 78,45% responden yang setuju dengan pcn1yataan bah\l.'a adanya 

kesempatan kerja yang luas hagi 1nasyarakat n1crupakan hal penting dalam upaya 

pencegahan penyalahgunaan narkoba. 

h. Terdapat 72,41% respondcn yang sctuju dengan pernyataan bahwa dala1n upaya 

pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan pc1nberdayaan LSM. 

1. Terdapat 75% responden yang sctuju dengan pemyataan bahwa masyarakat saat 

ini sudah berperan sebagai fasilitator dalam mcncegah terjadinya penya\ahgunaan 

narkoba. 

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner Peranan masyarakat terhadap 

pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek tertinggi 

atau aspck yang mendapat persetujuan paling banyak dari responden adalah seharusnya 

masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta mencegah penyalahgunaan narkoba 
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melalui berhagai kcgiatan sos1alisasi: adanya kegiatan pns1t1f pada organisasi 

kcpc1nudaan sangat penting untuk n1encegah pcnyalah):!Ullaan narkoha: dan responden 

yakin bah\va dalan1 upaya pcnccgahan penyalahgunaan narkoba, n1asyarakat 

me1ncrlukan 1101111a aturan yang kuat. 

Bcrdasarkan 11asil pcnelitian dari kuesioner Pcranan 111asyarakat tcrhadap 

pencegahan penyalnhgunaan nnrkoba di Kabupaten Pur\vakarta dikctahui aspek terendal1 

atau rcsponden dengan pcrscntasi persetujuan paling scdikit adalah upayn pencegahan 

penyalahgunaan narkoba cliperlukan pe1nbcrdayaan I ,SM: 111asyarakat saat ini sudah 

berperan scbagai fasilitator dulan1 1ncnccgah tcrjadinyn penyalahgunaan narkoba; dan 

adanya organisasi kcn1asyarakutan di lingkungan ten1pat tinggal 1nerupakan sarana yang 

penting untuk 1nencegah penyalah&runaan narkoba. 

3. Pcran Kepolisian 

Peran Kepolis1a11 terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten 

Punvakarta adalah scbagai bcrikul 

~ .L':; 

Jo c·.J 

2, er: 

83.28 

86.38 

81.72 

87.41 

85.17 

83.28 
83.79 

Gambar 4.1 O Gambaran Hasil Kuesioner Mengenai Peran Kepolisian 
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Bcrdasarkan hnsil pcnclit1an dari kuesioner Peranan Kepolts1an terhadap bahaya 

pcnyalahgunaan narkoba. yaitu: 

a. Ter<lapat 83.28o/o yang sctuju dcngan pernyataan hah\va dalan1 upaya pencegahan 

pcnyalahgunaan nnrkoba. peran kepolisian adalah 111c1nbina Jan 1ne1nberikan 

penyuluhan kepada n1asyarakat. 

h. l'erdapat 81. 72% responden yang setuju dengan pernyataan bah\va dala1n upaya 

pcnccgahan penyalahgunaan narkoba. peran kepolisian actalah dengan n1elakukan 

patrol atau operasi rutin. 

c. Tcrdapat 86,38% respondcn yang setuju dengan pernyataan bah\va dalan1 upaya 

pcncegahan pcnyalahgunaan narkoba, peran kepolisian adalah dengan n1clakukan 

penangkapan pada bandar narkoba. 

d. Terdapat 87 ,41 o/o respond en yang setuju dengan pernyataan bah\va dalam upaya 

pencegahan penyalahgunaan narkoba pcran kcpolisian adalah dengan rnclakukan 

pcnangkapan pada pcnge<lar narkoba. 

e. Terdapat 83,28% rcspondcn yang setuju dengan pcrnyataan hahwa dala1n upaya 

pencegahan penyalahgunaan narkoha peran kepolisian adalah dcngan n1elakukan 

penangkapan pada pcngguna narkoba. 

f. Terdapat 83,79°/o responden yang setuju dengan pernyataan hahwa dala1n upaya 

pencegahan penyalahgunaan narkoha peran kepolisian adalah dengan melakukan 

penggeledahan dan penyitaan narkoba. 

g. Terdapat 85,17% responden yang setuju dengan pemyataan bahwa dala1n upaya 

pencegahan pcnyalahgunaan narkoba, peran kepolisian a<lalah dengan rnelakukan 

penyidikan terhadap kasus narkoba dengan benar. 
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Bcrdasarkan hasil penelitian dari kucsioner Peranan kepolisian terhadap 

pencegahan penyalahgunaan narkoha di Kahupaten Purwakarta diketahu1 aspek 

tertinggi atau aspek yilng 111e111iliki _ju1nlah persetujuan paling hanyak dar1 respondcn 

adalah upaya pencegahan pcnyalahgunaan narkoba pcran kcpolisian adalah dengan 

melakukan penangkapan pad.-i pengguna 11arkoba; responden percaya hah\Vil dala1n 

upaya penccgahan penyalal1gunaan narkoha ])Cran kepolisian adalah dengan 

melakukan penangkapan pada handar narkoba; dan responden percaya bah\va dala1n 

upaya pencegahan pcnyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan 

melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba dengan benar. 

Berdasarkan basil penclitian dari kuesioner Peranan kepolisian terhadap 

pcncegaha11 penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek 

terendah atau aspek dcngan pcrscntasi persetujuan paling scdikit dari responden adalah 

upaya pcnccgahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan 

melakukan patrol/ oprasi rutin: dala111 upaya penccgahan penyalahgunaan narkoba, 

peran kepolisian adalah 1ne1nbina dan n1cmbcrikan penyuluhan kepa<la 1n<1syarakat 

dan dalan1 upaya pcnccgahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan 

melakukan penangkapan pada pengguna narkoba. 
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4. Pencegahan Narkoba 

Penccgahan pcnyalahgunaan Jlilrkoha di Kabupatcn Pur\vakilrta adalnh scbaga1 berikut, 

84.31 

87 /4 
83 10 

7(,_0C 30.69 80.17 
78.62 78_9 i 

77.93 78.10 18 10 

74.00 76.72 

12.00 

1 \ 7 

Gambar 4.11 Gambaran Hasil Kucsioncr Mengenai Pencegahan Narkob<1 

Bcrdasarkan hasil pcnelitian d<1ri kucsioncr Pencegahan Narkoha n1cnunjukan 

bah\VU 

a. Terdapat 76,72% responden yang setuju dcngan pcn1yataan bahv.;a dengan 

adanya penyuluhan yang intensif dar1 organisasi ke1nasyarakatan saat ini tingkat 

pencegahan narkoba menjadi se1nakin baik. 

b. Terdapat 80,69% responden yang setuju dcngan pernyataan bah\va dengan 

adanya peran kcluarga, tingkat kesadaran tentang hahaya narkoba se1nakin baik. 

c. T erdapat 80, l 7o/o rcsponden yang setuju dengan pernyataan hah\va dengan 

adanya penyuluhan yang intensif dari kepolisian, saat ini tingkat pencegahan 

narkoba semakin baik. 

d. Terdapat 78,62o/o responden yang setuju dengan pemyataan bahwa dengan 

adanya kepedulian yang tinggi dari masyarakat, saat ini upaya pencegahan 

narkoba semakin berhasil. 
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c. Tcrdapat ~2,24°0 rcspondcn yang setuju dengan pcrnyataan hah\va dalan1 upaya 

pen<.:egahan penyalahgunaan narkoba dar1 bcrbagai pihak. n1cnurut pengatnatan 

rcspondcn saat Hll 1nasyarakat sc1nakin \\'aspada tcrhadap hahaya 

penyalahgunaan narkoba. 

t: crcrdapat 78,971
,
1

0 rcspondcn ya11g setuju dengan pc111yataan bah\va penyuluhan 

tcntang hidup sehat dari aparat pe1nerintah sudah bcrhasil n1encegah te1jadinya 

penya!ahgunaan narkoba. 

g. Terdapat 77,93°,-o responden yang sctuju dengan pe111yataan bah\va dalan1 upaya 

pencegahan pcnyalahgunaan narkoba, n1enurut pengan1atan rcspondcn, 

dipcrlukan pcran fastlitator. 

h. Terdapat 78, I 0°/o respondcn yang setuju bahwa dalan1 upaya pencegahan 

penyalahgunaan narkoba dipcrlukan peran koordinator dari niasyarakat dan 

pemerintah. 

1. Terdapat 83, I 0~1o responden yang setuju dengan pemyataan bahwa peran 

koordinator dari kepolisian JUga diperlukan da[an1 upaya pencegahan 

penyalahgunaan narkoba. 

J. Terdapat 84,31~-() respondcn yang sctUJU bahwa diperlukan adanya kondisi yang 

terbina yang haik antara instansi tcrkait dengan masyarakat akan bahaya narkoba. 

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioncr terhadap pencegahan 

penyalahgunaan narkoba di Kabupatcn Pt1f\vakarta diketahui aspek tertinggi atau aspek 

yang 1nendapatkan persetujuan paling banyak dari responden yang adalah diperlukan 

adanya kondisi yang terbina yang baik antara instansi terkait dengan masyarakat akan 

bahaya narkoba; peran koordinator dari kepolisian juga diperlukan dalatn upaya 

pencegahan penyalahgunaan narkoba; dan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan 
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narkoha dari bcrbaga1 pihak. n1enurut penga111atan responden saat ini n1asyarakat 

scmakin \vaspada tcrhndap hahaya penyalahgunaan narkoba. 

Berdasarkan hasil penelitian dari kucsioner terhadap penccgahan pcnccgahan 

penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pur\\.'akat1a dikctahui aspck tcrcndah atau aspek 

yang n1e1niliki persentasc persetujuan paling scdikit adalah dcngan adanya penyuluhan 

yang intensif dari organisasi kc1nasyarakatan saat int tingkat penccgahan narkoba 

mcnjadi se1nakin baik dala111 upaya penccgahan pcnyalal1gunaan narkoba, 111cnurut 

pengamatan responden, dipcrlukan pcran fasi!itator: dan dala1n upaya pcnccgahan 

penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari n1asyarakat dan 

pcmcrintah. 

Hasil Regresi Pengaruh Peranan Kcluarga, Masyarakat, Kepolisian Terhadap 

Pcncegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupatcn Pur"·akarta 

1. Pcngaruh Peranan Keluarga Terhadap Pcncegahan Penyalahgunaan Narkoba 

Di Kabupaten Pur\\'akarta 

a. Korclasi 

Berikut adalah table pedoman korelasi yang dijadikan panduan untuk 

menentukan tingkat korelasi: 
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l'ahcl 4.9 Pcdon1an lnterpretasi Kocfisien Korclasi 

Interval Koefisien -~;fH-ubungan --, 

---o-_o_o ____ -o_-1_9_9---1- ---s:;;;gat Rendah ~ 
0,20 - 0,199 Rcndah 

I 

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

~--o-_soo-1,ooo----r-s-;,~iia1 Kua• j 

Tabcl 4. 10 Correlations Peranan Keluarga tcrhadap Penccgahan Narkoba 

Pe11cegahan 
Peranan Keluarga Narkoba 

Pearson Correlation l ,681 .. 

Sig. (2-Tailcd) .000 

N 144 144 

Pearson C'orrelation .6s 1 •• l 

Sig. (2-taile<l) .000 

N 144 144 

**.Correlation 1s s1gn1ficant at the 0.01 level (2-tailed). 

Pada hasil uji korelasi di atas, dite1nukan korelasi antara Pcranan Ke\uarga 

terhadap Pencegahan Narkoba scbcsar 0,681 dcngan tingkat signifikasi p= 0,000 <, 

a = 0,05 kemudian Jika dibandingkan dengan nilai r1uhf'I sebesar 0, 159 diperoleh 

berdasarkan jumlah N = 144, maka nilai r1>imng0,68 I Jebih besar daripada rra/)('/ (0,68 l 

> 0, 159). Kesi1npulannya terdapat hubungan antara Peranan Keluarga dcngan 

Pencegahan Narkoba bcrada pada tingkat kuat dan berharga positif. 
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b. Uji Signifikansi Korelasi 

Uji signitkasi korclasi di\akukan n1ch1lui uji t dengan bantuan progran1 SPSS 

versi 17 .00 for \Vindows sebagai bcr1kut: 

'f'abel 4. 11 Coefficientsa Pc ran an Kcluarga tcrhadap Pcnccgaha11 N arkoba 

lJnstandardized Standardized 

Coetlicicnts ('ocfficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 6.700 1.990 3.367 .000 

Peranan Keluarga .425 .038 .681 11.067 .000 

a. Dependent Vanable: Pencegahan Narkoba 

Berdasarkan tabel di atas, dipcrolch hiiiung sebcsar 11,06 7 sedangkan pada taraf 

signifikansi 0,05 dcngan dk ( 144-2) = 142 dipcrolch angka scbesar 1.645. Ternyata lhLtung 

11,067 > t1abd 1,645. Dengan de1nikian terdapat korelasi positif dan signitikan antara 

peranan keluarga denga11 pencegahan narkoba. 

c. Analisis Koefesien Determinasi 

Anahsis detenninan di1naksudkan untuk 1nengetahu1 seberapa besar kontribusi 

variable XI terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. 

Koefesien detenninasi ini di hi tung dengan mcnggunakan SPSS versi 17. O_for \t1indov.,·s, 

sebagai berikut 
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Tabcl 4. 12 l\'lodel Sun1mary Peranan Kell1arga terhadap Pencegahan Narkoba 

('hangc Statistics 

R Square 

Change F ('hange dfl dt2 Sig. F C'hange 

I .463" 122.475 I 142 .000 

a. Predictors: (('onstant), Peranan Kcluarga 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperolch hasil R Square sebesar 

0,463 ntau 46,3 ~lo. Hal ini herarti bahv./a peranan kcluarga n1en1herikan kontribusi 

scbcsar 46.3o/o terhadap pencegahan narkoha sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. 

d. Analisis Regresi 

Untuk n1engetahui hcntuk kurelasi peranan keluarga terhadap pencegahan 

narkoba maka dilakukan analisis regrcsi sederhana dengan 1nenggunakan progran1 s·p5;5 

versi J 7. 00 JOr 1-rindott:s, dcngan basil sebagai herikut: 

Tabel 4. 13 Coefficientsa Pcranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 6.700 1.990 3.367 .001 

PERANAN .425 .038 .681 11.067 .000 
KELUARGA 

a. Dependent Vanable: Pencegahan Narkoba 

Dari basil perhitungan di atas diperoleh rcgresi arah regresi (b) sebesar 0,425dan 

konstanta sebesar 6,700. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua 

variabel tersebut oleh persamaan regresi sebagai berikut: 
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Y ~ 6, 700 + 0,425 Xl 

Sctclah 111engetahui kctcrkaitan ant<1ra peranan kcluarga dcngan pcn<.:<.:gah:Jn 

narkoba, selanjutnya dilakukan pcngu_iian sign1fikans1 korclasi dengan n1enggunakan uji 

F. Uji signifikansi ini untuk n1cnetukan npakah peranan kelu<Jrga ~ignitikan tcrhadap 

pcnccgahan narkoba. 

'fabel 4. 14 Anovah Peranan Keluarga terhadap Pcnccgahan Narkoha 

Sum of 

Model Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 844.129 I 844.129 122.475 .oooa 
Residual 978.698 142 6.892 

Total 1822.826 143 

a. Predictors: (Constant). Pcranan Keluarga 

b. Dependent Variable: Pcncegahan Narkoba 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 122.475 

sedangkan F tabcl pa<-la tingkat kepercayaan 95~{1 <lengan dk (n-2) = 142 diperolch harga 

F tabel sebcsar 3,84 Setelah <liketahui harga F1inu11g clan Fwt>d ternyata F1i1tun:; 122.4 75 > 3,84 

Frnbcl <lengan dc1nikian, dapat disimpulkan bahv.·a ter<lapat pengaruh yang signifikan dari 

peranan keluarga terhadap pcncegahan narkoba. 
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2. Pcngaruh Peranan l\'fasyarakat Terhadap Pcncegahan Pcnyalahgunaan 

Narkoba Di Kabupatcn Purtt·akarta 

a. Korelasi 

Hasil korclasi antara peranan n1asyarakat <lengan pencegahan pcnya!ahgunaan 

narkoba dijelaskan pada Tabel berikut: 

Tabet 4. 16 Correlations Pcranan !\1asyarakat 'ferhadap Pcnccgahan 

Penyalahgunaan Narkoba 

Peranan Pencegahan 
Masyarakat Narkoba 

Pearson Correlation 1 .563** 

Sig. (2-tailcd) .000 

N 144 144 

Pearson Correlation .563,. 1 

Sig. (2-tailed) .000 

N 144 144 

**.Correlation is significant al the 0.01 level (2-tailed). 

Pada basil uji korelasi di atas. ditemukan korclasi antara Peranan Keluarga terhadap 

Pencegahan Narkoba scbcsar 0,563 dcngan tingkat signifikasi p= 0,000 <. a = 0.05 

ke111udian Jika dibandingkan dengan nilai rur1w1 sebesar 0, 159 diperoleh berdasarkan 

jumlah N = 144, maka nila1 r1iuung0,563 lebih besar daripada r111bel (0.563 > 0,159). 

Kesimpulannya terdapat hubungan antara Pcranan Masyarakat dengan Pcncegahan 

Narkoba berada pada tingkat kuat dan berharga positif. 
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b. Uji Signifikansi Korelasi 

lJji signifkasi korclasi dilakukan 1nclalui uji t dcngan bantuan progra1n 

SPSS versi 17 .00 f{)r \Vindo\vs schagai berikut: 

Tabel 4. 17 Coefficientsa Peranan l\.lasyarakat 'l'erhadap Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba 

Unstandardized Standardized 

Coefficients C'oetlicients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 15.007 1.691 8.872 .000 

Peranan .571 .070 .563 8.117 .000 

Masyarakat 

a. Dependent Vanable: Pcnccgahan Narkoha 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh th11ung sebesar 8, 117 se<langkan pa<la taraf 

signifikansi 0,05 dengan dk ( 144-2) = 142 diperoleh angka sebesar 1.645. Ten1yata thitung 

8, 117 > tiahel 1,645. Dengan de111ikian terdapat korelasi positif dan signifikan antara 

peranan masyarakat dengan pencegahan narkoba. 

c. Analisis Koefesien Determinasi 

Anahsis determinan dimaksudkan untuk 1ncngetahui seberapa besar kontribusi 

variable Xl terhadap variahel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. 

Koefesien determinasi ini dihitung dcngan menggunakan SP5iS versi 17. O_for vcindo\.t'S, 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. 18 J\lodel Sumn1ary Peranan J\fasyarakat Terhadap Penccgahan 

J>enyalahgunaan Narkoba 

Change Statistics 

!{Square F Sig. f 

Change Change dfl df2 C'hangc 

1 .317 .312 2.961 .317 65.888 1 142 .000 

a. Predictors: (C:onstant), Peranan Masyarakat 

Ber<lasarkan hasil pcrhitungan pada tabel di atas. <liperoleh hasil R Square sebesar 

0,317 atau 31, 7 1}0. 1 Ia\ ini bcrarti bahwa peranan 1nasyarakat 1nemberikan kontribusi 

sebesar 31, 7(Yo tcrhadap pcncegahan narkoba seda11gkan sisanya dipcngaruhi faktor lain. 

d. Analisis Regresi 

LJntuk tnengetnhui bentuk korclasi peranan 1nasyarakat terha<lap penccgahan 

narkoba 1naka dilakukan analisis regresi sederhana dcngan menggunakan progran1 SPSS 

versi 17.00 for 1'1'indoH'S, dengan hasil sebagai bcrikut: 

Tabel 4. 19 Coefficientsa Peranan Masyarakat Tcrhadap Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkoba 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 15.007 1.691 8.872 .000 

Peranan Masyarakat .571 .070 .563 8.117 .000 

a. Dependent Vanable: Pencegahan Narkoba 
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Dari hasi1 perhitungan di alas diperoleh regrcsi arnh regrcsi (b) scbcsar 0.571 dan 

konstanta sebesar 15.007. Selanjutnya dapat d1gan1barkan bentuk hubungan antara kcdua 

variabcl tersebut olch pcrsa1naan rcgrcs1 sehagai herikut: 

Y = 15. 007 + 0, 571 Xl 

Setelah n1cngctahui keterkaitan antara peranan 1nasyarakat dcngan pcncegahan 

narkoha. selanjutnya dilakukan penguj1an signifikansi korelasi dcngan n1enggunakan uji 

F. lJji signifikansi ini untuk 1ncnetukan apakah peranan 1nasyarakat signifikan terhadap 

penccgaha11 narkoba. 

Tabel 4. 20 Anovab Peranan !\tlasyarakat 'rerhadap Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba 

Su1n of 

Model Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 577.729 I 577.729 65.888 .oooa 

Residual 1245.097 142 8.768 

Total 1822.826 143 

a. Predictors: (Constant), Pcranan Masyarakat 

b. f)epc11dcnt Variable: Pencegahan Narkoba 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 65,888 

sedangkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95o/o dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga 

F tabel sebesar 3,84 Setelah diketahui harga Fhimng dan F1nbel temyata Fhitung 122,475 > 
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l,84 F1at>d Dengan den1ik1an, dapat disin1pu!kan hah\va terdapat pengaruh yang signifikan 

dar1 per<Jnan n1asyarakat terhadup pcncegahan narkob<i. 

3. Pengaruh Pera11an Kepolisian Tcrha<lap Pcnccgahan Pcnyalahgunaan 

N arkoba Di Kabupaten Pur\Yakarta 

a. Korclasi 

Hasi\ analisis korelasi antara peranan kepolisian dcngan penyalahg11naan 

narkoba di Kahupatcn Purv.,1akarta dijelaska11 pada Tabcl bcrikut: 

Tabcl 4. 22 Correlations Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba 

Pencegahan 
Peranan Polisi Narkoba 

Pearson ('orrelation I .672 .. 

Sig. (2-lailcd) .000 

N 144 144 

Pearson C'orrelation .672 .. I 

Sig. (2-lailed) .000 

N 144 144 

**.Correlation ts s1gn1ficant at the 0.01 level (2-tailed). 

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Kepolisian 

terhadap Pencegahan Narkoba sebesar 0,672 dengan tingkat signifikasi p= 0,000 <, 

a= 0,05 kemudian Jika dibandingkan dengan nilai r1ah~1 sebesar 0,159 diperoleh 

berdasarkanjumlah N = 144, 1naka nilai r1i111111g0,672 lebih besar daripada r1a1>c1 (0,672 
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·, 0.159). Kesimpulannya terdapat hubungan antara Perannn f\.1asyarakat dcngan 

Penccgahan Narkoba hcrada pada tingkat kuat Jan hcrharga positif. 

ll. llji Signifikansi Korelasi 

lJji signifkasi korelasi di!akukan nu:lalui uj1 t dengan hantuan program 
SPSS versi 17.00 for windows sebagai hcr1kut: 

Tahel 4. 23 Coefficientsa Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkoba 

Unstandardized Standardir.ed 
Cocflicicnts Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 6.619 2.046 J.235 .002 

PERANAN .621 .057 .672 10.801 .000 
KEPOLISIAN 

a. Dependent Variable; Pencegahan Narkoba 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh t11i1ung sebesar I 0,801 sedangkan pad a taraf 

signifikansi 0,05 dengan dk ( 144-2) = 142 diperoleh nngka sebesnr 1,645. 'l"ernyata h1i1un)' 

10,801 > l1abd 1,645. Dengan demikian tcr<lapat korclasi positif dan signifikan antara 

peranan Kepolisian dengan pencegahan narkoba. 

c. Analisis Kocfesien Detcrminasi 

Analisis deterrninan dimaksudkan untuk 1nengetahui seberapa bcsar kontribusi 

variable X 1 terhadap variabel Y yang berlaku untuk scluruh populasi yang diteliti. 

Koefesien determinasi ini dihitung dcngan menggunakan SPSS versi 17.0.for l"o:indoii·s, 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. 24 J\lodel Sun1n1ary Pcranan Kcpolisian Tcrhadap Pcnccgahan 

Pcnyalahgunaan Narkoba 

('hangc Statistit:s 

R Square F Sig. F 

Change Change dfl dt2 ('hangc 

1 .451 .447 2.655 .451 116.667 I 142 .000 

a. Predictors: (Constant), Pcranan Kcpolisian 

Berdasarkan hasil perhitungan pada label di atas. diperoleh hasil R Square sebesar 

0,451 atau 45, I %. Hal ini hcrart1 hah\va peranan Kepolisian n1e1nberikan kontribusi 

sebesar 45, I o/o terhadap pcncegahan narkoba scdangkan sisanya dipcngaruhi faktor lain. 

d. Analisis Regresi 

Untuk 1nengetahui bcntuk korclasi pcranan n1asyarakat terhadap pencegahan 

narkoba 111aka Jilakukan analisis rcgrcsi se<lerhana dengan n1c11ggunakan progra1n 5'PSS 

versi 17. 00.for ..,,.,:indo'Ms, dengan basil sebagai berikut: 

Tabel 4. 25 Coefficientsa Peranan Kepolisian Terhadap Pcncegahan 
Penvalahgunaan Narkoha . 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 6.619 2.046 3.235 .002 

PERANAN .621 .057 .672 10.801 .000 
KEPOLIS!AN 

a. Dependent Vanable: Pencegahan Narkoba 
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Dari has ii pcrhitungan di at as dipcrnlch reg:rcsi a rah rcgresi (h) sebesar 0.62 l dan 

konstanta scbesar 6.619. Maka dapat digan1harkan hentuk hubungan antarn kcdua 

variabel terscbut olch pcrsan1aan regres1 

Y=6,619+0,621Xl 

Setelah 1nengetahui kctcrkaitan nntara pcranan kcpolisian dcngan penccgahan 

narkoba, sclanjutnya dilakukan pengujian sign1fikansi korelasi dengan 1ncnggunakan uji 

F. lJji signifikansi ini untuk 111cnetukan a1Jakah pcranan kepolis1an signifikan terhadap 

penccgahan narkoha. 

Tabel 4. 26 Anovah Peranan Kepolisian l'erhadap Pencegahan Penyalahgunaan 
Narkoba 

Sum of 
Model Squares Of Mean Square F Sig. 

Regression 822.153 I 822.153 116.667 .000" 

Residual 1000.674 142 7.047 

Total 1822.826 143 

a. Predictors: (Constant), Peranan Kepolisian 

b. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 116,667 

sedangkan F tabcl pada tingkat kepercayaan 95°10 dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga 

F tabel sebesar 3,84 Setelah diketahui harga F11itu11g dan Ftabel temyata F1111ung 116,667 > 

3,84 Ftabel Dengan de1nikian, dapat disi1n1>ulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dari peranan kepolisian terhadap pencegahan narkoba. 
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4. Pengaruh Peranan Keluarga, !\'laS)'arakat Dan Kepolisian Terhadap 

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoha Di Kabupaten Purwakarta 

a. .t\.nalisis Koefesien Korelasi Ga11<la 

Analisis koefcsien ganda di1naksudkan untuk 1nengetal1ui derajat keterkaitan atau 

huhungan antara peranan kcluarga, n1asyarakat dan kcpolisian berkelanjutan (secara 

bersa111a-san1a/si1nulta11) terhadap pcnccgahan pcnyalahgunaan narkoba. lJntuk uji 

korelasi ini n1cnggunakan ru1nus korclasi ganda. 

Tabcl 4. 27 l\.1odcl Summar)' Pcranan Kcluarga, l\.1asyarakat Dan Kepolisian 

Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoha 

Change Statistics 

R 
Square F Sig. F 
Change Change d!1 df2 Change 

I .7993 .638 .630 2.172 .638 82.159 3 140 .000 

a. Predictors: (Constant), Peranan Keluarga, Pcranan Masyarakat, Peranan Kepohs1an 

Dari tabel di atas diketahui has ii korelasi (R) sebcsar 0, 799 yang bcrarti bahwa 

terdapat korclasi ganda yang positif dari peranan keluarga, peranan masyarakat dan 

peranan kepohsian terhadap penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan kriteria harga 

koefesien korelasi fhitung 0, 799 menunjukkan tingkat hubungan kuat. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi ganda positif yang sedang antara peranan 

keluarga, peranan rnasyarakat dan peranan kepolisian terhadap penyalahgunaan narkoba. 
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b. Lji Signifikansi Korelasi Ganda Peranan Keluarga, i\1asyarakat Dan 

Kcpolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

Uji signifkasi korelasi dilakukan 1nelalui u_ii t dengan bantuan pro grain S'/1SS' 1·crsi 

17.00./or irinlloii's sebagai berikut: 

Tabel 4. 28 Anovab Peranan Keluarga, l\'lasyarakat Dan Kepolisian l'erhadap 
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 1162.514 3 387.505 82.159 .oooa 
Residual 660.313 140 4.717 

Total 1822.826 143 
.. 

a. Predictors: (Constant), Peranan Pol1s1, Peranan Kcluarga, Peranan Masyarakat 

b. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung scbcsar 82, 159 sedangkan 

FtJhrl pada tingkat kepercayaan 95o/o dengan dk (n-2) = 142 dipcroleh harga F1,1he1 sebesar 

3,84 Setelah diketahui harga F hitung dan F label ten1yata F hitung 82, 159 > 3,84 F tabel 

Dengan demikian, dapat disitnpulkan bah\va terdapat korelasi ganda positif yang 

signifikan antara peranan keluarga, peranan 1nasyarakat dan pcranan kcpolisian terhadap 

penyalahgunaan narkoba. 

c. Analisis Koefesien Determi11asi 

Analisis determinan dimaksudkan untuk 1nengetahui seberapa besar kontribusi 

variabel XI dan variabel X2, X3 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi 

yang diteliti. Koefesien deterrninasi ini dihitung dengan menggunakan SPSS 1·crsi 17. 0 

for tvindott-'S, sebagai berikut: 
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Tabcl 4. 29 Model Summary Peranan Keluarga, l\1asyarakat Dan Kepolisian 
crerhadap Pence~ahan Pcn,valahgunaan Narkoba 

Change Statistics 

R 
Square F Sig. F 
('hange c:hange dfl df2 c:hange 

I .799" .638 .630 2.172 .638 82.159 3 140 .000 

a. Predictors: (Constant), Peranan Keluarga, Pcranan Masyarakat, Pcranan Kcpolisian 

Berdasarkan hasil pcrhitungan pada tabcl di atas, dipcrolch hasil R Square scbesar 

0,638 atau 63,8<}0. Hal ini herarti hah\va peranan keluarga, n1asyarakat dan kepolisian 

1ne1nberikan kontribusi scbcsar 63,8o/o terhadap penccgahan narkoha. sedangkan sisanya 

dipengaruhi faktor lain. 

d. Analisis Regresi Ganda 

Untuk mengetahui bentuk korelasi pcranan kcll1arga, tnasyarakat dan kepolisian 

terhadap pencegahan narkoba 1naka dilakukan analisis rcgresi sedcrhana dengan 

n1enggunakan program SPSS' i·ersi 17. 00_/0r H'indo11·s, dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 30 Coefficients~ Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian 
Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

Standardize 

Unstandardized d 
Coetli.cicnts Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.653 1.944 850 

Peranan Keluarga .267 .039 .427 6.900 

Peranan Masyarakat .124 .065 .122 1.901 

Peranan Polisi .382 .057 .414 6.746 

a. Dependent Vanable: Pencegahan Narkoba 

.000 

.000 

.000 

.000 
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·rahel 4. 31 CocfficicntsH Pcranan Kcluarga, l\'lasyarakat Dan Kepolisian 
Tcrhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

UnstandardiLcd 
Standardize 

d ('ocfficients 
Coefficients 

II Std. Error Beta 

((:onstant) 20.114 7.024 I (C'onstant) 

Kualitas Kehidupan .548 .110 .347 Ku8litas 
KCIJ<l Kehidupan 

Kerja 

Pengc1nbangan .424 .109 .272 Penge1nb<-1ngan 
Keprofes1an Kcprofcsian 
Berke!anjutan Berkelanjutan 

Dari hasil pcrhitungan di 8tas dipcrolch regrcsi arah regresi (b 1) sehesar 0,267, 

(b2) sebesar 0,124 dan (b3) sebcsar 0,382 konstanta sebesar (a) 1,653. Maka dapat 

diga1nbarkan bentuk hubungan antara ketiga variabel tersebut oleh pcrsa1naan rcgresi 

sebagai berikut: 

Y = 1, 653 + 0, 267 Xl + 0, 124 X2 + 0, 382X3 

J-fal ini dapat menjclaskan bahwa peningkatan satu unit Peranan Keluarga, 

Perannn Masyarakat dan Peranan Kcpolisian akan diikuti ,dengan peningkatan nilai 

pencegahan narkoba. 
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C. Pcn1bahasan Hasil Pcnclitian 

1:3crdasarkan has1l pcnclitian bah\va terdapat hubungan positif antara peranan 

keluarga dengan penccgahan narkoba. Aspck tcrtinggi dala1n pcranan kcluarga tcrhadap 

pcnccgahan pcnyalahgunaan narkoha di Kahup<Jten Pur""'akarta adalah kriteria-kritcria 

dalan1 keluarga schat dan bahagia yang tcrdapat pada penelitian Nick St1nnet dan John 

De Frain (dala1n Hidayat, 2013) studi dan penelit1an yang berjudul "The National Study 

on Fan1ily Strengths". Dari basil pcnclitiannya tcrhadap keluarga-kcluarga A1ncrika. 

kcdua sarjana terscbut n1endapatkan ru1nusan untuk 1nenjadi syarat suatu kcluarga yang 

disebut keluarga bal1agia dan sehat (happy and healthy fa1nily), yaitu paling sedikit harus 

terpenuhi beherapa kriteria, yaitu: I. Mcn1punyai Landasan Agama Kehidupan beragama 

(penghayatan dan pcngan1alannya) dalan1 ru1nah tangga sangat dianjurkan. Karena hanya 

dala1n agamalah terkandung nilai-nilai 1noral yang sifatnya ahadi. 2. Selalu Bersan1a 

Keluarga Dalam 1nasyarakat 1nodcm, ikatan keluarga sering mudah longgar. Karena 

kesibukan, jarang me1npunyai \\.:aktu untuk hersan1a. sehingga nierupakan faktor yang 

mendukung terjadinya kesenjangan, antara orangtua dan anak. Oleh karena itu sesibuk

sibuk apapun, tetap luangkan waktu untuk keluarga. 3. Mempunyai Pola Ko1nunikasi 

yang Baik Komunikasi yang tcrjadi sering kali satu arah dan instruktif sifatnya. Bila 

demikian halnya, maka kondisi demikian itu 1ncrupakan faktor yang 1nendukung bagi 

tcrjadinya disfungsi/disham1oni keluarga. Maka komunikasi yang bersifat dua arah, 

demokratis dan emosio11al ( dengan perasaan) yang hangat antara orangtua dan anak

anak, menyebabkan bila terjadi suatu masalah, cepat dapat ditanggapi dan diselesaikan. 

4. Saling Menghargai Saling menghargai antara suarni isteri, demikian juga pada anak

anak, amatlah dianjurkan bagi hubungan yang baik antara sesarna anggota keluarga. 

Pemberian perhatian ataupun penghargaan dan support agar yang akan datang dapat lebih 
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baik. 5. A<lanya lkatan Kekeluargaan Keluarga harus 1ncrupakan suatu 1katan dinan11s 

yang 1ncn1ungkinkan para anggota kcluarga itu bcrkc1nbang dan tu1nbuh. O\eh karena itu 

keluarga scbagai suatu kelo1npok. 

Schuah keluarga yang sehat dan hahagia rnen1iliki peran yang positif pada 

pcnccgahan penyalahgunaan narkoha. Dari ha! tcrsebut dapat diketahui bah\va betapa 

pentingnya mernbcntuk keluarga schat dan bahagia, ini nlerupakan ke\vajiban dan 

tanggung ja\vab para orangtua, untuk pcmbinaan pcrkc1nhangan ji\Va anak yang 

1nerupakan generasi penerus bangsa. Perubahan-perubahan sosial scbagai konsckucnsi 

1nodcrnisasi sering kali mcnyebabkan tali ikatan keluarga menjadi longgar. Apabi!a hal 

ini ti<lak disadari dapat berakibat lebih jauh yang pad a gilirannya dapat herakihat rcrnaja 

sebagai tidak rnendapatkan nonna-norina dan tcrjerurnus pada pcnyalahgunaan narkoha. 

(Hcrdajan1 dan Rosalinda dalarn Pro siding Seminar Nasional Parenting, 2013 ). 

Untuk itu peranan keluarga tcrhadap penccgahan penyalahgunaan narkoba di 

Kabupaten Purwakarta adalah dalarn penanaman ajaran agan1a dalan1 ke\uarga dengan 

keteladanan; kasih sayang dala1n keluarga (n1elindungi, 1nenjaga dan 111era\vat); dan 

penanaman disiplin yang kuat tentang ibadah, 1nenjalankan tugas-tugas pendi<likan dan 

111enjaga nilai serta norma kcsopanan. 

Penelitian sebelumnya pun nlenyatakan hasil yang sa1na, dala1n penelitian Peran 

Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Yogyakarta Oleh 

Emun Noviani (2009) menjelaskan bahwa peran keluarga dalarn mencegah 

penyalahgunaan narkotika menempatkan posisi orangtua sebagai quot;central control 

quot~ remaja untuk berpartisipasi aktif membimbing, mendidik, 1nengawasi dan 

memberikan motivasi langsung kepada anak remaja agar terhindar dari penyalahgunaan 
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narkotika. Kcpala kcluarga atau orang tua 1ncrupakan kontro! utan1a dalan1 keluarga 

harus bc111cran aktif dalan1 pcnccgahan pcnyalahgunaan narkoha. 

Peranan 111asyarakat n1cn1ilik1 pcngaruh yang signif1kan tcrhadap penccgahan 

narkoba Hal ini sejalan <lengan salah satu prinsip kulaborasi atau ke1nitraan Suharyanto 

dalam Subarsono (2016: 185-186), yaitu kclon1pok 1nasyarakat tidak scdikit yang 

memihki potensi atas ke1na1npuan yang <lin1iliki. Nan1un tcrhalang pada kctcrbatasan. 

Pada pcnclitian ini dikctahui bah\va 111asyarakat hersedia dan ingin diberikan kesen1patan 

untuk turut scrta mcnccgab pcny<1lahgunaan narkoba 1nelalui berbagai kegiatan 

sosialisasi. 

Kerjasama antara institusi pen1erintah dan masyarakat biasanya di dorong oleh 

keyakinan untuk 1newujudkan penyclcnggaraan layanan publik dan kegiatan 

pemerintahan yang partisipatip, bertujuan mc1nbcrdayakan warga, atau alas 

pertimbangan ctik yang penting adalah keyakinan bahwa penyelenggara kegiatan 

pemerintah <lan pelayanan publik scharusnya 1nenen1patkan warga dan pengguna layanan 

scbagai subjek yang perlu dilibatkan secar<1 aktif dalan1 kcscluruhan proses pelaksanaan 

kagiatan tcrscbut. 

Dala1n kolaborasi antara pc1nerintah dengan masyarakat diperlukan adanya 

tanggung jawab, dan visi bersan1a yang akan 1nenghasilkan solusi atas pennasalahan 

yang scdang dihadapi. Ketika 1nasyarakat ikut berperan Jalam 1nencegah 

penyalahgunaan narkoba, maka upaya pcncegahan yang dilakukan aka11 lebih efektif dan 

efisien karena masyarakat pun memiliki rasa tanggungjawab untuk 1newujudkan 

masyarakan yang bersih dari narkoba. 
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Pen1crintah dcngan segenap 1nstitusinyn. lc111haga s\vadaya n1asyarakat. 

organ1sasi-organisasi dan n1asyarakat luas harus n1t:nyatu dala1n satu gcrakan ynng 

tcrcncana. terarah, terpadu secara s1stcn1ati:. dan berkelanjutan n1enanggulangi 

pcnyalahgunan Narkoba sa1npai tunta" (Partodiharja. 2004). Hal ini juga didukung olch 

pemyataan Kepala Seksi Bi1nbingan dan Evaluasi Sub-bidang Napza Ke1nentc1ian 

Kcsehatan ~ierbert Sidabutar n1cngataknn. Ken1enterian Kesehatan tengah 1nclaksanakan 

pcndid1kan kctera1npilan hidup (life skill) di sckolah. lni bcrtujuan untuk 1ne1nberikan 

penguatan 1nental kepada siswu dalan1 n1enghadapi pclbagai pcrsoalan hidup, tc1111asuk 

jcrat narkoba (Kompas.com, 2013). 

Peranan kepolisian 1ne1niliki peran yang kuat terhadap pencegahan narkoba. 

Kcmitraan antara institusi pe1nerintah diperscpsikan n1e1niliki tradisi dan nilai-nilai 

efisicnsi dan inovasi yang lebih baik. Adanya ken1itraan antara pc1nerintah dengan 

kepolisian 1nenjadi simbol untuk n1cnunjukkan adanya upaya me1nperbaiki cfisicnsi 

penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui kemitraan tcrsebut n1ercka berharap akan 

dinilai positif oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep yang dijclaskan Sink dala1n 

Dwiyanto (2011: 253) kerjasama kolaboratif sebaga1 scbuah proses dimana orga11isasi

organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertcntu herusaha 

mencari solusi yang ditentukan secara bersa1na dalam rangka mencapai tujuan yang 

mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri. 

Fosler dalam Dwiyanto (2011 :254) menjelaskan konsep kolaborasi dengan 

mengatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama yang 

intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan, 

strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasamya memiliki 

tujuan yang berbeda membangun visi bersama (shared vision) dan berusaha mewujudkan 
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secara hersa1na-san1a. Untuk itu n1crcka n1cnyatukan atau setidaknya 1nelakukan ali<1nsi 

sccara vcrtikal n1ulai dari sasaran. strategi sa1npa1 dengan aktivitas dalan1 

rangkan1encapai tujuan hersan1a yang n1crekn yakin lehih bemilai dari tujuan yang 

dimiliki olch 111asing-1nasing. 

Shared \'ision 1nenjadi dasar bagi n1asing-1nasing pihak dala1n n1eru1nuskan 

tujuan. strategi, alokasi sumber daya, dan akt1vitas 1nsing-masing sehingga kescmuanya 

me1niliki kontribusi terhadap terwujudnya sharcc/ i·ision tersebut. Melalui ke1nitraan 

1nen1ungkinkan kepo\isian dapat untuk n1engakscs sun1bcrdaya yang tcrscdia di institusi 

pemcrintah yang dapat digunakan untuk 1ncngatasi seju1nlah pennasalahan pencegahan 

penyalahgunaan narkoba dengan tujuan hersa1na yaitu n1enciptakan Indonesia yang 

tcrbebas dari penyalahgunaan narkoba. 

}ial ini juga scjalan dengan penclitian sebelun1nya, yaitu Peran Kepolisian Serta 

lJpaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Percdaran Gelap Narkotika di Daerah 

Insti1nev.ra Yogyakarta oleh Frain Rnditya '/unanda (2014). Berdasarkan uruian dan 

analisis dapat diperoleh upaya yang dilakukan oleh Polda DIY adalah upaya pre-en1tif 

dengan pe1nbinaan dan penyuluhan, up[!ya preventif dengan melakukan patrol dari 

kepolisian scrta upaya represif dengan penangkapan dan penggclcdahan dala1n rangka 

pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pcnyalanggunaan dan peredaran gelap 

narkotika. Adapun upaya yang dilakukan n1asyarakat adalah pe1nbinaan dan penyu\uhan 

serta pendidikan dilingkungan keluarga, melakukan mencarian, memperoleh dan 

memberikan informasi kepada penegak hukum, dan membangun kerjasama dengan 

kepolisian serta BNN. 
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Rerdasarkan penjelasan terhadap hasil pcnclitian pcranan keluarga. 1nasyarakat 

dan kcpolisian berperan terhadap pencegahan pcnyalahgunaan narkoba di Kabupatcn 

Pur.vakarta. Sctiap c\c1nen bcrkolaborasi untuk menciptakan perubahan yang lehih baik. 

kreatiL transfonnasional dan n1endatangkan hasil yang bern1anfaat. Scjalan dcngan 

konscp yang dijclaskan olch O'Flynn dan Wanna (2008). "collahoratc is better, it is 

creative, trans.fOrmational and involves beneficial outco111es''. ('o!!aboralire f!,()Vernance 

dah1111 upaya pencegahan pcnyalahgunaan narkoba di1naknai sehagai bersatunya institusi 

publik dan pihak terkait (stakeholders) nonpeinerintah dala1n proses pcnga111bilan 

kcputusan dan patiisipasi yang hasilnya ditanggung bcrsa1na dalan1 pclaksanaan 

kcbijakan atau program pencegahan penyalahgunaan narkoba. 
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A. Kesimpulan 

BAB\' 

KF:SIMPllLAN OAN SARAN 

I. Peran keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoha di kahupatcn 

Pur\vakarta terbukti siginifikan. Ber<lu:.arkan basil penelitian <liketahui bah\va 

kekuatan Kab. Purwakarta dala1n peranan keluarga terhadap penyalahgunaan 

narkoba yaitu (a) penanan1an ajaran agan1a dalan1 keluarga dengan kcteladanan 

1nerupakan hal yang sangat pcnting dala1n 1nencegah terjadinya penyalahgunaan 

narkoba, (b} kasih sayang dalan1 kelu<1rga (1nclindungi, mcnjaga dan 111cra\vat) 

tnerupakan hal yang sangat penting dalan1 1ncnccgah tcrjadinya pcnyalahgunaan 

narkoba dalan1 keluarga, (c) pcnana1nan disiplin yang kuat tentang ibadah, (d) 

menjalankan tugas-tugas pcndidikan dan n1cnjaga nilai serta norma kesopanan 

n1erupakan ha! yang harus dilakukan {)leh keluarga dalatn incncegah 

penyalahgunaan narkoba dan (c) kcpala keluarga mengetahui mengcnai bahaya 

penyalahgunaan narkoba. 

2. Peran 1nasyarakat tcrhadap pencegahan pcnyalahgunaan narkoba di kabupatcn 

Purwakarta terbukti siginifikan. Bcrdasarkan hasi\ penelitian diketahui bahv,•a 

kekuatan Kab. Purwakarta dalan1 peranan keluarga tcrhadap penyalahgunaan 

narkoba yaitu, (a) masyarakat diberikan kcsempatan untuk turut serta dalan1 

mcncegah penyalahgunaan narkoba melalui berhagai kegiatan sosialisasi, (b) adanya 

kegiatan positif pada organisasi kepen1udaan sangat penting untuk 1nencegah 

penyalahgunaan narkoha, (c) upaya pencegahan penyalahgunaa11 narkoba 

masyarakat memerlukan norma aturan yang kuat dan (d) tingkah laku pemuka 

masyarakat turut mempengaruhi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. 
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J. Pcran kepolis1an terhadap penccgahan pcnyalahgunaan narkoba di kabupatcn 

Pur\vakarta terbukti secara s1ginifikan berdasarkan hasil pcnclitian diketahui hah\va 

tindakan kcpolisian dalain penanggulnngnn penyalnhgunaan narkoha yaitu. (a) 

n1e!akukan penangkapan pada bandar narkoha. (h) 1nelakukan penangkapan pada 

pengedar narkoba, dan (c) 111elakukan penyidikan terhadap kasus narkoba dcngan 

benar. 

4. Secara keseluruhan keluarga, masyarakat dan kepolisian sccara bcrsan1a-sa111a 

bcrpcran tcrhadap upaya pcnccgahan pcnyalahgunaan narkoba di kabuputen 

Pur\vakarta secara signitikan. 

B. Saran 

Berdasarkan basil pe11elitian 1naka saran -saran dapat dibcrikan adalah scbagai berikut. 

I. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran keluarga masyarakat dan 

kcpolisian berpengaruh terhadap pcnyalahgunaan narkoba sehingga pcrlu 

ditingkatkan terns berbagai bentuk kc1jasan1a antara pihak-pihak tcrscbut guna 

n1engopti1nalkan upaya r1enanggulangan tersebut. Upaya yang dilakuka11 antara 

lain kegiatan penyuluhan yang intensif dengan 1nelibatkan 1nasyarakat baik 

relawan maupun anggota keluarga, pelatihan-pelatihan bagi keluarga agar dapat 

1nenccgah sccara dini bahaya narkoba di lingkungan keluarganya, meningkatkan 

peran kepala keluarga yangjuga dibina oleh Kcpolisian. 

2. Mclibatkan masyarakat (Le1nbaga Swadaya Masyarakat /LSM) maupun sekolah 

dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba melaluai kegiatan-kegiatan 

positif yang dapat menjadi altematif bagi kegiatan penyuluhan yang bervariatif, 

yaitu dengan membuat kegiatan keagamaan, kegiatan olah raga dan 
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pengc111ha11ga11 bakat, dan sosialisasi langsung dcngan 1ncndatangkan 

narasu1nher dari pihak yang her\venang. 

3. [)ibcntuknya fasilitator yang baik juga disarankan agar 1nasyarakat n1cngctahui 

dengan benar peran fasilitator untuk n1encegah terjadinya penyalahgunaan 

narkoba. Penccgahan ini juga dapat dilakukan dengan adanya pcran koordinator 

dari 111asyarakat dan pen1e1intah dcngan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan 

narkoba. 

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian terhadap peran sekolah 

1nclalui kepala sekolah, guru dan unit Bimbingan Konseling dalam 

pcnanggulangan narkoba. 
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LAMPIRAN I 

KUESIONER 
PERANAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN KEPOLISIAN TERHADAP 

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN PURWAKARTA 

A. Pengantar 

Kepada Yth. 

Bapak/lbu Responden 

Kuesioner ini berupaya untuk mengungkapkan peranan keluarga, masyarakat dan 

kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta. 

Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, yaitu identitas responden dan kuesioner inti. 

Sehubungan dengan maksud di atas, saya sangat mengharapkan bantuan Bapak/tbu 

untuk bersedia mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi yang dirasakan. Kuesioner 

ini merupakan bagian dari penelitian untuk menyelesaikan studi S2 di Universitas 

Terbuka, sehingga hasil penelitian ini semata-mata hanya dipergunakan untuk 

kepentingan studi. 

Atas perhatian dan partisipasi Bapak/lbu saya ucapkan terimakasih. 

Hormat Sa ya, 

Peneliti 

B. Petunjuk Pengisian: 

1. Bacalah setiap pernyataan pada setiap item dengan teliti dan hati-hati. 

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom alternatif respon sesuai dengan 

yang Bapak/ lbu alami dan rasakan terhadap peranan keluarga, masyarakat dan 

kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten 

Purwakarta. 

3. Keterangan TS=Tidak Setuju KS=Kurang Setuju S=Setuju SS=Sangat 

Setuju 
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I. ldentitas Responden 

Nama Responden 

Desa/Kelurahan Tern pat Tinggal 

Pekerjaan 

u PNS -1 Pegawai Swasta u Wiraswasta u Pelajar l l Mahasiswa 

u Petani =i Seniman c Pedagang u Lainnya 

Usia 

o < 20 Tahun 

r 1 36-40 Tahun 

Pendidikan Terakhir 

o 20 - 25 Tahun 

r1 41-45 Tahun 

o 26-30 Tahun 

r 1 46-50 Tahun 

---

:::i 31-35 Tahun 

o > 50 Tahun 

u SD n SMP u SMA/SMK o Diploma o Sarjana o S2 o S3 

Penghasilan/bulan: 

D < Rp. 1.000.000 u Rp. 1.000.000-2.500.00 

D Rp. 3.600.000-5.000.000 " > Rp. 5.000.000 

u Rp. 2.600.000-3.500.000 

Jumlah Anggota Keluarga yang tinggal satu rumah: 

o < 5 orang o 6-10 orang c, >10orang 

Jumlah Anak dalam satu Keluarga: 

o < 5 orang :-i 6-10 orang -· >10orang 

Rentang usia anak 

o <10Tahun o 11-15Tahun o 16-20 Tahun o 21-25 Tahun 

o 26-30 Tahun [] 31-35 Tahun o 36-40 Tahun o > 40 Tahun 
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II. Kuesioner 

a. Peran Keluarga 

12. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. menurut pendapat saya 

Keluarga sebagai tempat pertama dalam mendapatkan pendidikan tentang 

bahaya narkoba 

u Tidak Setuju c Kurang Setuju - Setuju ·_J Sangat Setuju 

13. Oa\am kasus penyalahgunaan narkoba, keluarga sebagai tempat pertama 
yang sangat berperan dalam mencegah anggota keluarga terlibat dalam 
kasus tersebut. 

L Tidak Setuju n Kurang Setuju o Setuju 1 Sangat Setuju 

14. Sebagai kepala keluarga, saya mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba 

,, Tidak Setuju o Kurang Setuju 11 Setuju c Sangat Setuju 

15. Sebagai kepala keluarga, saya mengetahui cara penyebaran narkoba 

n Tidak Setuju u Kurang Setuju LJ Setuju o Sangat Setuju 

·16. Dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, menurut pendapat saya 
seharusnya keluarga dapat memberikan informasi awal tentang bahaya 
penggunaan narkoba sejak awal 

o Tidak Setuju o Kurang Setuju r · Setuju L Sangat Setuju 

17. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut pendapat saya 
kepala keluarga/orang tua dapat menyampaikan bahaya penyalahgunaan 
narkoba. 

r~ Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju u Sangat Setuju 

18. Sebagai kepala keluarga, saya menjelaskan tentang bahaya 
penyalahgunaan narkoba kepada anggota keluarga: 

o Tidak Setuju u Kurang Setuju o Setuju c Sangat Setuju 

19. Menurut pendapat saya, kasih sayang dalam keluarga (melindungi, menjaga 
dan merawat) merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah 
terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam keluarga .. 

o Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju o Sangat Setuju 

20. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, saya berpendapat 
bahwa rasa saling menghormati di dalam keluarga (patuh kepada orang tua, 
menghargai anggota keluarga yang lain)merupakan hal yang penting: 

o Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju o Sangat Setuju 
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21. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, saya berpendapat 
bahwa adanya peraturan yang ketat dalam keluarga khususnya terkait tata 
krama dan kesopanan merupakan hal yang sangat penting. 

o Tidak Setuju .J Kurang Setuju :- Setuju u Sangat Setuju 

22. Adanya kesamaan pendapat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba 
dalam keluarga merupakan hal yang penting dalam mencegah terjadinya 

penyalahgunaan narkoba:. 

o Tidak Setuju 11 Kurang Setuju r 1 Setuju o Sangat Setuju 

23. Saya percaya bahwa penyalahgunaan narkoba dapat dicegah apabila ada 
rasa saling percaya diantara anggota keluarga. 

11 Tidak Setuju CJ Kurang Setuju :, Setuju j Sangat Setuju 

24. Penanaman ajaran agama dalam ke\uarga dengan keteladanan merupakan 
hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan 
narkoba .. 

o Tidak Setuju :-- Kurang Setuju n Setuju u Sangat Setuju 

25. Sebagai kepala keluarga, saya mengetahui tentang cara mendampingi 
(memberi informasi, mengawasi pergaulan) anak untuk mencegah 
penyalahgunaan narkoba 

c Tidak Setuju 1 Kurang Setuju u Setuju o Sangat Setuju 

26. Pengawasan orang tua yang baik (memantau perkembangan anak, 
memantau pergaulan anak) merupakan ha\ yang harus dilakukan jika ingin 
mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. 

lJ Tidak Setuju n Kurang Setuju Setuju o Sangat Setuju 

27. Penanaman disiplin yang kuat tentang ibadah, menjalankan tugas-tugas 
pendidikan dan menjaga nilai serta norma kesopanan merupakan hal yang 
harus dilakukan oleh keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. 

o Tidak Setuju u Kurang Setuju n Setuju o Sang at Setuj u 
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b. Peran Masyarakat 

28. Tingkah laku pemuka masyarakat turut mempengaruhi upaya pencegahan 
penyalahgunaan narkoba. 

1- Tidak Setuju L 1 Kurang Setuju Setuju u Sangat Setuju 

29. Adanya organisasi kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal merupakan 
sarana yang penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. 

1 Tidak Setuju n Kurang Setuju _ Setuju :i Sangat Setuju 

30. Adanya kegiatan positif pada organisasi kepemudaan sangat penting untuk 
mencegah penyalahgunaan narkoba 

o Tidak Setuju o Kurang Setuju '' Setuju c Sangat Setuju 

31. Teman sebaya dalam lingkungan tern pat tinggal merupakan kelompok yang 
sangat berpengaruh dalam terjadinya penyalahgunaan narkoba . 

:J Tidak Setuju n Kurang Setuju , 1 Setuju o Sangat Setuju 

32. Saya berpendapat bahwa seharusnya masyarakat diberikan kesempatan 
untuk turut serta mencegah penyalahgunaan narkoba melalui berbagai 
kegiatan sosialisasi. 

u Tidak Setuju o Kurang Setuju :1 Setuju CJ Sangat Setuju 

33. Saya yakin, bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 
Masyarakat memerlukan norma aturan yang kuat. 

,-, Tidak Setuju o Kurang Setuju rJ Setuju o Sangat Setuju 

34. Adanya kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat merupakan hal penting 
dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 

n Tidak Setuju o Kurang Setuju r: Setuju u Sangat Setuju 

35. Menurut pengamatan saya bahwa dalam upaya pencegahan 
penyalahgunaan narkoba diperlukan pemberdayaan LSM. 

o Tidak Setuju o Kurang Setuju '.J Setuju o Sangat Setuju 

36. Masyarakat saat in! sudah berperan sebagai fasilitator dalam mencegah 
terjadinya penyalahgunaan narkoba: 

o Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju o Sangat Setuju 
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c. Peran Kepolisian 
37. Sa ya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 

peran kepolisian adalah dalam hal membina dan memberikan penyuluhan 
kepada masyarakat. 

_ Tidak Setuju L. Kurang Setuju 1 Setuju u Sangat Setuju 

38. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 
peran kepolisian ada!ah dengan melakukan patrol/operasi rutin. 

_J Tidak Setuju c Kurang Setuju r-- Setuju o Sangat Setuju 

39. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 
peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada bandar 

narkoba 

cJ Tidak Setuju c:: Kurang Setuju 1 Setuju :1 Sangat Setuju 

40. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 
peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada pengedar 

narkoba 

u Tidak Setuju o Kurang Setuju u Setuju o Sangat Setuju 

41. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 
peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada pengguna 

narkoba 

n Tidak Setuju o Kurang Setuju J Setuju o Sangat Setuju 

42. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 
peran kepolisian adalah dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan 

narkoba 

o Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju c Sangat Setuju 

43. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 
peran kepolisian adalah dengan melakukan penyidikan terhadap kasus 

narkoba dengan benar. 
o Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju u Sangat Setuju 

d. Pencegahan Narkoba 
44. Dengan adanya penyuluhan yang intensif dari organisasi kemasyarakatan 

saat ini tingkat pencegahan narkoba semakin baik. 

o Tidak Setuju o Kurang Setuju Cl Setuju o Sangat Setuju 

45. Dengan adanya peran keluarga tingkat kesadaran tentang bahaya narkoba 

semakin baik 

o Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju o Sangat Setuju 
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46. Dengan adanya penyuluhan yang intensif dari kepolisian, saat ini tingkat 

pencegahan narkoba semakin baik. 

r Tidak Setuju [l Kurang Setuju ::-. Setuju o Sangat Setuju 

47. Dengan adanya kepedulian yang tinggi dari masyarakat, saat ini upaya 

pencegahan narkoba semakin berhasil 

L Tidak Setuju o Kurang Setuju n Setuju ~ Sangat Setuju 

48. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari berbagai pihak, 

menurut pengamatan saya saat ini masyarakat semakin waspada terhadap 

bahaya penyalahgunaan narkoba. 

o Tidak Setuju o Kurang Setuju u Setuju u Sangat Setuju 

49. Penyuluhan tentang hidup sehat dari aparat pemerintah sudah berhasil 

mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. 

11 Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju 1 1 Sangat Setuju 

50. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut pengamatan 

saya diperlukan peran fasilitator. 

o Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju L Sangat Setuju 

51. Menurut pengamatan saya bahwa dalam upaya pencegahan 

penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari masyarakat 

'.J Tidak Setuju o Kurang Setuju u Setuju o Sangat Setuju 

52. Menurut pengamatan saya bahwa dalam upaya pencegahan 

penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari pemerlntah 

n Tidak Setuju ci Kurang Setuju u Setuju -1 Sangat Setuju 

53. Menurut pengamatan saya bahwa dalam upaya pencegahan 

penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari kepolisian 

o Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju 11 Sangat Setuju 

54. Menurut pengamatan saya bahwa dalam upaya pencegahan 

penyalahgunaan narkoba diperlukan terbina kondisi yang baik antara instansi 

terkait dengan masyarakat akan bahaya narkoba. 

Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju 
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LAMPIRAN 2 

KUESIONER A (PERANAN KELUARGA) 
I. UJI V ALIDITAS 

Item-Total Statistics 

Scale Corrected 

Scale Mean if Variance if Item-Total 

Item Deleted Item Deleted Correlation 

ITEM_1 100.53 72.947 .178 

ITEM_2 100.30 69.321 .760 

ITEM_3 100.20 70.855 .532 

ITEM_ 4 101.10 81.748 -.442 

ITEM_S 100.40 69.834 .657 

1TEM_6 100.37 70.861 .512 

ITEM_? 100.33 71.816 .454 

ITEM_8 100.27 69.995 .656 

ITEM_9 100.30 69.666 .715 

ITEM_ 10 100.30 69.183 .602 

ITEM_11 100.37 71.275 .545 

1TEM_12 100.47 71.430 .631 

ITEM_ 13 100.27 69.582 .618 

ITEM_14 100.50 70.121 .730 

ITEM_15 100.27 70.133 .639 

ITEM_16 100.30 69.390 .751 

Cronbach's R Tabel Keputusan 

Alpha if Item 

Deleted 

_734 .361 Tidak Valid 

.713 .361 Valid 

.721 .361 Valid 

.773 .361 Tidak valid 

.716 .361 Valid 

.721 .361 Valid 

.725 .361 Valid 

.716 .361 Valid 

.715 .361 Valid 

.714 .361 valid 

.722 .361 Valid 

.722 .361 Valid 

.715 .361 Valid 

.716 .361 Valid 

.717 .361 Valid 

.713 .361 Valid 

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected ite1n > r tabel, r 

tabelnya dilihat dari n= 30 yaitu 0. 361 1naka ite1n valid dari data di atas variable X l 

(peranan keluarga) yaitu 14 itc1n valid dan 2 ite1n tidak valid. 

2. UJI RELIABILITAS 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.736 16 

121 



Untuk n1clihat rcliabilitas bisn disandingkan antara cronbach's alpha dcngan r tabcl ' 
0,736 > 0,~61 n1nka \·ariabel xi (peranan kcluarga) datanya rcliahc!. 

KUESIONER B (PERANAN MASYARAKAT) 

I. UJI V ALIO!TAS 

ltem-T otat Statistics 

Scale Corrected 

Scale Mean if Variance if Item-Total 

Item Deleted Item Deleted Correlation 

ITEM_ 1 55.10 29.596 .589 

ITEM 2 55.10 30.025 .483 

ITEM_3 55.00 29.857 .431 

ITEM_ 4 54.97 28.749 .641 

ITEM 5 54.90 28.239 .710 

ITEM 6 54.86 29.552 .441 

ITEM_? 54.93 28.067 .762 

ITEM 8 55.48 27.830 .352 

ITEM_9 55.00 28.429 .544 
-

R Tabel Keputusan 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

.722 .361 Valid 

.728 .361 Valid 

.728 .361 Valid 

.713 .361 Valid 

.707 .361 Valid 

.726 .361 Valid 

.704 .361 Valid 

.727 .361 Tidak Valid 

.714 .361 Valid -
Untuk mc1nbandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected ite1n > r label , r 

tabelnya dilihat dari n= 30 yaitu 0, 361 maka item valid dari data di atas variable X2 

(peranan masyarakat) yaitu 8 item valid dan 1 itern tidak valid. 

2. UJI RELIABILIT AS 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.741 9 
.. 

Untuk mel1hat reliab1litas b1sa disandingkan antara cronbach's alpha dengan r tabel = 
0,741>0,361 maka variabel X2 (peranan masyarakat)datanya reliabel. 
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LAMPIRAN 3 

KUESIONER C (PERANAN KEPOLISIAN) 

I. ll.IJVALJDITAS 

Item-Total Statistics 

Corrected 

Scale Mean if Scale Variance Item-Total 

Item Deleted if Item Deleted Correlation 

ITEM_1 46.10 26.093 .759 

ITEM_2 46.00 25.793 .713 

ITEM_3 45.93 26.202 .746 

ITEM 4 45.87 26.533 .707 

ITEM_S 45.97 26.516 .672 

ITEM_6 46.00 25.862 .802 

ITEM_? 46.10 26.369 .702 

Cronbach's R Tabel Keputusan 

Alpha if Item 

Deleted 

.758 .361 Valid 

.757 .361 Valid 

.760 .361 Valid 

.764 .361 Valid 

.765 .361 Valid 

.755 .361 Valid 

.763 .361 Valid 

Untuk me1nbandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected ite1n > r tahel , r 

tabelnya dilihat dari n= 30 yaitu 0, 361 maka item valid dari data di atas variable X3 

(peranan kepolisian) yaitu 7 item valid dan O item tidak valid. 

2. UJJ RELIABILITAS 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.788 7 
.. 

Untuk mellhat rehab1htas b1sa disandingkan antara cronbach's alpha dengan r tabel = 
0,788 > 0,361 maka variabel X3 (peranan kepolisian) datanya reliabel. 
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LAMPIRAN 4 

KUESIONER D (PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA) 

I. UJI VALIDITAS 

Item-Total Statistics 

Corrected. I R Tabel 

Item-Total Cronbach's 

Scale Mean if Scale Variance if Correlalio Alpha if Item 

Item Deleted Item Deleted n Deleted 

ITEM_1 70.40 63.490 .479 .753 .361 

ITEM 2 70.27 64.340 .514 .755 .361 

ITEM 3 70.27 61.995 .645 .745 .361 

ITEM_ 4 70.27 62.685 .739 .746 .361 

ITEM_S 70.17 62.626 .707 .746 .361 

ITEM 6 70.23 64.323 .504 .755 .361 

ITEM_? 70.30 62.424 .610 .747 .361 

ITEM 8 70.33 60.437 .772 .736 .361 

ITEM 9 70.27 61.237 .817 .739 .361 

ITEM_10 70.23 62.116 .798 .743 .361 

ITEM 11 70.07 62.823 .677 .748 .361 
-

Keputusan 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
-----

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected iten1 > r tabel , r 

tabelnya dilihat dari n= 30 yaitu 0, 361 maka item valid dari data di atas variable Y 

(pencegahan penyalahgunaan narkoba) yaitu 11 item valid dan O item tidak valid. 

2. UJI REL!ABILITAS 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.766 11 

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach's alpha dengan r tabel = 

0,766 > 0,361 maka variabel (pencegahan penyalahgunaan narkoba) datanya reliabel. 
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LAMPIRAN 5 

5. PENGARUH PERANAN KELUARGA TERHAllAP PENCEGAllAN 

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABllPATEN PllRWAKARTA 

e. Korelasi 

Pedoman lnterpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien 

0,00-0,199 

0,20- 0,399 
-----

0,40 -0,599 
-----

0,60- 0,799 

0,800-1,000 ]_ 

Correlations 

Tingkat Hu bungan 

ndah Sangat Re 

Renda h 

Sedan g 

Kuat 

Sangat K uat 

PERANAN PENCE GAHAN 

KELUARGA NARK OBA 

Pearson Correlation 1 .681·· 

Sig. {2-tailed) .000 

N 144 144 

Pearson Correlation .681 ·• 1 

Sig. (2-lailed) .000 

N 144 144 

··.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Keluarga terhadap 

Pencegahan Narkoba sebesar 0,681 dengan tingkat signifikasi p= 0,000 < , a = 0,05 

kemudian Jika dibandingkan dengan nilai rrabei sebesar 0,159 diperoleh berdasarkan jumlah 

N = 144, maka nilai fh•tung0,681 lebih besar daripada ftobeJ (0,681 > 0,159). Kesimpulannya 

terdapat hubungan antara Peranan Keluarga dengan Pencegahan Narkoba berada pada 

tingkat kuat dan berharga positif. 
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f. Uji Signifikansi Korelasi 

Uji signifkasi korelasi dilakukan metalui uji t dengan bantuan program SPSS versi 

17 .00 for windows sebagai berikut: 

Coefficientsa 

Unstandardized Standardized 

Coefficients Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 6.700 1.990 3.367 .000 

PERANAN KELUARGA .425 .038 .681 11.067 .000 

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh th;tung sebesar 11,067 sedangkan pada taraf 

signifikansi 0,05 dengan dk (144-2) = 142 diperoleh angka sebesar 1,645. Ternyata th,t<ing 11,067 

> t1abe1 1,645. Dengan demikian terdapat korelasi positif dan signifikan antara peranan keluarga 

dengan pencegahan narkoba. 

g. Analisis Koefesien Determinasi 

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variable 

Xl terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. Koefesien determinasi 

ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for windows, sebagai berikut: 

Model Summary 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 _453a 122.475 1 142 .000 

a. Predictors: (Constant), PERANAN KELUARGA 
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar 

0,463 atau 46,3 o/o . Hal ini berarti bahwa peranan keluarga memberikan kontribusi sebesar 

46,3% terhadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. 

h. Analisis Regresi 

Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan keluarga terhadap pencegahan narkoba 

maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 for 

windows, dengan hasil sebagai berikut : 

Coefficients• 

Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 6.700 1.990 3.367 .001 

PERANAN KELUARGA .425 .038 .681 11.067 .000 

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA 

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b) sebesar 0,42Sdan 

konstanta sebesar 6,700. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel 

tersebut oleh persamaan regresi 

Y ~ 6, 700 + 0,425X1 

Setelah mengetahui keterkaitan antara peranan keluarga dengan pencegahan narkoba, 

selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi dengan menggunakan uji F. Uji signifikansi 

ini untuk menetukan apakah peranan keluarga signifikan terhadap pencegahan narkoba. 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 844.129 1 844.129 122.475 .000° 

Residual 978.698 142 6.892 

Total 1822.826 143 

a. Predictors: (Constant), PERANAN KELUARGA 

b. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 122,475 sedangkan 

F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga F tabel sebesar 

3,84 Setelah diketahui harga Fhitung dan F1abe1 ternyata Fh.1ung 122,475 >3,84 F1.ibe1 Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peranan keluarga 

terhadap pencegahan narkoba. 
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LAMPIRAN 6 

6. PENGARUH PERANAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN 

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABL!PATENPUR\VAKARTA 

e. Korelasi 

Pedoman lnterpretasi Koefisien Korelasi 
·-

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
···--

o.oo - 0,199 Sangat Rendah 
.. -----

0,20- 0,399 Rendah 
-

0,40- 0,599 Sedang 
-

0,60- 0,799 Kuat 
... 

0,800-1,000 Sangat Kuat 
------ -----··--· 

Correlations 

PERANAN PENCE GAHAN 

MASYARAKAT NARK OBA 

Pearson Correlation 1 _553·· 

Sig. (2-tailed) .000 

N 144 144 

Pearson Correlation .563 .. 1 

Sig. (2-tailed) .000 

N 144 144 

**. Correlation is significant at the 0.01 level {2-tailed). 

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Keluarga terhadap 

Pencegahan Narkoba sebesar 0,563 dengan tingkat signifikasi p= 0,000 < , a = 0,05 

kemudian Jika dibandingkan dengan nilai rrabel sebesar 0,159 diperoleh berdasarkan jumlah 

N = 144, maka nilai rhirung0,563 lebih besar daripada rwbe! (0,563 > 0,159). Kesimpulannya 
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terdapat hubungan antara Peranan Masyarakat dengan Pencegahan Narkoba berada pada 

tingkat kuat dan berharga positif. 

f. Uji Signifikansi Korelasi 

Uji signifkasi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program SPSS versi 

17 .00 for windows sebagai berikut: 

Coefficients• 

Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 15.007 1.691 8.872 .000 

PERANAN .571 .070 .563 8.117 .000 

MASYARAKAT 

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh th,~ung sebesar 8,117 sedangkan pada taraf 

signifikansi 0,05 dengan dk (144-2) = 142 diperoleh angka sebesar 1,645. Ternyata th.tung 8,117 

> t1abei 1,645. Dengan demikian terdapat korelasi positif dan signifikan antara peranan 

masyarakat dengan pencegahan narkoba. 

g. Analisis Koefesien Determinasi 

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variable 

Xl terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. Koefesien determinasi 

ini dihitung dengan rnenggunakan SPSS versi 17.0 for windows, sebagai berikut: 

Model Summary 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

.317 .312 2.961 .317 65.888 1 142 .000 

a. Predictors: (Constant), PERANAN MASYARAKAT 
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar 

0,317 atau 31,7 o/o Hal ini berarti bahwa peranan masyarakat memberikan kontribusi sebesar 

31,7% terhadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. 

h. Analisis Regresi 

Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan masyarakat terhadap pencegahan narkoba 

maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 for 

windows, dengan hasil sebagai berikut : 

Coefficients• 

Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 15.007 1.691 8.872 .000 

PERANAN MASYARAKAT .571 .070 .563 8.117 .000 

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA 

Dari has!I perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b) sebesar 0,571 dan 

konstanta sebesar 15.007. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel 

tersebut oleh persamaan regresi 

v~ 15.007+0,571Xl 

Setelah mengetahui keterkaitan antara peranan masyarakat dengan pencegahan 

narkoba, selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi dengan menggunakan uji F. Uji 

signifikansi ini untuk menetukan apakah peranan masyarakat signifikan terhadap pencegahan 

narkoba. 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares di Mean Square F Sig. 

Regression 577.729 1 577.729 65.888 .ooo• 

Residual 1245.097 142 8.768 

Total 1822.826 143 

a. Predictors: (Constant), PERANAN MASYARAKAT 

b. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 65,888 sedangkan F 

tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga F tabel sebesar 3,84 

Setelah diketahui harga Fh,hmg dan Fiabel ternyata Fh11ung 122,475 > 3,84 Ftabel Dengan demiklan, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peranan masyarakat terhadap 

pencegahan narkoba. 
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LAMPIRAN 7 

7. PENGARUH PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENCEGAHAN 

PENY ALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATENPURWAKART A 

e. Korelasi 

Pedoman lnterpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
-·· - --------- --

0,00- 0,199 Sangat Rendah 
-----

0,20- 0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 
---- ----------

0,60- 0,799 Kuat 
- - --

0,800-1,000 Sangat Kuat 
---'-- ------- - --- -

Correlations 

PERANAN PENCEGAHAN 

POLISI NARK OBA 

Pearson Correlation 1 _572·· 

Sig. (2-tailed) .000 

N 144 144 

Pearson Correlation .672'" 1 

Sig. (2-tailed) .000 

N 144 144 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-taiied}. 

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Kepolisian terhadap 

Pencegahan Narkoba sebesar 0,672 dengan tingkat signifikasi P"' 0,000 < , a = 0,05 

kemudian Jika dibandingkan dengan nilai ftabe1 sebesar 0,159 diperoleh berdasarkan jumlah 

N = 144, maka nilai f1>1tung0,672 1ebih besar daripada frobe1 (0,672 > 0,159). Kesimpulannya 
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terdapat hubungan antara Peranan Masyarakat dengan Pencegahan Narkoba berada pada 

tingkat kuat dan berharga positif. 

f. Uji Signifikansi Korelasi 

Uji signifkasi korelasi dilakukan melalul uj! t dengan bantuan program SPSS versi 

17.00 for windows sebagai berikut: 

Coefficients• 

Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 6.619 2.046 3.235 .002 

PERA NAN .621 .057 .672 10.801 .000 

KEPOLISIAN 

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh th1tung sebesar 10,801 sedangkan pada taraf 

signifikansi 0,05 dengan dk (144·2) = 142 diperoleh angka sebesar 1,645. Ternyata th1tung 10,801 

> t1abe11,645. Dengan demikian terdapat korelasi positif dan signifikan antara peranan Kepolisian 

dengan pencegahan narkoba. 

g. Analisis Koefesien Oeterminasi 

Ana1isis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variable 

Xl terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. Koefesien determinasi 

ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for windows, sebagai berikut: 

Model Summary 

Change Statistics 

R Square Sig. F 

Change F Change df1 df2 Change 

1 .451 .447 2.655 .451 116.667 1 142 .000 

a. Predictors: (Constant), PERANAN KEPOLISIAN 
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar 

0,451 atau 45,l % . Hal ini berarti bahwa peranan Kepolisian memberikan kontribusi sebesar 

45,1% terhadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. 

h. Analisis Regresi 

Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan masyarakat terhadap pencegahan narkoba 

maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan progran1 SPSS versi 17.00 for 

windows, dengan hasil sebagai berikut: 

Coefficients• 

Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 6.619 2.046 3.235 .002 

PERANAN .621 .057 .672 10.801 .000 

KEPOLISIAN 

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA 

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b) sebesar 0,621 dan 

konstanta sebesar 6,619. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel 

tersebut oleh persamaan regresi 

Y ~ 6,619 + 0,621X1 

Setelah mengetahui keterkaitan antara peranan kepolisian dengan penc.egahan 

narkoba, selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi dengan menggunakan uji F. Uji 

signifikansi ini untuk menetukan apakah peranan kepolisian signifikan terhadap pencegahan 

narkoba. 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares di Mean Square F Sig. 

Regression 822 153 1 822.153 116.667 .ooo• 

Residual 1000.674 142 7_047 

Total 1822.826 143 

a. Predictors: (Constant), PERANAN KEPOllSIAN 

b. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 116,667 sedangkan 

F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga F tabel sebesar 

3,84 Setelah diketahui harga Fh11ung dan Frnbel ternyata Fh1tung 116,667 > 3,84 F1abe1 Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peranan kepolisian 

terhadap pencegahan narkoba. 
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LAMPIRAN 8 

8. PENGARUII PERANAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN KEPOLISIAN 

TERIIADAP PENCEGAHAN PENY ALAHGUNAAN NARKOBA DI 

KABUPATENPURW A KART A 

e. Analisis Koefesien Korelasi Ganda 

Analisis koefesien ganda dimaksudkan untuk mengetahui derajat keterkaitan atau 

hubungan antara peranan keluarga, masyarakat dan kepolisian berkelanjutan (secara bersama

sama/simultan) terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba . untuk uji korelasi ini 

menggunakan rum us korelasi ganda. 

Model Summary 

Change Statistics 

R Square Sig. F 

Change F Change df1 df2 Change 

1 .799 .638 .630 2.172 .638 82.159 3 140 .000 

• 

a. Predictors: (Constant}, PERANAN KELUARGA, PERANAN MASYARAKAT, PERANAN KEPOLISIAN 

Dari tab el di atas diketahui has ii korelasi ( R) sebesar 0,799 yang berarti bahwa terdapat 

korelasi ganda yang positif dari PERANAN KELUARGA, PERANAN MASYARAKAT DAN PERANAN 

KEPOLISIAN terhadap PENYALAHGUNAAN NARKOBA. Berdasarkan kriteria harga koefesien 

korelasi rh•tung 0, 799 menunjukkan tingkat hubungan KUAT. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat korelasi ganda positif yang sedang antara PERANAN KELUARGA, PERANAN 

MASYARAKAT DAN PERANAN KEPOLISIAN terhadap PENYALAHGUNAAN NARKOBA 

f. Uji Signifikansi Korelasi Ganda 

Uji signifkasi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program SPSS versi 17.00 

for windows sebagai berikut: 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares di Mean Square F Sig. 

Regression 1162.514 3 387.505 82 159 .oooa 

Residual 660313 140 4.717 

Total 1822.826 143 

a. Predictors: (Constant). PERANAN POLIS!, PERANAN KELUARGA, PERANAN MASYARAKAT 

b. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hltung sebesar 82,159 sedangkan 

Fiabet pada tingkat kepercayaan 9So/o dengan dk {n-2) = 142 diperoleh harga Fiobel sebesar 3,84 

Setelah diketahui harga F hitung dan F tabel ternyata F hitung 82,159 > 3,84 F tabel Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi ganda positif yang signifikan antara 

PERANAN KELUARGA, PERANAN MASYARAKAT DAN PERANAN KEPOLISIAN terhadap 

PENYALAHGUNAAN NARKOBA. 

g. Analisis Koefesien Determinasi 

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel 

Xl dan variabel X2, X3 terhadap variabel Y yang berlaku untuk se!uruh populasi yang diteliti. 

Koefesien determinasi ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for windows, sebagai 

berikut : 

Model Summary 

Change Statistics 

R Square Sig. F 

Change F Change df1 df2 Change 

1 _799a .638 .630 2.172 .638 82.159 3 140 .000 

a. Predictors: (Constant), PERANAN KELUARGA, PERANAN fv1ASYARAKAT. PERANAN KEPOLISIAN 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar 

0,638 atau 63,8%. Hal ini berarti bahwa PERANAN KELUARGA, MASVARAKAT DAN KEPOLISIAN 

memberikan kontribusi sebesar 63,8% terhadap PENCEGAHAN NARKOBA, sedangkan sisanya 

dipengaruhi faktor lain. 
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h. Analisis Regresi Ganda 

Untuk mengetahui bentuk korelasi PERANAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN 

KEPOLISIAN terhadap PENCEGAHAN NARKOBA maka dilakukan analisis regresi sederhana 

dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 for windows, dengan hasil sebagai berikut: 

Coefficients• 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

{Constant) 1.653 1.944 850 .000 

PERANAN KELUARGA .267 .039 .427 6.900 .000 

PERANAN 124 .065 122 1.901 .000 

MASYARAKAT 

PERANAN POLISI .382 .057 .414 6.746 .000 

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA 

Coefficients• 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 20.114 7.024 2.864 .000 

Kualitas Kehidupan .548 .110 .347 4.990 .000 

Kerja 

Pengembangan .424 .109 .272 3.903 .000 

Keprofesian 

Berkelanjutan 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
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Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (bl) sebesar 0,267, {b2) 

sebesar 0,124 dan (b3) sebesar 0,382 konstanta sebesar (a) 1,653. Maka dapat digambarkan 

bentuk hubungan antara ketiga variabel tersebut oleh persamaan regresi 

Y ~ 1, 653 + 0, 267 Xl + 0, 124 X2 + 0, 382X3 

Hal ini dapat menjelaskan bahwa peningkatan satu unit Peranan Keluarga, Peranan 

Masyarakat dan Peranan Kepolisian akan diikuti dengan peningkatan nilai pencegahan 

narkoba. 
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